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KATA PENGANTAR

ewasa ini, arus perubahan yang mendorong demokratisasi
pemerintahan lokal telah mencapai momentum yang
demikian dahsyat dan hampir mustahil untuk ditolak, apalagi

dilawan. Kini demokrasi telah menjadi tuntutan yang amat sah dari
seluruh masyarakat lokal di dunia. Di jaman sekarang, lebih dari 70
negara di berbagai belahan dunia sudah mulai melaksanakan reformasi
politik dan demokrasi yang berujung pada desentralisasi dan
pemberdayaan pemerintahan lokal. Pada umumnya ini terjadi di rezim-
rezim demokratis baru yang sedang mengalami peralihan ke arah
pemerintahan populis yang mengedepankan kedaulatan rakyat.

Demokrasi bukanlah peristiwa sekejap; dia adalah sebuah proses
yang rumit dan berkelanjutan. Oleh karenanya, untuk
menumbuhkembangkannya diperlukan pembinaan dan pengelolaan
yang tepat. Dalam kaitan inilah, buku panduan ini merupakan piranti
yang sangat berguna dalam proses membina dan mengembangkan
demokrasi di tingkat lokal. Buku panduan ini adalah sumber rujukan
penting buat siapa saja yang terlibat dalam proses demokratisasi politik
dan pemerintahan. Buku ini akan meningkatkan kemampuan mereka
mengelola dan menangani kemajemukan serta mendesain sistem yang
tepat bagi pengembangan demokrasi pada semua tingkat.

Kami yang bernaung di bawah International Union of Local
Authorities (Perserikatan Internasional Pemerintah Lokal – IULA) yakin
bahwa pembangunan berkesinambungan – baik di negara makmur
maupun miskin – hanya dapat dilaksanakan bilamana pemerintahan
lokal diberdayakan untuk memainkan peranan maksimalnya, yang
berdasar pada prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi, dalam
tatacara yang sejalan dengan hak asasi manusia.

Kami setuju dengan komentar di bagian Prakata – bahwa buku
panduan ini didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari
segenap warga masyarakat maupun para pengambil keputusan,
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mengenai desain dan pelaksanaan demokrasi lokal yang efisien. Perlu
diingat bahwa buku ini bukanlah buku resep mujarab yang berisi kiat-
kiat standar meraih sukses. Melalui buku ini para pejabat lokal dapat
belajar dari berbagai pengalaman dan praktik kolega-kolega mereka di
seluruh dunia, baik yang sudah terbukti berhasil maupun yang belum,
juga berbagai prospek cerah serta kesulitan yang mengiringi
meningkatnya partisipasi warga masyarakat. Para pemuka masyarakat,
dengan menyimak buku ini, dapat belajar menyuarakan pendapat
mereka tentang kehidupan masyarakatnya secara lebih efektif.

Saya ajak semua pihak yang ingin memberi kontribusi pada
pemberdayaan masyarakat untuk membaca dan mendalami buku ini.
Anda akan merasa lega bahwa aspirasi anda untuk memberdayakan
pemerintah lokal juga dirasakan oleh jutaan orang lain di seluruh dunia.
Dengan membangun suatu jaringan kerja global – sejauh yang
dimungkinkan dalam buku ini – kita sebagai anggota masyarakat lokal
sejagad dapat memastikan bahwa globalisasi akan membawa kita pada
suatu dunia di mana kemajemukan dapat berjalan seiring dengan hak
asasi manusia.

Dengan menerbitkan buku panduan ini International IDEA telah
memberi kontribusi abadi bagi perjuangan kita untuk dapat mengatur
dan memerintah diri sendiri dengan penuh harga diri sambil tetap
menghormati warga lain. Semua pihak yang – seperti halnya saya –
menghargai dan menjunjung tinggi demokrasi di tingkat lokal tentu
merasa berhutang budi pada International IDEA atas kontribusi luar
biasa ini.

Maximo MM Ng’andwe
Ketua, International Union of Local Authorities
(Perserikatan Internasional Pemerintah Lokal; IULA)
Ketua, Local Government Association of Zambia
(Perserikatan Pemerintah Lokal di Zambia)
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PRAKATA

nti terdalam dari demokrasi adalah kepercayaan mendasar dari
segenap warga masyarakat kepada pihak lain (dalam hal ini
pemerintah) untuk mengatur semua urusan dan hajat hidup

mereka. Kepercayaan mendasar – yang populer disebut “social capital”
ini hanya bisa ditumbuhkan dari bawah, yakni dari tingkat lokal. Sebuah
kultur demokrasi lokal yang bersemangat, masyarakat madani yang
semarak, dan pemerintah lokal yang inklusif merupakan modal dasar
bagi terwujudnya demokrasi yang lestari.

Dengan menerbitkan buku panduan ini, International IDEA
tengah berupaya meningkatkan misinya untuk membina dan
mendukung demokrasi yang berkesinambungan di seluruh dunia. Kami
bukan saja ingin meningkatkan lembaga-lembaga dan proses-proses
demokratis, melainkan juga kualitas pemerintahan yang dihasilkannya.
Isi buku ini secara khusus menyoroti lapisan pemerintahan yang kerap
diabaikan, yakni pemerintahan lokal yang paling dekat dengan
masyarakat. Buku panduan ini bukan dimaksudkan untuk menjawab
semua pertanyaan tentang desain demokrasi lokal atau tata cara
mengelola sebuah kota besar yang kompleks. Tujuan utama kami
hanyalah mengajak para pembaca semua mengkaji ulang tujuan, bentuk
dan karakter demokrasi lokal di seluruh dunia, dan berbagi pengalaman,
serta menyajikan kumpulan tulisan para pakar, praktisi dan akademisi
terbaik dalam format yang mudah dibaca, jelas dan sistematis.

Buku panduan ini, sebagaimana proyek-proyek International IDEA
lainnya, berpegang teguh pada prinsip bahwa fungsi terpenting dari
semua bentuk demokrasi adalah manajemen konflik sosial. Kelompok-
kelompok masyarakat madani, pejabat publik dan para pengambil
keputusan di tingkat internasional, nasional, dan lokal, bukan saja
merefleksikan konflik riil yang berkecamuk di tengah masyarakat –
mereka juga ikut membentuk sekaligus menangani berbagai
kesenjangan sosial dan berbagai pertikaian. Pada wilayah-wilayah
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dengan masyarakat majemuk dan terpecah-belah seperti Timor Timur,
Guatemala, Kosovo, Nigeria, atau Indonesia, para pemuka kelompok
masyarakat madani dan pengambil keputusan telah memetik pelajaran
mendasar – bahwa membangun demokratisasi melalui pemulihan
perdamaian harus dirintis dari bawah, yakni masyarakat lokal.

Banyak sekali nama-nama dan pihak-pihak yang berperan sangat
penting dalam proyek penerbitan buku ini, dan secara khusus
International IDEA menyatakan penghargaan tertinggi kepada
rekanan-rekanan yang hasil karyanya termuat dalam terbitan ini.
Timothy Sisk merupakan penulis utama buku ini. Kepada dia dan
para kontributor lain buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tidak
terhingga atas kepakaran dan semangat yang mereka tunjukkan. Reg
Austin sebagai Direktur Program dan Igor Koryakov sebagai Project
Manager telah membuat desain dan pengembangan proyek yang luar
biasa sehingga lewat arahan keduanya proyek ini terlaksana dengan
sukses. Salma Hasan Ali banyak memberi kontribusi intelektual pada
buku ini; baik yang berupa desain, struktur, organisasi dan penyajian
teks, bahkan dia sendiri yang mengedit bobot, akurasi dan kejernihan
isinya. Peter Harris dan Ben Reilly yang mereview buku ini telah ikut
andil menentukan cakupan, arah dan tema buku ini.

Tim proyek secara khusus mengucapkan terima kasih atas bantuan
dari Dewan Penasihat Ahli. Dua organisasi ternama, yakni International
Union of Local Authorities (Perserikatan Internasional Pemerintah Lokal
atau IULA) dan UNDP Management and Governance Division (Divisi
Manajemen dan Pemerintahan, Program Pembangunan PBB) telah
banyak memberikan bantuan dan pengalaman mereka, dan untuk itu
tim proyek menyatakan terima kasih yang tidak terhingga. Direktur
Riset dan Pelatihan IULA, Arno Loessner, juga sangat banyak
membantu tim proyek ini.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada negara-negara
anggota International IDEA atas kucuran dananya, juga kepada Swedish
International Development Agency (Badan Pembangunan Internasional
Swedia – SIDA) atas bantuan dana yang telah mereka berikan, yang
memungkinkan proyek ini terlaksana. Dengan memfokuskan diskusi
pada lapisan terbawah pemerintahan di mana segenap warga dan
kelompok masyarakat madani dapat secara langsung berinteraksi
dengan pemerintah, kami harap buku ini dapat meningkatkan
pengembangan demokrasi dan pemerintahan lokal yang bersemangat,
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efektif, serta bermakna, di seluruh dunia. Demokrasi harus dibangun
dari dalam, dan dari bawah.

Sebagai Sekretaris-Jenderal baru di International IDEA, saya
menyambut dengan gembira penerjemahan buku panduan ini ke dalam
bahasa Indonesia dan penyebarannya.

Kami percaya bahwa buku ini dapat menyumbangkan proses
penguatan demokrasi di berbagai tingkat dan berharap agar buku ini
akan berguna bagi para praktisi di lapangan dan juga yang mendukung
proses demokratisasi di daerah dan di tingkat lokal di seluruh Indonesia.

Karen Fogg
Sekretaris-Jenderal, International IDEA



x



xi

Kata Pengantar ...............................................................................................v
Prakata ........................................................................................................vii

Daftar Singkatan .............................................................................................xv

Pendahuluan ................................................................................................1

Bab 1 Konsep, Tantangan dan Tren ................................................................11

1.1 Konsep-konsep Kunci Demokrasi Lokal ..............................................14

1.2 Tantangan bagi Pemerintahan Lokal ...................................................19

1.3 Tren dalam Pemerintahan Lokal ......................................................25

1.4 Pembangunan Kota yang Berkesinambungan ........................................33

Esei: Pemerintahan dan Demokrasi Lokal pada Abad ke-21
Gerry Stoker ................................................................................................35

Pustaka ........................................................................................................40

Bab 2 Mendesain Sistem Demokrasi Lokal - Tiga Studi Kasus........................43

2.1 Konteks Nasional ...............................................................................46

2.2 Tipe dan Bentuk Dasar Demokrasi Lokal ......................................48

2.3 Kriteria Perbandingan ........................................................................51

2.4 Desentralisasi ......................................................................................55

2.5 Kebijakan Keuangan ...........................................................................58

2.6 Jaringan Kerja Antar lintas Batas Pemerintahan ..............................60

Studi Kasus: Pemerintahan Lokal, Desentralisasi dan Partisipasi di Filipina
Proserpina Domingo Tapales .......................................................................62

Esei: Berbagai Bentuk Kemitraan dalam Pemerintahan:
Model-Model  Desentralisasi Keuangan yang Praktis
Arno Loessner ...................................................................................67

Studi Kasus: San Diego, California, AS dan Tijuana, Meksiko:
Kerjasama dan Demokrasi di Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko
Carlos E. Juarez ..........................................................................................75

Pustaka ....................................................................................................85

DAFTAR ISI



xii

Bab 3 Kemajemukan dan Demokrasi ...........................................................87

3.1 Pertikaian Etnis ...............................................................................90

3.2 Demokrasi sebagai Manajemen Konflik ..........................................91

3.3 Kebijakan Publik ...........................................................................98

Studi Kasus: Peranan Kebijakan Publik: Kasus Kota Belfast,
Jerusalem, dan Johannesburg
Scott A. Bollens ........................................................................................104

Esei: Komisi Perdamaian untuk Penyelesaian Konflik dan Rekonsiliasi
Michael Lund ............................................................................................115

Esei: Migrasi Internasional dan Dampaknya terhadap Kota-Kota
Demetrios G. Papademetriou .......................................................................126

Studi Kasus: Membangun Perdamaian di Kota-Kota Bosnia
yang Terpecah Belah: Kasus Kota Gornji Vakuf
Julia Demichelis ........................................................................................132

Pustaka ...................................................................................................144

Bab 4  Meningkatkan Kualitas Pemilu yang Demokratis ............................147

4.1 Masalah Legitimasi, Akuntabilitas,

dan Kepercayaan dalam Pemilu......................................................150

4.2 Isu-Isu Penting Pemilu Lokal .........................................................151

4.3 Pemilu Lokal di Negara-Negara yang Sedang

Membangun Demokrasi ...............................................................153

4.4 Mengevaluasi Hasil Pemilu Lokal .................................................155

4.5 Sistem-Sistem Pemilu ....................................................................158

4.6 Referendum dan Inisiatif Pemungutan Suara .................................165

4.7 Organisasi Politik ...........................................................................168

Esei: Pemerintahan Lokal di India: Pemberdayaan Perempuan dan
Kaum Minoritas
Pran Chopra........................................................................................174

Studi Kasus: Pemilu-Pemilu Desa: Pengalaman Cina dengan
Pemerintahan Pedesaan yang Otonom
Minxin Pei.................................................................................................176

Pustaka .........................................................................................183

Bab 5  Mengembangkan Demokrasi Partisipatoris ..........................185

5.1 Apa yang Dimaksud dengan Partisipasi Masyarakat

yang Kolaboratif? ...........................................................................188



xiii

5.2 Mendesain Suatu Proses Kolaboratif .............................................192

5.3 Tinjauan tentang Pendekatan-Pendekatan Partisipatoris .................200

5.4 Masalah-masalah yang Bisa Terjadi dalam Pengambilan

Keputusan Kolaboratif ..................................................................217

5.5 Mengevaluasi Kegiatan Masyarakat ........................................222

5.6 Pentingnya Komunikasi .................................................226

5.7 Pemerintahan “Maya” .................................................228

Esei: Perencanaan Pembangunan oleh Masyarakat:
Dari Konflik Menuju Konsensus
John Thompson......................................................................235

Studi Kasus: Mendorong Partisipasi Perempuan di Afrika Selatan
Julie Ballington..........................................................................................244

Studi Kasus: Meningkatkan Partisipasi di dalam Pemerintah Lokal:
Pelajaran dari Afrika Selatan
David Storey dan Dominique Woolbridge..........................................................252

Pustaka.................................................................................................................................264

Bab 6  Mengembangkan Demokrasi Lokal Menuju Abad ke-21.............267

6.1 Tinjauan Umum Mengenai Jaringan Pengembangan

Demokrasi......................................................................................269

6.2 Prioritas Baru dalam Membangun Demokrasi Lokal......................275

Pustaka.................................................................................................281

Daftar Kosa Kata............................................................................282

Tentang Para Penyumbang.......................................................................287

Ikhtisar dan Daftar Kerja
Ikhtisar 1 Konsep-Konsep Inti Demokrasi Lokal..................................15

Ikhtisar 2 Masalah-Masalah yang Dihadapi Walikota

di Seluruh Dunia ...................................................21

Ikhtisar 3 Kota-kota Terbesar Dunia .................................................22

Ikhtisar 4 Norma-Norma Internasional tentang

Pemerintahan Lokal yang Otonom: Kutipan.......................31

Ikhtisar 5 Pemerintahan Lokal dalam Federasi Rusia ........................47

Ikhtisar 6 Kategori Ukuran Kota ..........................................................54

Ikhtisar 7 Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi ...........................57



xiv

Ikhtisar 8 Pembagian Tugas dalam Sebuah Sistem Pemerintahan

Terpadu; Contoh dari Jasa Penyediaan Air Bersih ..............70

Ikhtisar 9 Panduan Lund: Beberapa Rekomendasi untuk

Merekonsiliasi Demokrasi dengan Kemajemukan ...........101

Ikhtisar 10 Beberapa Contoh Komisi Perdamaian ......................115

Ikhtisar 11 Komisi-Komisi Perdamaian Afrika Selatan ...........................118

Ikhtisar 12 Perbandingan Hasil Berbagai Pemilu Lokal .........................156

Ikhtisar 13 Tipe-Tipe Sistem Pemilu ....................................................160

Ikhtisar 14 Referendum: Berbagai Prospek dan Risiko ..........................167

Daftar Kerja Mengevaluasi Praktik Demokratis dalam

Organisasi Politik Lokal.............................................172

Ikhtisar 15 Partisipasi Tradisional dan Partisipasi

yang Ditingkatkan ...........................................................189

Ikhtisar 16 Kata-Kata Kunci dalam Pengambilan

Keputusan Kolaboratif ....................................................191

Ikhtisar 17 Mendesain Proses-Proses Kolaborasi yang Efektif ............195

Daftar Kerja Langkah-Langkah Perencanaan Proyek Kolaboratif ..........199

Ikhtisar 18 Menangani Apatisme Masyarakat di Jihlava,

Republik Ceko.................................................................203

Ikhtisar 19 Perempuan-perempuan Pedagang Pasar, Para Bankir

dan Walikota: Kasus di Kampala, Uganda ........................206

Ikhtisar 20 Sebuah Inovasi Partisipasi Publik:

Juri Warga (John Stewart)................................................209

Ikhtisar 21 Sebuah Model Rancangan Kegiatan

Kolaboratif Masyarakat ...................................................211

Ikhtisar 22 Petunjuk-petunjuk untuk Menggalang

Partisipasi Warga (John Stewart).......................................215

Ikhtisar 23 Tips-Tips Mengatasi Kesulitan dalam

Pengambilan Kebijakan Partisipatoris............................220

Daftar Kerja Cara dan Metode Evaluasi Kinerja ..................................224

Ikhtisar 24 Demokrasi dengan Internet .............................................232

Iktisar  25 www.andhrapradesh.com: Sebuah Inovasi

Pemerintahan Elektronik .................................................233



xv

DAFTAR SINGKATAN

ANC Kongres Nasional Afrika
African National Congress

BOT Build, Operate & Transfer

HAM hak asasi manusia

IULA Perserikatan Internasional Pemerintah Lokal
International Union of Local Authorities

LGTA UU Peralihan Pemerintah Lokal
Local Government Transition Act (South Africa)

LIFE Program Inisiatif Lokal untuk
Lingkungan Perkotaan
Local Initiative Facility for Urban Environment

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

MVA Asosiasi Pedagang Pasar
Market Vendor Association (Uganda)

NAFTA Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara
North American Free Trade Agreement

NLGF Forum Nasional Pemerintah Lokal
National Local Government Forum

OAS Organisasi Negara-Negara Amerika
Organization of American States

Ornop Organisasi non-pemerintah

OSCE Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa
Organization for Security and Cooperation
in Europe



xvi

RENAMO Gerakan Perlawanan Mozambique

SADC Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan
South African Development Community

SALGA Asosiasi Pemerintah Lokal Afrika Selatan
South African Local Government Association

SANCO Asosiasi Nasional Masyarakat Afrika Selatan
South African National Civic Association

SDSU San Diego State University

TGNP Program Jaringan Gender Tanzania
Tanzania Gender Networking Program

UCSD University of California-San Diego

UMCOR United Methodist Committee for Relief

UNDP Program Pembangunan PBB
U.N. Development Program

UNOMSA Misi Pengamat PBB ke Afrika Selatan
U.N. Observer Mission to South Africa

UNEAD Divisi Bantuan Pemilu PBB
U.N. Electoral Assistance Division

USAID U.S. Agency for International Development



1

PENDAHULUAN

i awal abad ke-21 ini secara dramatis muncul kembali
kesadaran orang akan pentingnya demokrasi lokal.
Maraknya kembali minat pada prinsip dan prosedur

pemerintahan demokratis yang menyentuh akar kehidupan
masyarakat bisa dipandang sebagai suatu langkah kembali ke dasar
hakiki dari teori dan praktik demokrasi itu sendiri. Peran serta
langsung warga masyarakat sesungguhnya adalah dasar bagi
terpeliharanya kehidupan bermasyarakat yang sehat. Masyarakat
mutlak berhak menyuarakan pendapat dan keluhan mereka, dan
di lain pihak para pemuka politik pada setiap pemilu reguler harus
menunjukkan akuntabilitas mereka serta memberikan respons
positif pada setiap musyawarah dan dialog dengan publik. Di pentas
perpolitikan lokal itulah makna sejati demokrasi – yakni kekuasaan
di tangan rakyat – memperoleh roh dan wujud yang nyata.

Di seluruh penjuru dunia kini muncul suatu kesadaran baru
akan pentingnya pemerintahan lokal yang bukan sekadar sistem
administrasi kota yang hanya berfungsi menarik pajak dan
menyediakan pelayanan pokok seperti pendidikan dasar, air bersih,
penyaluran limbah, transportasi, maupun perumahan. Lebih dari
itu, sekarang pemerintahan lokal dipandang sebagai dasar utama
terciptanya demokrasi yang jauh lebih bermutu dan lestari.
Pemerintahan lokal adalah tataran demokrasi paling mendasar yang
dengannya segenap warga memiliki peluang yang paling efektif
untuk aktif dan langsung berperan serta dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut hajat hidup segenap anggota
masyarakat. Demokrasi lokal yang kuat dan efektif merupakan dasar
utama dalam mewujudkan demokrasi di tingkat nasional yang sehat
dan kuat.

Buku panduan ini menawarkan berbagai peranti untuk upaya-
upaya memperkuat demokrasi lokal. Buku ini memberikan ide-ide
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dan berbagai opsi untuk meningkatkan makna dan kualitas
demokrasi lokal, sekaligus memberikan banyak contoh dan kisah
seputar penerapan ide-ide itu di seluruh dunia. Dari buku ini
pembaca akan memperoleh:
■ Saran-saran atau petunjuk praktis untuk mendesain berbagai

sistem pemerintahan lokal melalui pendekatan desentralisasi,
otonomi, dan membangun jaringan pro-demokrasi secara lintas
batas internasional, sekaligus menunjukkan kelebihan dan
kekurangan dari masing-masing cara itu;

■ Uraian yang rinci tentang berbagai prinsip dan kebijakan yang
ditempuh dalam mengelola kota yang masyarakatnya memiliki
keanekaragaman budaya, serta menawarkan berbagai peranti
untuk mengatasi konflik etnis sekaligus mengembangkan
rekonsiliasi sosial;

■ Berbagai opsi praktis untuk meningkatkan mutu dari pelaksanaan
pemilu lokal dan demokrasi perwakilan melalui pembakuan
aturan pemilu, reformasi administrasi, serta pengembangan
partai-partai politik;

■ Garis besar dari berbagai opsi untuk meningkatkan peran serta
warga masyarakat dan desain model bagi para pemuka
masyarakat yang memiliki komitmen memajukan proses-proses
pengambilan keputusan partisipatoris; dan,

■ Berbagai rekomendasi bagi masyarakat internasional yang
berkepentingan untuk memajukan jaringan kebijakan
internasional demi peningkatan demokrasi di tingkat lokal.

Arti Buku Panduan Ini
Ada banyak alasan mengenai bangkitnya kembali kesadaran tentang
demokrasi lokal yang kian menggejala di seluruh dinia dengan
pelbagai konteksnya. Sebagai contoh, kehidupan demokrasi yang
mapan dan terkonsolidasi di dunia Barat yang industrialis itu kini
ternyata diguncang oleh munculnya berbagai tekanan dari wilayah-
wilayah perkotaan, yang antara lain merupakan imbas dari pranata
perekonomian global, meningkatnya arus migrasi manusia dan
maraknya keanekaragaman budaya, tantangan-tantangan baru
sebagai akibat meningkatnya angka kriminalitas, menjamurnya
pengangguran, krisis perumahan dan jasa transportasi, serta ada
kepentingan yang mendesak untuk melestasikan lingkungan.
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Perubahan situasi seperti itu memaksa para pemimpin untuk
mengkaji ulang cara kota raksasa atau megacity (kota dengan rata-
rata jumlah penduduk di atas 10 juta jiwa), yang kebanyakan
tersebar di negara-negara berkembang, bisa dikelola lebih baik di
samping memikirkan bagaimana kota yang lebih kecil di berbagai
pelosok dapat mengantisipasi dan menghadapi tekanan seperti itu.
Meskipun buku ini pada umumnya membahas pemerintahan
perkotaan, isu-isu di dalamnya juga relevan untuk diterapkan di
pemerintah pedesaan.

Dalam konteks baru ini sedang tumbuh kesadaran bahwa para
pejabat lokal beserta segenap pegawai kotapraja yang terpilih melalui
pemilu tidak akan mampu mengatasi masalah-masalah sosial dan
ekonomi tanpa dukungan peran serta yang terstruktur dan luas
dari para aktor dalam masyarakat madani. Hampir di seluruh
pelosok dunia kini semakin kentara peran serta kelompok-kelompok
masyarakat – serikat pekerja dan himpunan pengusaha, asosiasi
kaum profesional, kelompok-kelompok gereja, badan-badan amal,
serta organisasi swadaya masyarakat – yang mendukung pemerintah
dan ikatan kerja sama berkesinambungan. Konsep pemerintahan
yang telah diperluas maknanya kini mendapatkan penekanan baru,
yakni pengikutsertaan masyarakat dan organisasi-organisasi
masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
bukan cuma dalam proses-proses resmi pemerintah.

Mengelola Keanekaragaman
Kini, hampir semua wilayah perkotaan di seluruh dunia bisa
diibaratkan sebagai mosaik manusia yang berwarna-warni.
Akibatnya, setiap kelompok masyarakat baru akan menampilkan
spektrum yang memancarkan tiap kelompok etnis, ras, dan
keagamaan. Di banyak kota dunia dengan mudah dapat ditemukan
berbagai kawasan yang dihuni kelompok-kelompok beridentitas
khas yang tampak sangat berbeda jika dilihat dari tingkat lokal
maupun nasional, misalnya wilayah pemukiman Muslim di Paris,
yang terdiri atas imigran-imigran asal Afrika Utara atau Arab.
Fenomena yang serupa bisa ditemukan di negara-negara transisional
yang tengah merintis demokrasi, yang ledakan ubanisasi dan
migrasinya kian menguat seperti di Indonesia, di mana maraknya
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urbanisasi sedikit banyak telah menghambat upaya-upaya
demokratisasi.

Khusus di kota-kota multi-etnis dan multi-kultural yang
menampilkan jurang kesenjangan antara yang kaya dan yang
miskin, demokrasi bisa berarti mengelola dengan baik berbagai
konflik kepentingan dan perbedaan pandangan lewat kotak-kotak
suara dan praktik-praktik demokratis lainnya. Kondisi seperti ini
semakin nyata apabila terjadi pembagian sumber daya yang tidak
adil, disertai minimnya pelayanan masyarakat. Keadilan menjadi
tujuan utama, begitu pula kehati-hatian menangani isu kultural
sensitif yang kerap mengemuka, misalnya dalam penetapan
kebijakan pendidikan. Sama halnya, pemilihan umum bisa-bisa
terpolarisasi ke dalam kutub-kutub kesukuan atau keagamaan. Buku
ini juga memberikan kiat-kiat untuk menyikapi demokrasi sebagai
sebuah sistem manajemen konflik sosial.

Mendesain Sistem Demokrasi di Negara-Negara
Transisional
Wujud pemerintahan lokal juga berubah di negara-negara yang
belakangan ini menjadi lebih terbuka dan demokratis. Banyak
negara yang mengalami transisi berskala nasional dari gaya
pemerintahan otoriter menjadi demokratis antara dasawarsa 1970-
an dan 1990-an, terutama di negara-negara Amerika Latin, Eropa
Timur dan negara-negara bekas Uni Soviet, serta tidak ketinggalan
negara-negara Afrika dan Asia. Kencangnya arus demokratisasi di
tahun-tahun terakhir ini ditandai oleh pemilu yang terbuka,
terbentuknya pemerintahan baru, konstitusi baru, maraknya
gerakan masyarakat madani, dan tidak jarang disertai dengan
desentralisasi kekuasaan. Negara-negara itu berpeluang merombak
atau merekonstruksi sistem demokrasi lokal, dan banyak yang sudah
mengambil prakarsa ke arah itu. Di dalam buku ini akan dipaparkan
hasil studi kasus tentang Filipina dan Afrika Selatan yang berhasil
mendesain sistem pemerintahan lokal baru; dan dampak dari
langkah itu sudah sangat terasa.

Meski begitu, patut disayangkan bahwa demokratisasi yang
marak di tahun-tahun terakhir ini sering belum tuntas. Kualitas
dan “kedalaman” demokrasi kerap terkesan kurang utuh, mengingat
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banyak warga masyarakat yang belum merasakan manfaat yang
sesungguhnya dari pengalaman berdemokrasi itu, selain hanya
ingar-bingar peristiwa pemungutan suara pada hari pemilu. Di
banyak negara yang sedang merintis demokrasi, semangat reformasi
bersakala nasional kerap mengabaikan kepentingan lokal, sebab
semangat mereka lebih tersedot oleh pergulatan memilih presiden
dan anggota parlemen baru, serta membentuk institusi-institusi baru
dan proses politik di ibu kota. Sekaranglah saatnya untuk
memusatkan perhatian dan memajukan demokratisasi lewat
desentralisasi kekuasaan dan peningkatan mutu pemerintahan lokal.

Mengakhiri Konflik Masyarakat
Akhirnya, banyak negara dari berbagai kawasan dunia ini yang baru
saja bangkit dari perang atau konflik berdarah yang berkepanjangan.
Manakala dendam kesumat yang mengakar dalam masih terasa,
dasar pemulihan perdamaian yang lestari bukan hanya terletak pada
pemulihan pemerintah tingkat lokal yang sah dan inklusif, namun
juga pada upaya nyata untuk merukunkan kembali berbagai
kelompok masyarakat, yang disertai oleh langkah-langkah
rekonsiliasi ekonomi dan sosial pada tingkat lokal. Upaya pemulihan
perdamaian jangka panjang harus difokuskan pada masyarakat lokal
demi terwujudnya perdamaian pada masyarakat akar rumput
dengan merespons perlunya rekonsiliasi dan penengahan sengketa
antarberbagai kelompok masyarakat yang bertikai.

Sebagai konsekuensinya, di negara-negara yang demokrasinya
sudah mapan maupun yang masih transisional, kini proses
demokrasi harus dipadukan dengan bentuk-bentuk manajemen
konflik yang mutakhir. Untuk menghadapi tantangan-tantangan
di masa kini, para pejabat lokal perlu menguasai teknik-teknik
menengahi sengketa, memanfaatkan berbagai peranti untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
dan pengadaan pelayanan publik. Pengembangan demokrasi di abad
ke-21 menuntut strategi yang seksama dan melibatkan
keterampilan-keterampilan mengatasi masalah di tingkat lokal;
buku ini menyajikan berbagai unsur yang diperlukan untuk
mengembangkan strategi seperti itu.
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Meningkatkan Partisipasi
Salah satu elemen strategi yang dimaksud di atas adalah
mengembangkan rencana untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).
Dengan pendekatan ini, pengambilan keputusan yang inklusif dan
berbasis konsensus adalah kunci utama menyelesaikan konflik
masyarakat. Di pihak lain, ada kalangan yang mengatakan bahwa
partisipasi yang lebih besar justru dapat memperuncing konflik
dengan memperbesar pertaruhan masalahnya dan merintangi
keputusan yang efisien dan mengikat semua pihak. Di dalam arena
perkotaan yang kompleks, partisipasi masyarakat ibarat sebuah
pedang bermata dua: jika terlalu kecil akan memunculkan konflik,
jika terlalu besar, tidak akan menghasilkan apa-apa. Memilih dengan
tepat metode untuk memperbesar partisipasi dan untung atau
ruginya berbagai pendekatan menjadi sangat penting.

Tujuan Buku Ini
Demokrasi di Tingkat Lokal merespons kebutuhan akan pendekatan
yang lebih kreatif dan luwes dalam mengatasi masalah-masalah
paling mutakhir dengan memberikan kajian atas berbagai konsep
utama dan perangkat terpenting dalam memperkuat demokrasi
lokal. Tujuannya adalah menawarkan – dengan cara yang praktis
dan mudah – beberapa alternatif khas untuk meningkatkan
desentralisasi, demokrasi elektoral, dan partisipasi langsung
masyarakat. Melalui berbagai esei yang ditulis oleh para spesialis
terkemuka, studi kasus atas pemerintah nasional dan lokal, serta
kolom berisi fakta, statistik, dan berbagai opsi, buku ini
mendeskripsikan opsi-opsi yang tersedia bagi para praktisi
demokrasi lokal, di samping menunjukkan sekilas berbagai
kelemahan dan kelebihan dari masing-masing opsi. Buku ini sama
sekali tidak memberikan resep opsi atau metode apa yang terbaik
bagi setiap setting – kadang-kadang dikenal sebagai “praktik terbaik”.
Hal itu jelas mustahil dan tidak praktis. Apa yang terbaik di satu
tempat, mungkin justru gagal di tempat lain.

Pengalaman, pengetahuan, dan penilaian para pembaca sangat
diperlukan untuk menentukan apakah suatu opsi, rekomendasi,
dan saran di dalam buku ini memadai untuk diterapkan di dalam
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suatu masyarakat atau kondisi. Tidak ada resep standar bagi
keberhasilan membangun pemerintahan lokal yang demokratis.
Sebaliknya, buku ini didesain untuk membantu para warga negara
dan pengambil keputusan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan
pokok mengenai rancangan dan implementasi demokrasi lokal,
seperti:
■ Sasaran atau tujuan apa yang dapat memandu pemikiran kita

tentang makna dan tujuan demokrasi lokal?
■ Bentuk-bentuk institusi demokrasi langsung dan demokrasi

elektoral apa yang perlu kita pilih, dan seperti apakah itu?
■ Kebijakan dan tindakan publik inovatif apa yang perlu

dipikirkan untuk menangani isu-isu yang sulit?
■ Bagaimana cara mengevaluasi kemajuan di bidang ini?

Secara khusus, ada tiga bidang utama yang menjadi sasaran
penyusunan buku ini, yakni:
■ Pendidikan.  Menjadi alat bantu bagi para praktisi dan

pengambil keputusan di tingkat lokal yang berusaha
mempelajari model-model dan praktik demokrasi dari seluruh
dunia.

■ Pemberdayaan.  Membantu para pejabat dan tokoh masyarakat
yang berusaha meningkatkan mutu demokrasi bagi
masyarakatnya.

■ Petunjuk praktis.  Menyediakan berbagai sumber daya praktis,
opsi-opsi baru, dan metode-metode bagi para praktisi
pemerintahan lokal, yang dapat dimanfaatkan untuk
mengevaluasi atau mengkaji ulang praktik-praktik partisipasi
masyarakat yang saat ini berlaku di wilayah mereka.

Kami berharap nilai buku ini dirasakan semua pihak dari tingkatan
mana pun. Para pejabat lokal dapat belajar dari berbagai praktik
dan pengalaman rekan-rekan mereka di seluruh dunia, baik yang
berhasil dan kurang berhasil, dan beberapa kemungkinan dan
masalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang
meningkat. Para pemimpin masyarakat madani dapat belajar lebih
banyak tentang peluang-peluang untuk mempengaruhi proses
pengambilan keputusan publik dan implementasi keputusan. Warga
masyarakat dapat belajar tentang cara-cara menyampaikan atau
menyuarakan pendapat mereka secara lebih efektif di tempat publik.
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Dalam istilah yang nyata, kami berharap buku ini akan digunakan
dalam program-program pelatihan profesional dan di universitas
maupun sekolah-sekolah tinggi di bidang administrasi publik,
kebijakan publik, dan ilmu-ilmu politik.

Mungkin penting juga ditunjukkan di sini apa yang tidak kami
maksudkan melalui penyusunan buku ini. Buku ini bukan sebuah
panduan teknis tentang manajemen kota, misalnya tentang cara
menggali pemasukan bagi kas pemerintah kotamadya lewat utang
publik atau penarikan pajak, atau cara melaksanakan perencanaan
sistem transportasi kota yang mendetail. Lagipula, keputusan-
keputusan seperti itu tidak muncul dalam kevakuman, dan bisa
menimbulkan dampak penting terhadap kelestarian demokrasi.
Warga masyarakat perlu tahu, dan berkesempatan untuk ikut
membentuk, berbagai kebijakan yang sifatnya teknis namun pada
akhirnya bisa sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka.
Buku Demokrasi di Tingkat Lokal ini bukan hanya menunjukkan
metode-metode yang ideal untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, namun juga berbagai kelemahan dari metode-metode
itu.

Menggunakan Buku Ini
Para pembaca tentu sudah mempunyai tingkat keahlian tersendiri
dalam bidang ini. Buku ini disusun sedemikian rupa sehingga
petunjuk-petunjuk praktisnya dapat dibaca dengan cepat oleh para
profesional yang sibuk. Opsi-opsi yang ditawarkan akan disertai
oleh contoh-contoh dan studi-studi kasus yang diambil dari situasi
nyata. Ini akan memberi kesempatan kepada para pembaca untuk
merefleksikan pengalaman-pengalaman yang lain serta
membandingkan diagnosis dan desain-desain di dalam buku ini
dengan situasi yang mereka hadapi. Buku ini mengorganisasikan
materinya dengan berbagai cara:
■ Studi kasus berisi contoh-contoh yang diambil dari seluruh

dunia, dan sering ditulis oleh pakar yang sangat meguasai
permasalahan di daerahnya atau pakar di bidangnya. Studi kasus
akan memberikan kedalaman serta perincian bagi berbagai tema
yang disajikan di dalam buku ini;

■ Daftar kerja (checklist) dibuat agar para pembaca dapat secara
komprehensif menyimak opsi-opsi atau prosedur, sehingga
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pembaca dapat melihat sebuah proses atau kebijakan dari semua
aspeknya;

■ Konsep. Buku ini mendefinisikan konsep-konsep pokok dan
memberikan banyak contoh tentang cara mempraktikkan
konsep-konsep itu di berbagai setting di seluruh dunia. Bagian
Daftar Kosa Kata menyajikan tinjauan ringkas tentang konsep-
konsep terpenting di bidang demokrasi lokal;

■ Esei. Esei-esei singkat oleh para spesialis terkemuka akan
memberikan gambaran umum tentang beberapa tren besar
dalam riset dan praktik demokrasi lokal di berbagai konteks;

■ Gambar-gambar akan memperjelas suatu topik atau tema
dengan menampilkan daftar, diagram, narasi pendek atau
kutipan singkat pendapat para pakar;

■ Pustaka. Pada akhir setiap bab disajikan daftar pustaka yang
memandu para pembaca yang memerlukan tambahan sumber
informasi.

■ Menu memuat sederet opsi atau pilihan yang dapat diterapkan
ke dalam berbagai tempat, disertai diskusi mengenai keunggulan
maupun kelemahan dari setiap opsi yang ada.

Para pembaca juga diharapkan mencari tambahan informasi
mengenai demokrasi tingkat lokal dengan mengunjungi website
Internasional IDEA (www.idea.int) termasuk sebuah direktori yang
berisi daftar nama organisasi-organisasi di seluruh dunia yang
bergerak di bidang pengembangan demokrasi lokal. Situs kami juga
memuat formulir umpan balik online yang memungkinkan para
pembaca menyampaikan pandangan atau wawasan mereka, beserta
makna atau pelajaran yang berhasil mereka petik dari berbagai tema
yang tersaji di dalam buku ini.

Sumber-sumber dan Referensi
Buku Demokrasi di Tingkat Lokal ditulis dengan menyarikan
berbagai macam sumber kepustakaan, termasuk teks-teks akademis
dan artikel, laporan dari berbagai organisasi internasional, dan hasil
permenungan atau refleksi dari para praktisi kebijakan publik.
Untuk memudahkan Anda membaca dan menyajikannya (dalam
ceramah, perkuliahan, atau forum diskusi) buku ini sengaja tidak
dipenuhi dengan catatan-catatan kaki seperti yang lazim terdapat
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pada terbitan-terbitan akademis. Berbagai literatur mengenai
pemerintah lokal telah kami sintesiskan ke dalam bahasa yang
mudah dipahami. Tujuannya tidak lain adalah agar materi-materi
akademis itu dapat diakses oleh para pembuat keputusan yang sibuk,
para pejabat lokal, tokoh-tokoh organisasi masyarakat, dan
masyarakat pada umumnya. International IDEA sangat berutang
budi pada para penulis yang karya-karyanya telah memberi
kontribusi bagi terwujudnya buku ini. Bagian Pustaka di akhir setiap
bab menunjukkan beberapa sumber asli dari materi yang telah kami
sarikan.
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evolusi urban sedang melanda dunia. Kini, lebih dari
separuh penduduk dunia tinggal di perkotaan, dan
diperkirakan jumlah mereka akan terus membengkak

hingga mencapai dua pertiga total penduduk dunia menjelang tahun
2025. Pesatnya arus urbanisasi ini menimbulkan tekanan yang
sangat hebat terhadap kota-kota di dunia, sementara pada saat yang
sama menyodorkan peluang untuk meningkatkan layanan
kesehatan, pendidikan, dan manajemen lingkungan.

Globalisasi juga menciptakan berbagai tantangan dan peluang.
Tidak satu pun kota di muka bumi ini yang akan kebal terhadap
dampak globalisasi, mulai dari urusan membanjirnya pengungsi,
penyebaran penyakit, hingga maraknya kejahatan terorganisasi. Bab
1 akan membahas konteks baru yang melatarbelakangi
pertumbuhan pemerintahan lokal, serta menguraikan sekilas
beberapa konsep dan karakteristik utama dari demokrasi tingkat
lokal. Pada intinya, bab ini akan mengulas:

Tantangan-tantangan utama yang dihadapi pemerintahan
lokal di masa kini;

Perkembangan atau gejala terbaru yang mempengaruhi
kualitas demokrasi lokal; dan

Norma-norma internasional terbaru yang ikut mempengaruhi
perkembangan demokrasi lokal.

KONSEP, TANTANGAN, DAN TREN1.

R
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KONSEP, TANTANGAN, DAN TREN

1.1. Konsep-konsep Kunci Demokrasi Lokal

n   Ada beberapa konsep kunci yang menentukan
pemahaman kita perihal pemerintahan lokal, antara lain:
warga dan masyarakat, pemerintahan otonom,
musyawarah, dan kegiatan masyarakat.

Hal terpenting yang memaknai terselenggaranya pemerintahan lokal yang
demokratis adalah konsep pemerintahan yang otonom (self-government) serta
pemerintahan yang paling menyentuh masyarakat. Gagasan terpentingnya adalah
penduduk suatu wilayah harus mendapatkan hak dan tanggung jawab untuk
membuat keputusan menyangkut isu-isu yang langsung mempengaruhi kehidupan
mereka dan yang untuk itu mereka mampu mengambil keputusan. Urusan-urusan
seperti pertahanan nasional, politik luar negeri, dan keamanan secara langsung
memang berpengaruh terhadap kehidupan mereka, namun soal-soal seperti itu
jelas terlalu berat untuk ditangani pemerintah setingkat kotapraja, sehingga mau
tidak mau hal itu menjadi beban tanggung jawab pemerintah pusat.

Ada dua cara untuk memahami demokrasi lokal, yakni:
n di dalam lembaga-lembaga pemerintahan lokal seperti walikota, dewan kota

atau DPRD, komite-komite, dan pelayanan administratif; dan
n di dalam pengorganisasian dan aktivitas masyarakat (civil society).

Idealnya, para pejabat lokal dan gerakan-gerakan masyarakat madani bekerja sama
dalam hubungan yang saling memperkuat dan mendukung untuk mengidentifikasi
masalah-masalah yang ada, serta mencari solusi yang inovatif. Pemerintah hanya
satu bagian saja dari gambaran utuhnya, meski berkedudukan penting. Gagasan
mengenai kegiatan masyarakat — berupa organisasi kemasyarakatan, pelbagai
asosiasi, kegiatan usaha, panitia-panitia di kampung, dan semacamnya - juga
menempati kedudukan penting di dalam konsep pemerintahan lokal.

1.1.1 Definisi Demokrasi Lokal
Istilah demokrasi lokal bermakna banyak, tergantung ruang dan tempat, dan
memang tidak ada satu pun konsep atau model yang bisa dianggap sebagai
perwujudan terbaik dari demokrasi. Pada saat yang sama ada pemahaman umum
mengenai proses-proses terpenting dari kehidupan demokratis yang dapat
diterapkan secara universal.
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n Kehidupan berdemokrasi mengharuskan adanya pemilu berkala (atau reguler)
dan murni dan kekuasaan bisa dan harus berpindah tangan melalui proses
pemilihan yang jujur, bukan melalui kekerasan atau pemaksaan.

n Dalam berdemokrasi, oposisi dan minoritas berhak untuk menyuarakan
pandangan mereka dan mempunyai pengaruh (yakni bukan semata-mata
memperoleh kursi atau suaranya terwakili) di dalam proses-proses pengambilan
kebijakan. Jika suara minoritas tidak dapat diakomodasi, oposisi harus legal
dan loyal dan tidak bertindak di luar institusi yang sah dan dengan kekerasan.

n Harus selalu ada kesempatan melakukan pergantian di dalam menjalankan
pemerintahan koalisi ; maksudnya, para pemilih harus bisa mencopot politisi-
politisi tertentu dari jabatan yang mereka duduki dan menggantikan mereka
dengan kepemimpinan baru.

n Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan sekaligus perlindungan
terhadap hak-hak sipil dan politik yang paling dasar.

n Dan, meski kontroversial, banyak yang percaya demokrasi juga harus disertai
oleh hak-hak yang menyangkut masalah pembangunan, ekonomi, dan lingkungan,
misalnya fasilitas air bersih, perumahan, dan kesempatan memperoleh
pekerjaan.

Kewarganegaraan dan masyarakat. Peran serta masyarakat lokal sesungguhnya
adalah fondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan, sebab
lembaga-lembaga masyarakat yang ada beserta segala proses pengambilan
keputusannya memungkinkan terwujudnya praktik demokrasi yang lebih langsung,
yang di dalamnya suara individu dapat didengar dengan lebih mudah.

Musyawarah. Demokrasi bukanlah semata berarti pemilu. Di dalamnya terkandung
unsur-unsur penting seperti dialog, debat, dan diskusi yang bermakna, yang
muaranya adalah mencari solusi bagi segala masalah yang timbul di dalam
masyarakat. Perundingan atau musyawarah juga bukan sekadar mendengar dan
menampung keluhan warga. Demokrasi berdasar musyawarah pasti melibatkan
dialog yang bersifat saling memberi dan menerima antarkelompok-kelompok
kepentingan dalam masyarakat tentang keputusan-keputusan terpenting dan
tindakan-tindakan yang mereka hadapi dan tanggung bersama-sama.

Pendidikan politik. Demokrasi lokal akan memberi fasilitas bagi proses �pendidikan
politik�. Maksudnya, peran serta warga masyarakat memungkinkan setiap individu
memperoleh informasi mengenai semua urusan dan masalah di masyarakat, yang,
jika tidak, hanya diketahui oleh pejabat terpilih atau para profesional pemerintahan

Konsep-Konsep Inti Demokrasi LokalIkhtisar 1
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di kantor walikota. Penduduk yang terdidik dan memiliki informasi akan membuat
demokrasi � yang berarti pengambilan keputusan oleh rakyat � semakin mungkin
dan efektif. Peran serta masyarakat berarti mengurangi jurang pemisah antara
para elite politik dan anggota masyarakat.

Pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial. John Stuart Mill dan para
pendukung paham demokrasi partisipatoris di tingkat lokal berpendapat bahwa
membuka keran bagi kebijakan dan kecerdasan masyarakat akan mendukung
terciptanya pemerintahan yang baik serta mendukung tercapainya
kesejahteraan sosial. Artinya, demokrasi cenderung meningkatkan hubungan
yang baik antarwarga, membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki
semangat sosial.

Pembahasan mengenai makna demokrasi lokal juga harus mempertimbangkan
pula pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap cara orang berpikir tentang
demokrasi. Ada budaya yang memiliki tradisi berperan sertanya warga
masyarakatnya dalam proses politik, sementara ada pula yang masyarakatnya acuh
tidak acuh apakah pejabat suatu wilayah ditunjuk atau dipilih. Konsep-konsep
yang dipaparkan di buku ini bisa saja mempunyai arti berlainan di dalam latar
belakang budaya yang berlainan pula. Hal terpenting adalah di dalam demokrasi
tingkat lokal praktik-praktik tradisi yang telah mendarah daging di masyarakat –
misalnya peranan pemimpin atau tokoh tradisional – perlu diintegrasikan secara
hati-hati ke dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

1.1.2 Demokrasi Langsung vs. Demokrasi Perwakilan
Ada dua mazhab filsafat yang menerangkan dua konsep demokrasi lokal yang agak
saling bertolak belakang. Mazhab pertama, yang sejarahnya dapat dikaitkan dengan
filosof Perancis Jean Jacques Rousseau, memandang demokrasi sebagai keterlibatan
langsung warga masyarakat dalam hampir semua urusan yang menyangkut kehidupan
umum. Rousseau berkeyakinan bahwa peran serta seluruh warga masyarakat akan
bisa mengungkapkan aspirasi umum mereka semua, dan bahwa cara terbaik untuk
menentukan kehendak umum warga adalah melalui kekuasaan di tangan mayoritas.
Namun banyak pendapat yang mengatakan bahwa sistem dan bentuk pemerintahan
lokal di masa sekarang sudah terlalu “besar” untuk mengakomodasi keterlibatan
langsung warga masyarakat. Wujud demokrasi terbaik dan paling praktis yang bisa
kita harapkan adalah demokrasi perwakilan, yang di dalamnya warga memilih calon
wakil mereka atau partai politik yang membuat keputusan otoritatif bagi seluruh
masyarakat. Banyak pihak yang berpendapat bahwa demokrasi perwakilan paling
cocok diterapkan untuk demokrasi lokal.
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Ada saja orang yang bertanya-tanya apakah mungkin di zaman moderen ini
gagasan demokrasi langsung bisa diwujudkan, padahal tema ini tidak habis-
habisnya muncul di dalam polemik filsafat kontemporer, bahkan dalam praktik
sehari-hari. Sebagai contoh, mantan Presiden Tanzania Julius Nyerere pernah
mempopulerkan semacam gerakan sosialisme desa (villagization) dan ujamaa
(komunitas) di negaranya. Pada 1967, dalam Deklarasi Arusha, Nyerere
mencanangkan gagasan sosialisme desa yang berdasar atas hubungan kekerabatan,
komunitas, kemandirian, gotong-royong, dan pembangunan lokal secara swa-
sembada. Falsafah Nyerere membayangkan sebuah komunitas sosial dan ekonomi
yang di dalamnya orang-orang hidup berdampingan dan bekerja bahu-membahu
demi kesejahteraan semuanya. Namun, Tanzania versi Nyerere itu 90 persen
rakyatnya hidup di pedesaan.

Ukuran desa atau kota memang acap kali dituding sebagai faktor penghambat
terwujudnya demokrasi langsung. Semakin besar sebuah kota, kian kecil
kemungkinan di sana bisa diterapkan demokrasi langsung. Akan kita lihat nanti
dalam Bab 5, bagaimana para pengusul proses pengambilan keputusan “maya”
berbasis Internet telah menghidupkan kembali gagasan demokrasi langsung itu,
bahkan di dalam kondisi sosial era kini yang sangat kompleks.

1.1.3 Demokrasi Adversarial vs. Demokrasi Kolaboratif
Demokrasi perwakilan menyiratkan adanya pendekatan yang sifatnya
“bermusuhan” atau bersaing dalam menentukan apa yang terbaik bagi seluruh
masyarakat. Calon wakil rakyat yang potensial harus tampil di muka umum dan
memperebutkan dukungan mereka. Dalam upaya ke arah itu perbedaan sosial
dan rasa permusuhan akan menjadi kian tajam pada saat pimpinan-pimpinan
politik melancarkan pesan kampanye mereka. Para pendukung demokrasi
perwakilan berpendapat bahwa kompetisi antar calon pemimpin politik itu justru
memberi vitalitas dan akuntabilitas di dalam kancah politik. Namun, tidak sedikit
yang bersikap skeptis terhadap pendekatan kompetitif itu, terutama yang hanya
bersandar pada pembuatan keputusan mayoritas. Mereka lebih memilih proses
dan struktur pengambilan keputusan yang mengutamakan tercapainya konsensus
ketimbang kompetisi untuk merebutkan jabatan.

Banyak yang percaya bahwa kini ada kecenderungan perhatian terarah ke
demokrasi perwakilan daripada demokrasi langsung dan pengambilan keputusan
yang bersifat persaingan ketimbang kolaboratif. Fokus pada pemilu dan perbedaan
yang tajam antara platform politik yang diusung partai-partai kontestan pemilu
telah menciptakan jarak antara warga masyarakat dan para pejabat publik sehingga
meningkatkan perpecahan antarkelompok-kelompok sosial. Akibatnya, warga
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umumnya menjadi apatis dan alergi terhadap kehidupan politik. Akademisi yang
meneliti penyelenggaraan pemerintahan lokal di masa kini mengemukakan kian
merosotnya legitimasi lembaga-lembaga pemerintahan lokal, dan meluasnya
ketidakpercayaan masyarakat pada kemampuan partai-partai politik lokal dalam
mewakili dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat yang beraneka-ragam.

Salah satu indikator menjauhnya publik dari panggung politik adalah
rendahnya jumlah pemilih yang memberikan suara. Menurut laporan International
IDEA perihal jumlah pemilih, “Total keikutsertaan dalam pemilu-pemilu
kompetitif di seluruh dunia meningkat tajam antara tahun 1945 dan 1990…
Namun pada dasawarsa 1990-an, seiring dengan meningkatnya pemilu kompetitif
di negara-negara demokratis yang baru, rata-rata keikutsertaan pemilih di dalam
pemilu-pemilu yang dilaksanakan sejak 1990 merosot drastis hingga 64 persen.
Meskipun tingkat keikutsertaan dari seluruh pemilih yang berhak memberi suara
hanya sedikit berkurang, tingkat keikutsertaan mereka yang benar-benar mendaftar
sebagai pemilih anjlok secara dramatis.” Meski belum ada data yang pasti tentang
hal ini, kebanyakan pakar sepakat bahwa jumlah total pemilih yang memberikan
suara dalam pemilu lokal jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pemilu
nasional. Akhir-akhir ini timbul keprihatinan tentang besarnya peran jajak
pendapat publik, kontribusi finansial, serta penggunaan jasa konsultan dalam
membentuk agenda publik yang menafikan suara murni masyarakat lokal dan
mengakibatkan menjamurnya sikap sinis dan apatis dari warga.

Struktur partai-partai politik lokal juga dipertanyakan dalam kapasitasnya
sebagai lembaga sosial yang efektif, terutama di Amerika Utara dan Eropa Barat.
Isu-isu yang semula menjadi amunisi perjuangan partai-partai di Eropa, misalnya
isu kelas sosial, sekarang tampak kehilangan relevansinya di dunia dengan mobilitas
sosial yang tinggi dewasa ini. Kenyataan ini menimbulkan krisis penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat lokal di beberapa tempat, disusul oleh munculnya struktur
pemerintahan terfragmentasi, yang beberapa di antaranya dipaksakan oleh
pemerintah pusat sebagai jawaban atas ketidakmampuan pemerintah lokal untuk
mengambil langkah tegas. Keprihatinan akan legitimasi pemerintahan ini membuat
banyak pihak mengusulkan untuk mengkaji ulang isu aksesibilitas, kesamarataan
(equality), serta penyegaran kembali peran serta masyarakat. Seiring dengan
gencarnya tuntutan desentralisasi kekuasaan, kian mengental pula pertanyaan-
pertanyaan yang mempersoalkan legitimasi pemerintah. Pengikutsertaan dan
keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam upaya menumbuhkan
kepercayaan dan akuntabilitas sebagai syarat utama untuk meyakinkan masyarakat
akan kualitas demokrasi lokal.
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1.2  Tantangan bagi Pemerintahan Lokal

n  Mengatasi dampak globalisasi dan urbanisasi,
mempromosikan pelayanan jasa yang efektif, membina
perdamaian masyarakat, dan menciptakan peluang kerja
merupakan tantangan-tantangan utama yang dihadapi
demokrasi lokal.

Masalah-masalah umum yang menghantui demokrasi lokal di seluruh dunia adalah:
n Menyediakan pelayanan sosial dasar – seperti jaringan air bersih dan transportasi

— secara berkesinambungan;
n Urbanisasi, atau arus perpindahan masyarakat dari desa ke kota, dan tekanan

yang diakibatkannya terhadap lingkungan dan kapasitas pemerintah untuk
mengatasinya;

n Vitalitas ekonomi, atau menciptakan peluang mendapatkan pekerjaan dan
meraih kemakmuran di pasar global; dan

n Membina perdamaian sosial dalam kondisi kehidupan sosial yang majemuk,
yang menuntut berbagai kelompok etnis dan agama untuk hidup
berdampingan.

1.2.1  Melayani Publik
Melayani masyarakat merupakan fungsi utama pemerintah lokal, terutama
pelayanan yang memerlukan koordinasi lokal, jaringan kerja, infrastruktur, atau
perencanaan. Di antara tantangan-tantangan terpenting yang dihadapi pemerintah
lokal adalah:
n Kejahatan, kekerasan umum atau politik, menjaga ketertiban, dan tata laksana

peradilan lokal;
n Pendidikan, yang kerap melibatkan keputusan sensitif berkaitan dengan bahasa

atau latar belakang budaya di dalam masyarakat multi-etnis yang kian majemuk;
n Manajemen lingkungan dan kelangkaan sumber daya, terutama masalah air

dan sanitasi (pengumpulan sampah, penanganan saluran pembuangan);
n Perumahan, terutama pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah, serta

mengelola pola-pola pemukiman yang kondusif untuk menciptakan
keharmonisan antar etnis di wilayah kota yang multi-etnis;

n Pengangguran dan dislokasi ekonomi, serta perlunya memposisikan kota secara
kompetitif untuk menjaring investasi baru di dalam perekonomian global;
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n Pelayanan kesehatan dan manajemen rumah sakit, terutama dengan munculnya
bentuk-bentuk baru penyakit infeksi yang berdampak terhadap kesejahteraan
sosial, sementara masalah-masalah penyakit lama masih belum teratasi;

n Migrasi, yang sering berupa membanjirnya komunitas imigran miskin dan
pengungsi, atau pengungsi dari daerah pedesaan yang miskin;

n Isu-isu regional, misalnya masalah pemakaian sumber daya air dan udara
dengan daerah lain; dan

n Transportasi, kemacetan lalu lintas, dan metode untuk mengangkut masyarakat
dari tempat tinggal ke tempat kerja mereka setiap hari.

Pada 1997, Program Pembangunan PBB (United Nations Development Program
atau UNDP) dan Kantor Riset & Pelatihan dari Perserikatan Internasional
Pemerintah Lokal (International Union of Local Authorities atau IULA) mensurvei
151 walikota di seluruh dunia untuk mencari informasi perihal masalah-masalah
terberat yang mereka hadapi. Para responden menyatakan bahwa prioritas utama
mereka adalah masalah pengangguran; 52 persen responden menyatakan hal ini
sebagai isu terpenting, sama persis dengan hasil survei serupa pada 1994.

Temuan survei IULA memang diwarnai oleh perbedaan-perbedaan di tingkat
regional. Para walikota Eropa lebih memusingkan masalah pengangguran dan
kemacetan lalu lintas. Tidak banyak dari mereka yang mengeluhkan soal
kemiskinan. Sebaliknya di Afrika, perkara kemiskinan, pengangguran, dan arus
urbanisasi desa ke kota disebut-sebut sebagai masalah paling serius yang mengurangi
kemampuan pemerintah kotapraja untuk memberikan pelayanan dasar. Di
Amerika Utara, yang menjadi keprihatinan adalah masalah kriminalitas perkotaan,
pengangguran, dan kemacetan lalu lintas. Walikota-walikota dari wilayah Asia
menyebutkan masalah kemacetan lalu lintas, polusi, dan perlunya sistem
pembuangan sampah padat yang lebih efektif sebagai masalah terberat. Di Amerika
Latin, pengangguran dan rendahnya mutu sistem kesehatan dan pendidikan
dianggap sebagai persoalan paling serius. Akhirnya, di Timur Tengah dan kawasan
Mediterania Timur, migrasi penduduk dan perbedaan etnis menjadi pemikiran
serius para walikota di sana.

1.2.2 Urbanisasi
Dewasa ini, lebih dari 3,2 milyar orang – lebih dari separuh penduduk dunia –
tinggal di perkotaan. Angka ini berasal dari kenaikan urbanisasi hingga 20 kali
lipat sepanjang abad ke-20; dan trennya memperlihatkan sedikit tanda-tanda akan
berkurang.

Pertumbuhan penduduk dewasa ini paling cepat terjadi di perkotaan di negara-
negara berkembang. Sebuah publikasi dari Worldwatch Institute melaporkan
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bahwa lonjakan penduduk di perkotaan di negara-negara berkembang akan
menjadi tren demografi yang menonjol di abad mendatang, akan ada tambahan
penduduk hingga 90 persen dari 2,7 miliar penduduk dunia saat ini antara 1995
dan 2030. Ledakan penduduk terdahsyat diperkirakan terjadi di Afrika dan Asia.
Meski urbanisasi mempunyai dimensi positif – banyak lompatan besar
pembangunan terjadi di wilayah perkotaan – bertambahnya jumlah penghuni
kota juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Kota-kota dewasa ini,
misalnya, hanya mengambil dua persen dari permukaan bumi tapi penduduknya
mengkonsumsi 75 persen dari sumber daya yang ada.

Di antara masalah-masalah lingkungan perkotaan yang paling serius pada abad
ke-20 adalah masalah perbaikan pasokan dan mutu air, pengerukan sampah
perkotaan, transportasi, dan pemakaian lahan untuk membangun pemukiman
yang lebih baik. Negara-negara berkembang dihadapkan pada masalah pemukiman
liar, atau masyarakat penghuni liar, yang ditandai oleh absennya pelayanan dasar
dan infrastruktur. Salah satu tantangan paling berat bagi pemerintah lokal adalah
penyediaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
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Pada saat yang sama, banyak orang yang tidak menganggap urbanisasi sebagai
masalah, baik dari segi lingkungan maupun dampak sosial yang ditimbulkannya.
Alasannya, kota bisa menyelenggarakan pelayanan umum lebih efisien,
memungkinkan penggunaan lahan yang terbatas, bisa menyisihkan lebih banyak
lahan untuk kepentingan konservasi alam, pelestarian satwa dan fauna, serta
pertanian. Dari perspektif ini urbanisasi justru akan mewujudkan pemerintahan
yang lebih efektif, sebab urbanisasi memudahkan pihak-pihak yang terkait
mendesain kebijakan yang menguntungkan bagian terbesar orang – terutama di
bidang pendidikan, air bersih, kesehatan, dan perumahan.

1.2.3 Globalisasi
Globalisasi merujuk pada perubahan sistem internasional setelah berakhirnya
Perang Dingin pada akhir dasawarsa 1980-an. Istilah globalisasi mencakup beberapa
dimensi perubahan dunia secara sistematis, yang antara lain langsung berdampak
pada tata cara pelaksanaan pemerintahan lokal.
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n Perubahan ekonomi. Walaupun perekonomian internasional sekarang belum
bisa dikatakan sudah sepenuhnya terintegrasi dan pemerintah nasional tetap
berperan dalam proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi, konteks
ekonomi untuk pemerintahan lokal sudah sangat berubah. Kini telah muncul
konsensus baru yang menyangkut model-model ekonomi berbasis pasar,
kenaikan luar biasa arus modal internasional, perluasan perdagangan
internasional yang pesat, kian besarnya pengaruh perusahaan-perusahaan
multinasional, dan integrasi ke dalam perekonomian dunia oleh negara-negara
yang semula tidak terlibat dalam sistem perekonomian global.

n Perubahan politik. Kecenderungan ke arah demokrasi pada abad ke-20
berlangsung menakjubkan, dan hal itu telah menghasilkan sebuah konsensus
internasional yang luas mengenai nilai-nilai dasar bagi sistem politik, proses-
proses demokrasi seperti pemilu dan pentingnya pranata masyarakat madani,
dan prinsip-prinsip demokrasi seperti peran serta dan penyertaan (inclusion).
Demokratisasi di banyak negara telah menghasilkan masyarakat madani –
jika diukur dari menjamurnya ornop atau LSM – yang pada gilirannya
menunjukkan banyaknya aktor non-pemerintah yang terlibat dalam
perumusan dan implementasi kebijakan.

n Perubahan teknologi. Revolusi informasi dan komunikasi di penghujung abad
ke-20 telah menyentuh hampir seluruh negara dan kota di muka bumi ini.
Meningkatnya akses informasi dan komunikasi telah mengakibatkan
perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang mendasar. Yang paling penting,
revolusi itu telah membuka jalan yang lebih mudah untuk berbagi perspektif
dan informasi, serta mempertimbangkan demokrasi dan masukan dari
masyakarat secara langsung dengan cara yang pada beberapa tahun silam nyaris
mustahil.

Tidak satu kota atau wilayah kotapraja pun di dunia yang kebal dari efek globalisasi,
yang meliputi kesenjangan antar negara atau di dalam negara, ancaman terhadap
lingkungan, seperti merosotnya keanekaragaman hayati, meningkatnya arus
pengungsi di berbagai belahan dunia, dampak dari penyakit infeksi terbaru, serta
merebaknya kejahatan terorganisasi dan juga korupsi. Meningkatnya arus informasi
dan komunikasi, meski semakin membuka masyarakat bagi arus pemikiran
manusia, ternyata juga mengancam tradisi sosio-kultural yang sudah bertahan
lama. Globalisasi menimbulkan dislokasi sosial di banyak pelosok dunia, yang
pada gilirannya dengan cepat menimbulkan konteks yang cepat berubah bagi
sebuah demokrasi. Sebagaimana Jonathan Barker bertanya, “Apa artinya
mengatakan bahwa sebuah desa, sebuah program pembangunan, atau sebuah
komunitas masjid telah berjalan mandiri, jika ternyata penghidupan orang-orang
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di dalamnya begitu tergantung pancaroba perubahan lingkungan, tindakan
perusahaan-perusahaan besar dari negeri asing, serta perubahan-perubahan harga
di pasar dunia yang sama sekali tidak merespons pandangan atau tindakan
masyarakat lokal?”

Meski begitu, globalisasi tidak hanya menciptakan “kejahatan” global semata.
Globalisasi juga menawarkan berbagai peluang ke arah pembangunan ekonomi
yang berkesinambungan, pertumbuhan dan kemakmuran, serta arus pengalaman
baru dan pengalaman tentang tata cara mengelola dan mengatasi konteks urbanisasi
yang cepat berubah. Globalisasi juga menyodorkan kesempatan untuk
memperbaiki hubungan sosial di antara kelompok-kelompok yang selama ini
dipecah-belah oleh konflik yang telah mengakar. Praktik-praktik dan bermacam
pelajaran dari upaya mempromosikan demokrasi di salah satu belahan dunia dapat
diadaptasikan dan diterapkan di belahan dunia yang lain. Cara yang ditempuh
oleh sebuah kota dalam mengatasi masalah-masalah yang dipicu oleh globalisasi
juga dapat ditransfer ke wilayah lainnya.

Tentu saja tidak semua keputusan, inisiatif kebijakan, atau masalah yang terjadi
pada sebuah wilayah kotapraja terpengaruh globalisasi.. Sesungguhnya, kecepatan
dan tingkat pengaruh gejala global atas kota-kota di dunia tidak seragam. Banyak
masalah yang lama tidak terpecahkan beserta solusinya terus bercokol tanpa
pengaruh kuat dari konteks global. Meskipun demikian, salah satu tantangan
penting yang dihadapi oleh pemerintah lokal adalah mencari inovasi dan
keberhasilan dari suatu wilayah yang bisa diadaptasi untuk meningkatkan mutu
demokrasi di wilayah yang lain.

1.2.4 Kemajemukan Masyarakat
Kota-kota di seluruh dunia ini nyaris semuanya majemuk dari segi etnis. Di
beberapa kota tertentu, misalnya Jerusalem, kemajemukan etnis merupakan pola
sejarah yang tua. Di kota-kota lain kemajemukan mungkin dipandang sebagai
fenomena baru yang timbul akibat membludaknya berbagai kelompok imigran
lewat tapal batas negara belakangan ini – contohnya Oslo, Norwegia. Di Amerika
Serikat masalah imigran diakibatkan oleh terpuruknya perekonomian negara-
negara Amerika Latin di satu sisi dan daya tarik kesempatan bekerja di Amerika
Serikat yang luar biasa di sisi lain. Akibat yang ditimbulkan oleh puluhan tahun
migrasi kaum Hispanik ke Amerika Serikat adalah perubahan pesat wajah kota-
kota di wilayah tengah Amerika. Dari tahun 1990 hingga 2000 jumlah penduduk
Hispanik di Amerika Serikat melonjak dari 22,6 juta menjadi 31,3 juta. Kaum
Hispanik sekarang merupakan 10 persen dari total penduduk negara itu. Pada
kebanyakan kota di Amerika Serikat kini konflik ras tidak hanya sebatas antara
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orang kulit putih dan hitam; orang Hispanik telah menjadi kaum minoritas yang
signifikan maupun mayoritas. Tantangan yang ditimbulkan kemajemukan dan
metode-metode penyelesaian konflik melalui demokrasi lokal akan dibahas pada
Bab 3.

1.3 Tren dalam Pemerintahan Lokal

n Kemitraan strategis, desentralisasi, dan fokus
internasional terhadap pemerintahan lokal merupakan
perkembangan-perkembangan terkini yang membentuk
watak demokrasi lokal.

Untuk mengantisipasi tantangan-tantangan yang dibahas pada bagian terdahulu,
struktur-struktur pemerintahan lokal di masa kini perlu berunjuk kerja secara
berbeda. Cara berpikir dan fungsi tradisional – mendefinisikan nilai-nilai
masyarakat dan menentukan opsi-opsi untuk publik – tetap ada, namun perlu
disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan terkini yang ada.
Perkembangan-perkembangan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
n Siapa?  Kini banyak sekali fungsi pemerintahan lokal yang dijalankan dalam

bentuk kemitraan strategis, atau hubungan kerjasama di antara para pejabat
terpilih, sektor swasta, masyarakat madani dan organisasi massa, dan para
warga masyarakat. Semakin banyak pejabat lokal membuat kontrak dengan
perusahaan-perusahaan dan organisasi nirlaba yang berkemampuan lebih untuk
menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Praktik melimpahkan fungsi
pemerintahan kepada organisasi-organisasi swasta itu memang terbukti lebih
efisien, namun menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai demokrasi.

n Bagaimana?  Semakin banyak negara yang mendesentralisasikan kewenangan
pengambilan keputusan kepada tingkat pemerintahan terendah yang paling
mungkin. Desentralisasi didorong oleh keinginan pemerintah pusat untuk
membagi kekuasaan dan tanggung jawab, serta didorong oleh kebijakan
lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia.

n Mengapa?  Sekarang ini ada kecenderungan masyarakat internasional untuk
mendefinisikan hak suatu daerah untuk mengurus diri sendiri (self-governance)
sebagai hak asasi universal. Pada tataran regional maupun nasional, lembaga-
lembaga internasional dan kelompok-kelompok multilateral kini telah
mengadopsi standar-standar agar pemerintah nasional melimpahkan fungsi
pengambilan keputusan kepada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan
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khalayak sebagai cara untuk memaknai prinsip-prinsip demokrasi. Norma-
norma inilah yang menyebarluaskan kewajiban internasional di semua negara
dunia untuk mendukung tumbuhnya demokrasi lokal.

1.3.1 Kemitraan Strategis
Kadang-kadang para pejabat dan pegawai pemerintahan tidak mampu, atau
memang tidak cocok, untuk memberikan pelayanan tertentu secara efektif dan
efisien kepada masyarakat. Banyak contoh di seluruh dunia, pemerintah lokal
mulai menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta dan ornop, organisasi
masyarakat madani, dan organisasi massa untuk menyediakan pelayanan lokal
terpenting.

Dalam pelaksanaan nyata pelayanan itu, kentara sekali adanya kecenderungan
melakukan swastanisasi, kemitraan antara pemerintah dan swasta, outsourcing
(menyewa atau merekrut pihak lain untuk menjalankan suatu fungsi atau pelayanan
jasa), dan korporatisasi sarana-sarana seperti air bersih, tenaga listrik, penanganan
limbah, penyediaan pemukiman, pelayanan kesehatan, dan bahkan pelayanan
fasilitas penjara. Ada dua bentuk hubungan kemitraan dengan tujuan yang agak
berbeda:
n Bekerja dengan masyarakat madani seperti ornop, organisasi massa, dan lain-

lain adalah salah satu bentuk kerjasama itu. Kemitraan itu dijalin atas dasar
pemikiran bahwa kelompok-kelompok masyarakat madani memiliki
keunggulan komparatif dalam mengimplementasikan kebijakan atau mengatasi
berbagai masalah. Mereka lebih dekat dengan masyarakat yang memerlukan
pelayanan. Dalam skema kemitraan seperti ini pejabat lokal sering hanya
berperan sebagai penyandang dana, pengawas, mitra kerja, atau spesialis.

n Bekerja dengan sektor swasta sering didasari alasan bahwa sektor ini memiliki
keunggulan dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat lokal – misalnya
air bersih, manajemen transportasi, tenaga listrik, atau pengumpulan sampah.
Namun fondasi yang mendasari kemitraan itu lebih bermotif ekonomi;
perusahaan-perusahaan swasta dapat menyediakan pelayanan itu dengan lebih
efisien dan murah ketimbang pemerintah lokal.

Meski masyarakat dan pemerintah kota kerap menikmati efisiensi berkat kemitraan
seperti itu – lebih lancarnya penyediaan jasa – bisa saja akibatnya adalah tidak
adanya transparansi. Artinya, para pejabat lokal kurang mengawasi apa yang
sesungguhnya dikerjakan di dalam masyarakat, tapi setidak-tidaknya jasa dan
pelayanan yang dibutuhkan memang tersedia. Di Afrika bagian selatan, misalnya,
pemerintah daerah mengandalkan perusahaan multinasional regional yang kuat
— Eskom yang berbasis di Johannesburg — sebagai penyedia tenaga listrik. Dalam
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proses negosiasi dengan perusahan-perusahaan seperti itu pemerintah lokal dan
para pihak terkait (stakeholder) sering merasa tidak berdaya atau dalam posisi tawar-
menawar yang lemah. Kemitraan strategis pun kerap menimbulkan bencana bagi
mitra swasta. Bagi ornop dan organisasi massa independen, mereka kerap
kehilangan kemandirian dan fleksibilitas apabila sumber keuangan mereka dipasok
oleh pemerintah lokal. Mereka menjadi enggan menempuh risiko dan mencari
solusi inovatif bagi masyarakat setempat, apabila mereka rasa solusi itu akan
bertentangan dengan kebijakan lokal.

Namun, kebanyakan analis menilai kemitraan-kemitraan itu sebagai
perkembangan yang sehat dalam kehidupan demokrasi. Pratibha Metha dari Divisi
Manajemen dan Pemerintahan UNDP menyimpulkan pentingnya proses
partisipatoris yang secara struktural mendukung peran serta organisasi-organisasi
masyarakat:

Organisasi-organisasi massa berperan sangat penting dalam mewujudkan
pengambilan keputusan yang demokratis, memberdayakan masyarakat,
membangun kemampuan masyarakat untuk berperan serta, dan
menghubungkan masyarakat dengan pemerintah daerah. Untuk itu,
diperlukan mekanisme-mekanisme institusional seperti kebijakan atau produk
hukum yang mendukung pembentukan organisasi-organisasi massa baru
beserta langkah-langkah pemberdayaan untuk mereka, dan secara formal
menghubungkan mereka dengan seluruh sistem pengambilan keputusan.
Langkah seperti ini akan dapat mengembangkan partisipasi kaum miskin
(yang sering tersisihkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tingkat
pemerintahan) dan mendorong kemampuan mengatur diri sendiri di dalam
masyarakat.

Organisasi-organisasi massa dan kehidupan sosial yang berserikat merupakan lem
perekat masyarakat yang kukuh. Kehidupan masyarakat madani yang kuat
memungkinkan terwujudnya demokrasi lokal dengan cara sebagai berikut:
n Menyediakan layanan, yang kadang-kadang didanai oleh pihak-pihak swasta,

yang pemerintah tidak punya atau kekurangan wewenang untuk
menyediakannya, terutama pelayanan yang bersifat kemanusiaan untuk
membantu rakyat miskin atau penyandang cacat;

n Mengartikulasikan kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat dan
mewadahi berbagai kebutuhan dan reformasi sosial, melalui perserikatan-
perserikatan dan lembaga swadaya; dan

n Menyediakan layanan teknis, seperti pengumpulan data mengenai masalah
sosial, serta memberikan solusi praktis dengan konsep-konsep yang bervariasi.
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Sebagai contoh, di Nikaragua telah didirikan jaringan khusus untuk ornop yang
aktif di pemerintahan lokal, yang disebut Nicaraguan Network for Local Development
(Jaringan Pembangunan Lokal Nikaragua). Jaringan itu menjalankan program-
program pendidikan masyarakat, proyek-proyek pemilu dan mendorong partisipasi
perempuan. Jaringan itu juga berperan serta dalam mengembangkan proses-proses
pengambilan konsensus lokal di mana di dalamnya semua ornop, organisasi massa,
dan pejabat lokal bahu-membahu mencari solusi bagi suatu masalah perkotaan
yang spesifik.

Kecenderungan ke arah kemitraan strategis dengan kelompok-kelompok
berbasis massa tampak menggejala baik di negara maju maupun negara yang tengah
membangun demokrasi. Para pejabat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan
ini perlu mengingat pentingnya kepekaan terhadap faktor usia dan gender dalam
menjalin kemitraan strategis. Banyak pakar di bidang demokrasi lokal berpendapat
bahwa kaum perempuan, kaum muda, dan para manula kerap diabaikan atau
secara sistematis sengaja tidak diberi ruang untuk berperan serta di dalam
pemerintahan lokal.

1.3.2 Desentralisasi dan Pemerintahan Kooperatif
Istilah desentralisasi berarti prinsip bahwa keputusan yang menyangkut masyarakat
sebisa mungkin dibuat oleh pejabat yang tingkatnya paling dekat dengan rakyat.
Di masa kini, sekitar 70 negara di dunia sedang menerapkan reformasi politik
yang arahnya menuju ke desentralisasi dan memperkuat pemerintah lokal, antara
lain Republik Dominika, Mongolia, Nepal, Pakistan, Tanzania, Thailand, Uganda,
dan Yemen. Pada umumnya, negara-negara yang baru mengalami pergeseran
kekuasaan ke arah rezim yang populer melakukan reformasi ini. Banyak yang
mendukung desentralisasi sebagai cara paling ampuh untuk mengkonsolidasikan
kehidupan berdemokrasi, dengan menekankan manfaat-manfaat politis, ekonomis,
serta administratif yang bisa diraih pemerintah dan masyarakat dari gerakan
desentralisasi. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari desentralisasi
di negara-negara yang sedang membangung demokrasi adalah:
n Politis. Meningkatnya kekuasaan rakyat dan wakil-wakil terpilih mereka.
n Geografis. Timbulnya pemerataan populasi dan kegiatan ekonomi.
n Administratif. Melimpahkan tanggung jawab perencanaan, manajemen,

pengumpulan dana dari pemerintah pusat kepada petugas lapangan atau kepada
tingkat pemerintahan yang lebih rendah, atau kepada lembaga-lembaga semi-
otonom; dan

n Ekonomis. Meningkatkan efisiensi manajemen ekonomi oleh pemerintah
melalui stimulasi dan regulasi yang baik.
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Desentralisasi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat madani
dengan memperkuat:
n Akuntabilitas dan transparansi pemerintah,
n Pemecahan masalah,
n Peluang-peluang untuk berbagi keahlian teknis dan sosial dalam proses

pembuatan kebijakan,
n Pengaruh masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah, dan
n Kontrol terhadap pengembangan program-program kebijakan yang mungkin

harus diimplementasikan oleh organisasi non-pemerintah.

Sebagai contoh, banyak spesialis menunjukkan keberhasilan desentralisasi di
negara-negara Amerika Latin sebagai contoh bagaimana cara mendekatkan
pemerintah kepada masyarakat di dalam kondisi demokrasi baru. Namun
desentralisasi kekuasaan bukanlah tanpa rintangan manakala upaya-upaya untuk
menata kembali struktur politik berhadapan dengan struktur kekuasaan yang sekian
lama bercokol, yang didukung oleh kultur politik yang mapan dan tidak kondusif
bagi langkah-langkah untuk memasyarakatkan peran serta warga di dalam
pemerintahan. Namun, pemilu lokal yang demokratis telah membuktikan hasilnya
– terutama dengan pemilihan walikota melalui pengambilan suara langsung yang
menggantikan sistem lama, yakni pemilu tidak langsung yang selama sekian
dasawarsa hanya menyuburkan budaya klik politik orang dalam.

Perkembangan lain yang terkait dengan hal ini adalah tumbuh suburnya
jaringan pemerintah lokal di bawah naungan sistem desentralisasi, yang lazim
disebut asosiasi pemerintah daerah. Baik di kota raksasa maupun di dusun-dusun
terpencil, kini menjamur berbagai asosiasi dan jaringan para politisi daerah, manajer
dan pemimpin politik di kancah regional, nasional, maupun internasional. Asosiasi-
asosiasi pemerintah daerah ini semakin penting saja kedudukannya, bahkan, pada
beberapa konteks, asosiasi-asosiasi ini sangat penting peranannya sebagai
pendukung demokrasi lokal dan desentralisasi kekuasaan.

Di Bolivia, misalnya, reformasi politik di tingkat lokal secara dramatis banyak
meningkatkan akuntabilitas para walikota yang dipilih melalui pemilu langsung
dan melalui perpanjangan masa jabatan. Inovasi-inovasi lainnya adalah
dipopulerkannya pertemuan publik secara reguler, yang disebut Cabildos Abiertos,
yang telah dilakukan di El Salvador dan Honduras. Di Brasil, perkembangan
asosiasi masyarakat desa telah meningkatkan kualitas penyusunan anggaran
keuangan untuk masyarakat, sedangkan di Chile, referendum merupakan cara
yang ditempuh untuk mengambil keputusan mengenai pembelanjaan uang publik
yang memiliki kekuatan hukum.
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Kecenderungan terbaru ke arah desentralisasi di berbagai konteks menunjukkan
betapa tajamnya perbedaan antara negara-negara demokrasi yang telah mapan
dan negara yang masih berada di fase transisi menuju demokrasi. Di negara
demokratis yang sudah maju, perubahan dan reformasi amat jarang terjadi, dan
kalaupun ada pasti sangat pelan prosesnya; pola-pola hubungan dan interaksi
antartingkat pemerintahan sudah lebih mapan dan menjadi rutinitas. Sebaliknya,
pada negara-negara yang sedang menjalani transisi menuju demokrasi, bentuk
hubungan antar tingkat pemerintahan sifatnya sering berubah-ubah dan sangat
bervariasi. Dalam konteks ini, mendesain ulang sistem demokrasi merupakan
kemungkinan yang amat nyata.

1.3.3 Norma-norma Internasional Terkini
Perkembangan norma-norma global dan mandat regional dari organisasi-organisasi
internasional tentang pentingnya pengembangan demokrasi lokal adalah
kecenderungan lain yang ikut menentukan bentuk pemerintahan lokal. Norma-
norma internasional itu dimaksudkan untuk memastikan agar setiap penduduk
di negara mana pun memiliki cara yang bermakna untuk melaksanakan haknya
atas kemerdekaan dan kebebasan memilih seperti tertuang dalam Deklarasi
Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948.

Organisasi-organisasi regional sejauh ini sangat progresif dalam memantapkan
norma-norma baru itu dalam menetapkan posisi pemerintahan lokal di dalam
politik suatu negara. Dewan Eropa dan Organisasi Negara-Negara Amerika
(Organization of American States atau OAS) juga sangat aktif dan gigih dalam
menetapkan standar pemerintahan lokal regional. Di Eropa telah banyak dilakukan
upaya untuk meningkatkan peran pemerintah lokal dalam menyikapi kian
meningkatnya integrasi ekonomi dan prinsip desentralisasi dalam pemerintahan:
semua keputusan yang mempengaruhi masyarakat dan dapat diputuskan di tingkat
lokal harus dibuat di sana.

Di Amerika Latin, Unit Promosi Demokrasi OAS menyatakan bahwa
desentralisasi, pemerintah lokal, dan peran serta masyarakat “merupakan isu-isu
yang kian penting dalam agenda demokrasi di belahan bumi utara” sehingga
organisasi itu berusaha keras memajukan pendekatan ini melalui berbagai pelatihan,
lokakarya, kegiatan riset, publikasi, dan pemberian bantuan teknis. Pekerjaan besar
ini dilaksanakan dalam konteks norma standar regional yang diadopsi oleh
organisasi itu pada awal era 1990-an sebagai dukungan bagi gerakan demokrasi
yang berhasil menumbangkan pemerintahan otoriter. Sebagai contoh, di Santiago
(Chile) pada 1991, organisasi itu mengadopsi Resolusi 1080 mengenai “Demokrasi
Perwakilan” yang mengharuskannya mengambil langkah atau respons yang cepat
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dan tegas manakala terjadi “masalah sosial dan ekonomi yang serius dan dapat
mengancam stabilitas pemerintah yang demokratis”.

Di samping itu ada juga norma-norma regional tentang penetapan kekuasaan
dan lingkup kekuasaan para pejabat lokal. Norma yang paling menyeluruh
mengenai hal ini adalah yang dicanangkan European Charter on Local Self-
Government (Piagam Eropa tentang Pemerintahan Lokal yang Otonom) yang
bertujuan memberikan jaminan konkret bagi berlangsungnya wewenang
pengambilan keputusan di tingkat lokal dalam konteks integrasi regional dan
semakin meningkatnya kesalingtergantungan antarnegara Masyarakat Eropa dalam
membuat keputusan politik dan ekonomi.

Piagam Eropa tentang Pemerintah Lokal yang Otonom yang diadopsi
Dewan Eropa, Strasbourg, Oktober 1985
Pasal 2 � Dasar-dasar legal-konstitusional bagi pemerintahan otonom.

Prinsip pemerintahan lokal yang otonom harus diakui di dalam sistem perundangan
lokal, dan jika memungkinkan di dalam undang-undang dasar.

Pasal 3 - Konsep pemerintahan lokal yang otonom
1. Pemerintah lokal yang otonom menetapkan hak dan kemampuan pejabat lokal,
sesuai dengan undang-undang, untuk mengatur dan mengelola sebagian besar
urusan publik yang beradah di bawah tanggung jawab mereka, demi kepentingan
masyarakat setempat

2. Hak seperti dimaksud harus dilaksanakan oleh dewan atau majelis yang terdiri
atas anggota-anggota yang dipilih secara bebas dan rahasia lewat kotak-kotak
suara berdasarkan pemilihan langsung, adil, dan bersifat universal, yang mungkin
memiliki badan eksekutif yang bertanggung jawab kepada mereka. Pelaksanaan
pemilihan ini tidak boleh mempengaruhi atau menghalang-halangi kegiatan
perkumpulan warga, referendum, atau bentuk peran serta masyarakat yang lain,
sejauh dibenarkan oleh undang-undang.

Deklarasi Istanbul tentang Pemukiman Manusia: Ringkasan
Disahkan pada Konferensi Habitat II, Istanbul, Juni 1996
Pasal 12
Kami menerima strategi pemberdayaan serta prinsip-prinsip kemitraan dan peran
serta sebagai pendekatan yang paling demokratis dan efektif untuk melaksanakan

Norma-Norma Internasional tentang Pemerintahan Lokal yang
Otonom: Kutipan

Ikhtisar 4
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komitmen kami. Dengan menyadari bahwa pejabat lokal sebagai rekanan lokal
kami yang paling dekat dan penting dalam mengimplementasikan Agenda Habi-
tat, kami, sesuai dengan kerangka hukum di setiap negara masing-masing, harus
mendukung desentralisasi melalui pejabat-pejabat lokal yang demokratis dan
berusaha untuk memperkuat kemampuan finansial dan kelembagaan mereka
sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sambil terus berusaha menjamin
transparansi, akuntabilitas, dan kepekaan mereka terhadap kebutuhan
masyarakat, yang merupakan syarat-syarat utama terselenggaranya pemerintahan
pada semua tingkat. Kami juga harus meningkatkan kerjasama kami dengan
parlemen, sektor swasta, serikat-serikat buruh, dan organisasi masyarakat mandiri
dan non-pemerintah dengan tetap menghargai kemandirian mereka. Kami juga
harus meningkatkan peranan perempuan dan mendorong investasi korporasi sektor
swasta yang bertanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat.

Rancangan Piagam Dunia tentang Pemerintahan yang Otonom
Perserikatan Internasional Pemerintah Lokal (IULA), 25 Mei 1998
Pasal 3 � Konsep pemerintah lokal yang otonom
1. Pemerintah lokal yang otonom menunjukkan hak dan kemampuan para pejabat
lokal, sesuai dengan undang-undang, untuk mengatur dan mengelola sejumlah
besar urusan umum yang merupakan tanggung jawab mereka, untuk kepentingan
masyarakat setempat.

2. Hak itu harus dilaksanakan oleh dewan kota atau majelis-majelis yang terdiri
atas para anggota yang secara bebas dan rahasia dipilih melalui kotak-kotak
suara berdasarkan prinsip pemilihan langsung, adil, dan bersifat universal, dan
yang mungkin memiliki badan eksekutif yang bertanggung jawab kepada mereka.

Pasal 10 � Peran serta warga masyarakat dan kemitraan
1. Pejabat lokal berhak menetapkan bentuk peran serta dan kegiatan masyarakat
yang sesuai dalam proses pengambilan keputusan dan dalam memenuhi fungsi
mereka sebagai pemimpin masyarakat.

2. Pejabat lokal harus diberdayakan untuk mewujudkan dan memperkuat
kemitraan dengan semua pelaku di dalam masyarakat madani, terutama organisasi
non-pemerintah dan massa, dan dengan sektor swasta dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan.
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1.4  Pembangunan Kota yang Berkesinambungan

n  Membangun secara berkesinambungan harus disertai oleh
upaya untuk memberdayakan masyarakat, mendorong
kerjasama, menjamin kesamarataan dan akses bagi warga,
serta memberikan rasa aman bagi mereka.

Tantangan-tantangan itu mengharuskan pihak terkait mencari cara untuk
membangun masyarakat yang lestari, makmur, dan giat. UNDP, lewat Human
Development Report tahun 1996 mendefinisikan pembangunan berkesinambungan
sebagai “perlindungan terhadap kesempatan hidup generasi masa depan… dan
… sistem alamiah yang mendukung seluruh kehidupan.” UNDP berpendapat
bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak akan mendukung pembangunan
manusia berkesinambungan jika diukur menurut Human Development Index, yakni
sekumpulan indikator mengenai kualitas hidup manusia dan akses yang
sepantasnya untuk mendapatkan sumber-sumber daya.

Bagaimana cara mencapai pembangunan yang berkesinambungan? UNDP
menunjukkan lima aspek kesinambungan pembangunan yang secara langsung
berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah lokal di abad ke-21. Kelima aspek itu
adalah sebagai berikut:
n Pemberdayaan. Meningkatnya kemampuan dan pilihan hidup bagi kaum pria

maupun perempuan akan memperbesar kemampuan mereka untuk menempuh
pilihan-pilihan itu tanpa dibelenggu kelaparan atau kemiskinan. Sekaligus ini
juga meningkatkan peluang mereka untuk memberikan dukungan atau
berperan serta dalam setiap pengambilan keputusan yang secara langsung
menyentuh hajat hidup mereka.

n Kerjasama. Dengan pentingnya rasa memiliki bagi kepuasaan pribadi,
kesejahteraan, serta rasa punya tujuan dan makna dalam hidup, pembangunan
manusia harus mengupayakan cara-cara yang memungkinkan masyarakat
bekerjasama dan berinteraksi.

n Kesamarataan. Meningkatnya kemampuan dan peluang bukan hanya berarti
bertambahnya pendapatan, namun juga harus disertai oleh pemerataan,
misalnya sistem pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang.

n Kesinambungan. Kebutuhan generasi sekarang harus dipenuhi tanpa
mengurangi hak generasi mendatang untuk hidup bebas dari kemiskinan dan
keterbelakangan, serta kesempatan untuk mewujudkan kemampuan-
kemampuan dasar mereka.
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n Rasa aman. Terutama keamanan yang menyangkut hajat hidup atau nafkah
manusia. Orang perlu merasa aman dari ancaman, misalnya oleh serangan
penyakit atau represi dan dari gangguan-gangguan yang mendadak muncul di
tengah-tengah kehidupan mereka.

Tidak bisa disangkal bahwa pembangunan ekonomi sangat penting artinya bagi
pembangunan yang berkesinambungan secara keseluruhan. Temuan-temuan riset
terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih sering muncul dari
tingkat daerah ketimbang dari pemerintah pusat. Keputusan pejabat lokal untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, misalnya lewat investasi
pendidikan atau infrastruktur serta terciptanya iklim yang kondusif untuk berusaha,
serta dukungan bagi sektor swasta, merupakan kunci utama untuk menghimpun
aset atau kekayaan di dalam kancah perekonomian global saat ini. Paradigma
ekonomi terbaru ini menyiratkan perlunya pemerintah pusat melimpahkan
wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikan
keputusan-keputusan ekonomi yang baik. Seperti akan kita lihat bersama pada
Bab 3 nanti, sangat banyak lembaga keuangan multilateral dan internasional yang
menuntut desentralisasi sebagai prasyarat dukungan mereka terhadap
pembangunan ekonomi dan masyarakat.
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Inti tugas yang dihadapi oleh pemerintah lokal yang demokratis adalah bagaimana
�mendamaikan� dua tantangan. Tantangan yang pertama adalah bagaimana memastikan
bahwa pemerintahan lokal yang demokratis itu akan tetap relevan dan aktif di dalam
konteks dunia global, tempat begitu mengkristalnya tuntutan akan standar pelayanan
masyarakat yang tinggi, sementara kesediaan warga untuk membayar pajak begitu rendah,
ditambah lagi adanya kenyataan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap instrumen-
instrumen demokrasi perwakilan (politisi profesional, partai politik, dan pemilu) kian
menyusut di berbagai negara. Tantangan kedua adalah munculnya gerakan masyarakat
madani dari asosiasi-asosiasi otonom yang mandiri, yang mengurangi kekuasaan negara
dan memberikan basis alternatif bagi aspirasi politik dan penyediaan pelayanan masyarakat.
Argumen yang hendak dikemukakan di sini adalah bahwa kancah politik lokal dapat dijadikan
forum yang potensial untuk mendamaikan negara dengan masyarakat madani dalam teori
maupun praktiknya. Namun, mewujudkan cita-cita ini diperlukan bentuk dan praktik
perpolitikan yang berbeda.

Pandangan pertama dalam hal ini adalah �lokal� berarti tempat yang menyimpan
potensi bagi sejumlah besar massa untuk secara aktif terlibat dalam politik. Kedua, politik
lokal dan kebutuhan akan demokrasi lokal dapat dibenarkan mengingat bahwa perpolitikan
lokal merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kapasitas, kepentingan, dan
pengetahuan yang cukup rinci untuk melakukan pengawasan terhadap penyediaan layanan
dan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sejalan dengan kondisi setempat.
Pendeknya, demokrasi lokal dapat membantu terwujudnya akuntabilitas yang efektif.
Akhirnya, demokrasi lokal dapat terselenggara dengan mengakui adanya perbedaan
kebutuhan dan kondisi dari masing-masing wilayah. Demokrasi lokal memungkinkan kita
mengatasi semua perbedaan itu.

Dahsyatnya globalisasi tidak mampu meniadakan argumen-argumen klasik yang
mendukung pemerintahan lokal. Memang banyak faktor eksternal yang tidak mungkin
dikontrol oleh pemerintah lokal, namun bukan berarti pemerintah lokal akan kehilangan
pengaruhnya. Meminjam istilah yang dilontarkan oleh para pemikir lingkungan: �berpikir
global, bertindak lokal.� Dunia memang terlalu besar, namun tindakan dalam skala lokal
pasti dapat menimbulkan perbedaan.
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Karakteristik Utama Sistem Pemerintahan Lokal yang Baik
Diperlukan tiga unsur untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang baik: sebuah sistem
pemerintahan lokal harus memiliki kapasitas untuk memberikan keterbukaan, mengadakan
musyawarah, dan mengambil tindakan yang terpadu. Ketiga unsur itu bukanlah nilai yang
paling relevan, namun pantas mendapat prioritas tertinggi; ketiganya merupakan faktor
penentu agar pemerintah lokal memperoleh legitimasinya.

Keterbukaan
Di dalam sistem kemasyarakatan yang demokratis, partisipasi seluruh warga bukanlah
prasyarat utama; yang lebih penting ialah adanya keterbukaan pada semua pihak. Banyak
orang lebih suka menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak bersifat politis.
Tidak sedikit dari mereka mengalami hambatan sosial dan ekonomi yang membuat mereka
tidak punya cukup waktu untuk melakukan aktivitas politik. Dalam kondisi seperti ini,
kemudahan untuk berpartisipasi di arena lokal akan memberi nilai istimewa bagi demokrasi
lokal. Nilai terpenting bagi sebuah pemerintahan lokal adalah sistemnya yang terbuka,
tidak banyak rintangan bagi mereka yang ingin mengekspresikan ketidaksetujuan, dan
bisa mememperkecil kendala bagi pihak-pihak yang kurang terorganisasi dan minim sumber
daya.

Masyarakat mutlak memiliki hak untuk berperan serta. Demokrasi menuntut adanya
sistem yang dapat menjadikan hak itu sebagai sebuah opsi praktis. Masyarakat boleh
saja, dengan alasan yang rasional, memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali, berkat
adanya keyakinan bahwa kepentingan mereka terlindungi dan tidak terancam. Nilai dari
keterbukaan tidak menuntut atau mengasumsikan partisipasi langsung yang terus-menerus
dan dalam skala besar. Keterbukaan tergantung tersedianya praktik-praktik demokratis
serta adanya opsi untuk berpartisipasi sejauh diperlukan. Opsi-opsi itu harus tersedia
tanpa banyak membebani waktu warga masyarakat, dan harus dijalankan dengan cara
yang semaksimal mungkin menjamin keterwakilan dari mereka yang terlibat atau
berkepentingan.

Sekarang sudah banyak cara yang memungkinkan masyarakat berperan serta dalam
politik lokal tanpa terikat oleh batas-batas tradisi dan prinsip demokrasi representatif
yang formal. Partai dan lembaga politik formal memang memiliki peranan, namun semua
itu tidak dapat diandalkan atau diberi hak eksklusif sebagai motor penggerak massa dan
pelaksana peran serta mereka. Eksistensi kelompok-kelompok masyarakat, organisasi
masyarakat madani, forum konsumen, atau kesempatan untuk berpartisipasi langsung
melalui forum-forum permusyawarahan warga, pertemuan inisiatif warga, referendum,
dan pertukaran pendapat melalui teknologi informasi dan komunikasi, semuanya itu ikut
menentukan keterbukaan sebuah sistem pemerintahan lokal.

PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI LOKAL PADA ABAD KE-21
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Musyawarah
Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta di dalam kehidupan publik
lokal. Kebanyakan intervensi atau campur tangan mereka yang bersifat khusus hanya
menyangkut pemakaian pelayanan tertentu. Intervensi mereka diharapkan bisa terlaksana
dalam jangka waktu yang singkat, hemat biaya bagi yang bersangkutan, dan dapat segera
direspons oleh penyedia jasa yang terkait. Dengan kata lain, keterlibatan warga itu
cenderung secara langsung menyentuh materi yang berkaitan dengan kepentingan setiap
individu. Namun hasil dari peran serta atau intervensi itu belum tentu memuaskan semua
orang � keterbatasan sumber daya dan garis kebijakan pemerintah bisa menjadi faktor
penghalang � namun proses yang dijalankan haruslah transparan dan tidak terlalu menyita
waktu dan sumber daya. Tapi, untuk dapat menyaksikan pemerintahan lokal sebagai ajang
aktivitas politik memang memerlukan intervensi warga dan debat publik yang cukup ajek
atau berkesinambungan. Pemerintahan lokal yang bagus harus diwarnai oleh musyawarah
dengan warga, di samping keterbukaan yang mereka gulirkan.

Perhatian terhadap musyawarah dengan publik ini merupakan tema yang cukup kuat
dalam visi para pengamat masalah kemasyarakatan mengenai demokrasi atau pemerintahan
lokal. Menurut pendapat para kritisi soal kemasyarakatan, liberalisme sarat dengan masalah
sebab hanya menciptakan demokrasi tipis yang didasari oleh tawar-menawar kepentingan
pribadi. Menurut visi para pengamat kemasyarakatan, yang lebih diutamakan semestinya
adalah �politik demi kebaikan semua pihak,� di mana semua pihak mencari pemecahan
untuk permasalahan umum yang sama-sama mereka hadapi. Untuk menarik suatu
keputusan, perlu berbagi pengalaman dan musyawarah kolektif atas dasar semangat
untuk saling memberi dan menerima. Lembaga-lembaga politik harus dirancang sedemikian
rupa sehingga memungkinkan semua warga saling berhubungan sebagai peserta dialog.
Institusi-institusi politik lokal yang mempunyai kemampuan mengakses para warga
masyarakat secara prinsipil mampu melaksanakan tugas di atas.

Para pemuka masyarakat perlu memiliki komitmen terhadap politik musyawarah untuk
mengontrol kecenderungan terjerumusnya mereka ke pembentukan rezim jahat berisi aktor
dari pemerintah dan kalangan sipil yang hanya memikirkan agenda pribadi masing-masing
tanpa mau mendengar suara masyarakat luas. Semangat bermusyawarah membutuhkan
kesediaan untuk melibatkan sebanyak mungkin unsur masyarakat ke atas meja
perundingan.

Pertemuan-pertemuan publik, forum bagi kaum remaja dan manula, dan majelis-majelis
desa dapat dijadikan instrumen yang tepat untuk tujuan di atas. Instrumen-instrumen itu
memiliki kelemahan dalam hal sebaran dan kisaran respons yang akan diperoleh dari warga
masyarakat. Referendum pilihan ganda � jika disertai oleh acara debat publik yang
terorganisasi rapi � bisa dijadikan alternatifnya. Opsi alternatif lain yang bisa dicoba adalah



38

KONSEP, TANTANGAN, DAN TREN

dengan mengadopsi sistem juri untuk membahas isu-isu politik. Di beberapa negara telah
dilakukan macam-macam percobaan. Pada salah satu percobaan, sampel warga masyarakat
dikumpulkan dan dibebaskan dari kegiatan rutin mereka sehari-hari. Mereka diminta
memberikan rekomendasi bagi berbagai isu. Kepada mereka disediakan fasilitas berupa
konsultasi dengan pakar, data, dan dukungan administrasi. Daya tarik utama dari dua
opsi terakhir ini membuat warga masyarakat yang sesungguhnya bukan aktivis politik
menjadi tertarik untuk bermusyawarah.

Kapasitas untuk Bertindak
Keterbukaan dan semangat musyawarah memang pantas dihargai, namun pesonanya
menjadi pudar dan sia-sia apabila sistem pemerintahan tidak memiliki kapasitas untuk
bertindak efektif. Pemerintahan lokal yang baik memerlukan kapasitas untuk bertindak.

Birokrasi yang efektif dan keahlian profesional akan terus diperlukan dalam
pemerintahan lokal yang baik. Meski mungkin terdapat variasi dalam konteks manajemen
dan terjadi perubahan struktur organisasi, sebagian besar kegiatan sehari-hari pemerintah
akan tetap dijalankan oleh para profesional, administratur, dan pegawai lainnya yang bekerja
penuh. Dari perspektif warga masyarakat, ada keuntungan yang dipetik jika orang-orang
itu terus menjalankan tugas mereka yang demikian kompleks. Masalahnya adalah
bagaimana cara melakukan pengecekan terhadap kesalahan-kesalahan klasik yang
mewabah di semua sistem organisasi penyedia jasa: kurangnya kepekaan terhadap
konsumen, kakunya birokrasi, serta manajemen yang kurang responsif. Mungkin saja banyak
�konsumen� yang puas dengan kinerja yang sudah ada, namun tetap diperlukan mekanisme
untuk memberi saluran penyampaian ekspresi bagi pihak-pihak yang tidak puas. Program-
program reformasi yang bersifat menantang manajemen dan melacak kemandekan sistem
sangat diperlukan.

Namun perlu disadari bahwa kapasitas bertindak tidaklah terbatas pada kemampuan
memenuhi sasaran penyediaan layanan, meski hal itu bukannya tidak penting.  Jika isu-isu
yang terbentang di depan mata adalah soal �besar� seperti kemiskinan, perombakan
perekonomian, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan kejahatan, diperlukan upaya
untuk memadukan semua sumber daya yang ada pada pemerintah dan aktor-aktor dari
masyarakat madani. Tugas penting ini sering disebut dengan istilah �mengampu� (enabling).
Tugas lain yang diemban pemerintah perlu dikaji dan didefinisi ulang, dan memiliki peran
sebagai katalisator. Kesalingtergantungan antara pemerintah dan kekuatan-kekuatan
non-pemerintah dalam menyongsong tantangan-tantangan ekonomi dan sosial menuntut
perhatian terhadap masalah kerjasama dan koordinasi, baik di dalam tubuh pemerintah
dan antara pemerintah dan aktor-aktor non-pemerintah.

Salah satu cara mengatasi masalah koordinasi adalah dengan mendirikan sebuah
badan yang bertugas menjaga ketertiban dan memaksa pihak lain untuk menaati kebijakan
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dan garis-garis yang ditetapkan pemerintah. Koordinasi dalam pengertian ini berarti
kekuasaan. Rakyat dikoordinasikan melalui instruksi-instruksi tentang apa saja yang harus
mereka lakukan dalam kerangka acuan yang hirarkis. Pendekatan lain yang menjadi
alternatifnya adalah koordinasi melalui jaringan kerja. Kerjasama akhirnya dapat diwujudkan
dan dipertahankan lewat suatu pola hubungan yang berbasis solidaritas, loyalitas, saling
percaya, dan mutualistis, bukan berdasar hirarki kekuasaan. Dengan model jaringan kerja
ini, semua organisasi yang terlibat akan belajar bekerja sama dengan mengakui
kesalingtergantungan satu sama lain; melalui diskusi, negosiasi, dan komunikasi terbuka;
dan melalui hasil pengembangan pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Hasil yang
dicapai dari jaringan kerja yang sukses adalah komitmen untuk saling mendukung dan
adanya tujuan bersama.

Pencarian Legitimasi Baru
Menyadari adanya tanda-tanda bahwa instrumen-instrumen demokrasi representatif di
masa kini mulai berkurang kemampuannya untuk menyentuh warga masyarakat dan
menciptakan rasa percaya pada kebijakan-kebijakan pemerintah, sekarang dirasakan
pentingnya usaha memperbarui demokrasi perwakilan lewat berbagai acara terbuka dan
peluang sejenis yang bersifat partisipatoris. Pemerintahan lokal banyak memiliki forum
yang menarik untuk pengembangan ke arah itu.

Penyelenggaraan pemerintahan di abad ke-21 perlu menyadari keterbatasan kekuasaan
negara, sekaligus mengetahui adanya kekuasaan dan dinamika lain di dalam masyarakat.
Penyediaan jasa yang efektif dan penanganan masalah-masalah besar seperti pembangunan
ekonomi atau perlindungan lingkungan hidup menuntut adanya aktivitas dan peran serta
aktif masyarakat. Lembaga-lembaga pemerintahan lokal memerlukan kapasitas untuk
menciptakan, mengampu, dan mendorong masyarakat. Wewenang di tangan negara
yang dilaksanakan oleh pemerintah lokal masih memegang peranan. Pembaruan
pemerintahan demokratis sesungguhnya adalah upaya untuk menjamin diperolehnya
legitimasi pelaksanaan kekuasaan itu. Politik lokal menyediakan forum yang tepat dan
potensial untuk mencapai kesepakatan politik antara negara dan masyarakat madani.
Untuk mencapai kesepakatan itu, pemerintah lokal harus merombak cara kerjanya, yang
berarti bahwa para manajer politik dan birokrat perlu mengubah cara berpikir mereka.
Teori demokrasi dapat menunjukkan jalan ke arah baru yang lebih cerah. Para aktor politik
praktis dan pejabat yang baik kita perlukan untuk membawa kita ke arah itu.
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eanekaragaman latar belakang nasional, regional, kultural,
dan kemasyarakatan telah menciptakan berbagai konteks
bagi eksistensi pemerintahan lokal. Sebagai contoh, peran

yang dimainkan pemerintah lokal di dalam sistem federal sebuah
negara besar mungkin jauh berbeda dibandingkan peranan
pemerintah lokal di negara-negara kecil yang sentralistik.

Bab 2 ini mengetengahkan secara ringkas opsi-opsi terpenting
untuk mendesain sistem pemerintahan lokal. Di sini juga akan
dikemukakan secara garis besar berbagai konteks nasional, jenis,
dan bentuk demokrasi lokal yang paling mendasar, serta berbagai
kriteria dalam mendesain demokrasi lokal. Lewat paparan tiga studi
kasus, bab ini juga membahas beberapa isu terpenting yang perlu
dipertimbangkan dalam mendesain sistem pemerintahan lokal,
seperti:

Debat mengenai desentralisasi, dan kasus yang terjadi di Filipina;

Desentralisasi keuangan dan berbagai implikasi dari kebijakan
keuangan, alokasi sumber daya, otonomi anggaran; dan,

Pertimbangan-pertimbangan khusus mengenai sistem federal
dan peranan integrasi internasional dalam struktur dan fungsi
institusi-institusi pemerintahan lokal.
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��Konteks yang melatarbelakangi perkembangan demokrasi
lokal senantiasa dipengaruhi oleh hambatan atau dukungan
yang berasal dari peraturan-peraturan yang dibuat pada
tingkat nasional.
Skala administrasi pemerintahan lokal secara langsung dipengaruhi oleh tinggi
atau rendahnya tingkat sentralisasi di sebuah negara. Konteks nasional itu juga
menentukan substansi keputusan yang dibuat di tingkat lokal berhadapan dengan
keputusan-keputusan yang ditentukan (atau dihambat) oleh keputusan atau
kebijakan yang ditetapkan pada tingkat pemerintahan nasional atau regional. Di
antara pemerintahan daerah yang satu dan pemerintahan daerah lainnya – bahkan
di dalam sebuah negara yang sama -- terdapat perbedaan-perbedaan yang besar
menyangkut tingkat pelimpahan wewenang dan jenis tanggung jawab
pemerintahan yang dijalankan di tingkat lokal. Ukuran fisik, fungsi, dan tantangan-
tantangan yang dihadapi sebuah kota dunia (global city) seperti New York tentu
berbeda jauh dengan kondisi di daerah-daerah pedusunan di Tanzania. Wilayah-
wilayah prefektur di Prancis yang relatif sentralistis dengan sejarah pemerintahan
lokalnya yang mandiri, tentu, jauh berbeda dibandingkan daerah-daerah
metropolis, seperti di Afrika Selatan, yang belum lama menyatu (newly-
amalgamated), dengan penduduk yang tengah mengalami masa transisi.

Berbagai macam konteks nasional yang melatarbelakangi pembuatan keputusan
pemerintah lokal antara lain adalah sebagai berikut:
� Sistem politik satu partai yang sangat sentralistik, seperti di Cina;
� Sistem politik yang terintegrasi dan relatif homogen, seperti di Norwegia atau

Jepang;
� Negara-negara yang relatif kecil, seperti Austria atau Senegal, yang ditandai

oleh pengambilan keputusan yang cukup signifikan di tingkat distrik;
� Sistem federal seperti di Australia, Brasil, India atau Amerika Serikat, yang

memberi peranan besar kepada negara-negara bagian;
� Sistem politik terdesentralisasi dengan kekuasaan pemerintahan lokal yang

amat besar, seperti di Swiss;
� Sistem politik terdesentralisasi dengan pelimpahan kekuasaan cukup besar

kepada minoritas etnis atau kelompok-kelompok agama seperti pemerintahan
otonom masyarakat adat di Kanada;

� Pemerintah lokal otonom dalam konteks pemerintah nasional yang sentralistik,
seperti di Hong Kong; atau
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� Situasi perebutan kedaulatan wilayah seperti yang melanda wilayah Sudan,
Rusia (Chechnya), atau Yugoslavia (Kosovo).

Menyadari adanya konteks nasional tertentu di suatu wilayah, ada baiknya
dipertimbangkan beberapa pertanyaan menyangkut rancangan demokrasi lokal,
yang antara lain:
� Masalah otoritas. Apakah struktur pemerintah daerah itu berhak membuat

kebijakan dan menentukan keputusan penting, atau apakah struktur itu semata-
mata hanya menerapkan kebijakan yang telah diperdebatkan dan digariskan
di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya oleh parlemen di
pemerintah nasional atau propinsi (atau pada kasus negara federal, oleh
pemerintah negara bagian)?

� Kapasitas finansial. Bagaimanakah pola arus pendapatan dan bentuk otoritas
keuangan di dalam pemerintahan? Siapa yang mengendalikan anggaran?

� Kapasitas mengimplementasikan kebijakan. Apakah struktur dan pelaksanaan
tugas pemerintahan lokal itu memberikan ruang politik bagi organisasi-
organisasi masyarakat madani dan semua pemain utama? Dan dalam menyikapi
suatu isu, apakah semua aktor itu dijamin hak dan peranannya dalam proses
pengambilan keputusan di tingkat lokal?

� Pelimpahan kekuasaan ke tingkat yang tepat. Seberapa besarkah wewenang/
kekuasaan di dalam struktur pemerintahan lokal yang dilimpahkan ke dalam
forum yang tepat, misalnya desentralisasi pengambilan keputusan kepada
pemerintah distrik, kelompok masyarakat, atau panel-panel khusus?
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��� Ada berbagai tipe dan bentuk pemerintahan lokal; dari
sistem walikota hingga dewan regional.

Seperti telah dibahas pada Bab 1, demokrasi lokal melibatkan lembaga-lembaga
pemerintah lokal, (misalnya walikota, dewan kota, komite-komite, dan struktur-
struktur administrasi) serta hubungan di antara para pejabat dan masyarakat di
luar pemerintahan resmi. Pemahaman mengenai demokrasi lokal ini dapat
digunakan dalam memilih dua kelompok pilihan yang mempengaruhi tipe dan
bentuk dasar demokrasi lokal.
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� Pilihan-pilihan institusional dan inovasi institusional mungkin dapat
meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat manajemen konflik.
Institusi politik merupakan cerminan dari aturan main yang telah disepakati
bersama. Pada pemerintahan lokal, salah satu penunjang praktik demokrasi
yang terpenting adalah sistem pemilu (lihat Bab 4).

� Pilihan-pilihan prosedur mungkin mencakup proses partisipasi warga berkenaan
dengan isu yang tengah berkembang di masyarakat, misalnya pertemuan warga
kota untuk maksud tertentu, penetapan anggaran keuangan masyarakat, upaya-
upaya khusus untuk menarik partisipasi kaum perempuan atau remaja, atau
praktik-praktik informal seperti kebebasan melakukan orasi di halaman kantor
walikota (lihat Bab 5).

Dengan mengacu pada dua pilihan fundamental di atas, kita dapat menjajaki
enam tipe dasar pemerintahan lokal yang paling ideal:
� Sistem walikota yang kuat. Di dalam sistem pemerintahan walikota yang kuat,

seorang tokoh dipilih menjadi pemimpin wilayah kotapraja, dan dia memiliki
ororitas yang cukup luas (yang kerap disertai dengan gaya kepemimpinan
karismatik). Walikota itu dipilih untuk menjalani masa jabatan satu atau dua
periode, dan sekaligus memainkan peran ganda, yakni menentukan kebijakan
publik serta memainkan peranan simbolik yang mewakili tata nilai,
karakteristik, serta budaya dari kota yang dipimpinnya. Sosok walikota itu
juga berperan sebagai eksekutif yang mengarahkan dan mengelola birokrasi.
Tokoh-tokoh walikota yang kuat kerap muncul di kota-kota raksasa (megacity)
yang dikarenakan besar/luasnya wilayah perkotaan di sana, tidak
memungkinkan terlaksananya partisipasi langsung dari warga masyarakat.
Moskow banyak dipandang sebagai kota di mana sosok walikotanya merupakan
penguasa terpilih yang sangat kuat, sehingga pejabat-pejabat lain dikalahkan
oleh kekuasaannya.

� Sistem dewan atau parlementer yang kuat. Di beberapa wilayah kotapraja, ada
sebuah kelompok legislatif yang memegang kekuasaan terbesar. Para anggota
dewan terpilih itu memiliki otoritas legislatif dan parlementer yang lumayan
besar, dan sering juga mereka secara kolektif menjalankan roda birokrasi. Sistem
dewan atau parlemen yang kuat kerap menggaji seorang administratur atau
manajer kota yang profesional, yang menangani urusan bisnis pemerintah kota
serta bertanggung jawab kepada dewan kota. Pemerintahan kota Amsterdam
dijalankan oleh sebuah dewan kota dan sekelompok anggota senior dewan
kota. Dewan kota memegang kekuasaan tertinggi di kota Amsterdam dan
bertanggung jawab mengambil keputusan-keputusan penting. Dewan itu
memiliki 45 kursi yang diperebutkan setiap empat tahun oleh berbagai partai



50

MENDESAIN SISTEM DEMOKRASI LOKAL

politik yang populer. Walikota Amsterdam ditunjuk oleh Kerajaan Belanda
dan memiliki satu kursi di dewan kota namun tidak memiliki hak suara formal.

� Penguasa atau pejabat yang ditunjuk. Meskipun sudah jarang terjadi, masih
saja ada beberapa kota yang diperintah atau dikelola oleh penguasa (sering
disebut walikota, mayor, atau prefect) yang ditunjuk (bukan dipilih) oleh
penguasa di tingkat propinsi atau pemerintah pusat. Pemerintahan lokal seperti
ini kerap dijumpai di negara-negara sentralistik atau negara yang
memberlakukan sistem pemerintahan regional atau propinsi. Kebijakan
pemerintah pusat serta merta dijalankan oleh penguasa, dengan semuanya
berdasarkan keputusan yang diambil oleh pemerintah di tingkat atas. Kadang-
kadang jika sebuah kota (di negara sentralistik) mengalami kebangkrutan atau
krisis berat, para penguasa di pusat akan menunjuk pejabat ad interim sampai
selesai/teratasinya masalah di kota itu, dan kemudian otoritas atau kekuasaan
diserahkan kembali kepada penguasa/pejabat semula. Di Cina, penguasa-
penguasa wilayah metropolitan yang terpenting ditunjuk langsung oleh pejabat
pusat di Beijing, dan pejabat yang bersangkutan langsung bertanggung jawab
kepada pemerintah pusat lewat jalur Partai Komunis atau saluran-saluran
pemerintahan yang lain.

� Sistem distrik atau wilayah. Ada beberapa kota besar yang menunjukkan tipe
pemerintahan terdesentralisir, di mana wilayah-wilayah metropolitan yang paling
luas diperintah oleh pejabat distrik atau wilayah (setara rukun kampung atau
kumpulan daerah-daerah rukun kampung) yang menikmati desentralisasi atau
pelimpahan wewenang pemerintahan. Wewenang yang dilimpahkan itu biasanya
tidak bisa dicabut kembali, sedangkan wewenang yang didelegasikan dapat ditarik
kembali oleh pejabat pemerintahan pada tingkat yang lebih tinggi. Sistem
pemerintahan yang mirip dengan sistem federal pemerintahan nasional ini
didasarkan pada pembagian wewenang di dalam wilayah yang luas. Kota New
York memiliki otoritas sentral, namun juga memiliki lima wilayah utama
(borough) yang memiliki wewenang cukup signifikan serta beberapa posisi jabatan
(yang diperebutkan lewat pemilu) dan wewenang administratif yang kuat.

� Dewan regional. Banyak kota di zaman sekarang ini yang sesungguhnya
merupakan hasil peleburan dari apa yang dahulu – sebelum jaman adanya
urbanisasi kolosal dan kemajuan ekonomi dunia – disebut kota-kota kecil
atau desa. Banyak contoh yang menunjukkan bahwa wilayah-wilayah
metropolitan yang luas masih mengakui wilayah teritorial berikut hak-hak
pemerintahan otonom dari wilayah kota-kota kecil yang di masa lalu memang
berdiri sendiri, namun dalam hal ini diperlukan upaya koordinasi formulasi
kebijakan dan implementasinya yang bersifat lintas wilayah jurisdiksi. Dewan-
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dewan regional merupakan kumpulan dari penguasa-penguasa kota kecil seperti
dimaksud di atas – sebagai contoh adalah forum mayor atau walikota regional
– yang bekerjasama untuk mengkoordinasikan kebijakan menyangkut isu-isu
seperti jaringan transportasi atau peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
lapangan kerja. Sebagai contoh, di negara Ghana ada 110 dewan regional
yang dipimpin oleh pejabat-pejabat terpilih.

� Demokrasi langsung. Ada banyak wilayah kotapraja yang memotong otoritas
para pemimpin atau dewan parlemen dan mengambil keputusan-keputusan
penting melalui partisipasi langsung warga masyarakat, baik lewat referendum
atau pertemuan desa atau rukun kampung. Para birokrat pun sepenuhnya
mengimplementasikan keputusan yang diambil para warga. Sebagai contoh,
Swiss terdiri atas 23 wilayah yang disebut canton. Masing-masing canton dan
half-canton (yang seluruhnya berjumlah tiga dan dibentuk karena alasan historis
tertentu) memiliki konstitusi, parlemen, pemerintah dan bahkan sistem
peradilan sendiri.

Demokrasi langsung yang berupa Landsgemeinde atau pertemuan warga
di tempat terbuka bisa ditemui di daerah (canton) Appenzel Innerrhoden dan
daerah (canton) Glarus; sedangkan di canton-canton lainnya, para pemilih
menggunakan kotak-kotak suara untuk menyatakan keputusan atau pilihannya.
Kesemua canton di Swiss dibagi ke dalam wilayah-wilayah kotapraja dan yang
disebut commune. Kurang lebih satu perlima dari 2.900 pemerintah kotapraja
di sana memiliki parlemen sendiri; sementara pada empat perlima yang lain,
semua keputusan ditetapkan dalam rapat-rapat lokal yang bersifat demokrasi
langsung. Tipe pemerintahan seperti ini dibatasi oleh luas/besarnya wilayah
kota, meskipun perkembangan terbaru dalam teknologi komunikasi, seperti
Internet, misalnya, bisa membuka kemungkinan-kemungkinan baru ke arah
pemerintahan lokal yang lebih demokratis (lihat Bagian 5.7).

���������	����	� ����!�

��Ukuran fisik, kepadatan penduduk, dan pola permukiman
merupakan kriteria penting untuk membandingkan model-
model pemerintahan kotapraja.

Salah satu bahan pertimbangan atau kriteria penting dalam membandingkan
model-model pemerintahan kotapraja di seluruh dunia adalah ukuran fisik atau
luasnya wilayah, namun lebih penting lagi adalah kepadatan penduduk
dibandingkan dengan luas total wilayah kota. Meski kriteria ini belum tentu sesuai
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untuk semua kondisi, ada kesepakatan umum bahwa semakin padat populasi
penduduk di sebuah wilayah yang sempit, semakin besar pula tantangan yang
dihadapi manajemen atau pengelola kota di wilayah itu. Penyusunan aturan-aturan
yang menyangkut interaksi sosial di wilayah perkotaan padat penduduk harus
pula memper-timbangkan upaya untuk mempererat interaksi antar komunitas
serta perlunya meningkatkan kerjasama dan manajemen konflik.

Disebabkan oleh alasan tersebut, tidak tertutup kemungkinan kota-kota besar
akan dipecah menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil dan kewenangan
pemerintahannya didesentralisasikan/dilimpahkan kepada unit-unit kecil seperti
distrik, wilayah, rukun kampung, dan wilayah lain yang lebih rendah tingkatnya.
Konsep yang cocok untuk menyebut pemerintahan kota seperti itu adalah konsep
“pemerintahan berlapis” (layered governance) atau “pemerintahan menginduk”
(nested governance). Maksudnya, di dalam kota-kota besar itu terdapat berbagai
lapisan pemerintahan pada berbagai tingkat, di mana terdapat tingkat-tingkat
pemerintahan yang “menginduk” kepada tingkat lainnya; sistem pemerintahan
ini dapat diibaratkan sebagai serangkaian lingkaran konsentris; setiap lingkaran
mewakili tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dengan jumlah populasi yang
lebih besar. Di dalam sistem seperti ini, sebisa mungkin setiap keputusan harus
diambil pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat.

Mengevaluasi besarnya wilayah kotapraja akan bisa membantu kita memikirkan
kemungkinan menjalankan pemerintahan otonom dalam konteks nasional, serta
pelimpahan kekuasaan di dalam pemerintahan kota kepada asosiasi-asosiasi rukun
kampung, dewan masyarakat, asosiasi pemilik properti atau kelompok-kelompok
masyarakat madani. Sebagai kriteria dalam mendesain sistem itu, perlu dipikirkan
bagaimana dampak dari interaksi antara faktor pemerintah lokal dan ukuran/
luasnya wilayah kotapraja: apakah membawa keuntungan atau justru kerugian
dalam kaitannya dengan berbagai inovasi praktik-praktik demokratis seperti yang
akan dipaparkan pada Bab 4 dan 5.

Kriteria lain yang perlu dipertimbangkan adalah pola-pola pemukiman
penduduk. Isu terpenting yang berkembang di setiap wilayah perkotaan adalah
pola pemukiman dan identitas sosial-budaya penduduk di dalam perkampungan,
distrik, atau wilayah lainnya. Tipe permukiman ini biasanya bersifat informal,
meskipun di beberapa daerah seperti di Cape Town, pola permukiman berdasar
kelompok etnis, ras, atau keagamaan merupakan hasil dari kebijakan khusus.
Banyak kota di zaman sekarang yang memiliki wilayah-wilayah majemuk dan
kosmopolitan yang menghargai kemajemukan budaya dan etnis yang merupakan
aspek paling menonjol dari identitas sebuah perkampungan atau wilayah. Manakala
pola permukiman suatu wilayah “bersinggungan” dengan komunitas-komunitas
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etnis, ras, atau keagamaan tertentu, tidak pelak, akan muncul isu-isu menyangkut
pembagian dan penyediaan pelayanan dan jasa yang adil – misalnya jasa
pengawasan polisi – dan korelasi antara pembayaran pajak dan penyediaan jasa
bagi masyarakat. Dalam situasi seperti ini tampak pentingnya hubungan antar
komunitas dan antara komunitas-komunitas itu dan pejabat kota.

Sebagai contoh, di Los Angeles – sebuah kota multietnis yang menampilkan
kesenjangan ekonomi sangat tajam – selalu saja terjadi ketegangan antara wilayah-
wilayah makmur (seperti daerah elit Bel Air) dan bagian-bagian kota lainnya yang
miskin, terutama wilayah South Central Los Angeles dan Watts. Pada 1993 pecah
kerusuhan bermotif ketidakpuasan terhadap kepolisian di wilayah Watts dan
komunitas-komunitas lainnya menyusul insiden brutalitas oknum polisi (kasus
Rodney King). Sekarang, beberapa warga Bel Air berusaha melepaskan (atau
memisahkan) diri dari pemerintah kota Los Angeles karena mereka merasa bahwa
pajak yang mereka bayar kelewat tinggi sedangkan pelayanan yang diterima tidak
sebanding dengan kontribusi mereka.

Ada lagi beberapa karakteristik yang tidak kalah penting. Membandingkan
luas kota dan mengevaluasi aspek-aspek ukuran luasnya kota dalam kaitannya
dengan partisipasi warga dan manajemen konflik tidak hanya berujung pada
kesimpulan plus-minus (keuntungan atau kerugian) yang ditimbulkannya
(misalnya ada konsep klasik yang mengatakan bahwa kota yang kecil mempunyai
kemampuan lebih baik dalam memfasilitasi hubungan antara pemerintah kota
dan masyarakat). Yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah isu bahwa ukuran
sebuah kota erat kaitannya dengan karakteristik-karakteristik tertentu yang dapat
membantu para praktisi dan warga masyarakat memandang atau memposisikan
diri mereka masing-masing secara komparatif, kemudian mencari berbagai ciri
yang menonjol pada masing-masing pihak. Sebagai misal, perhatikan beberapa
variabel yang dapat mengindikasikan ciri-ciri khas berbagai kota:
� Basis ekonomi. Apakah pilar utama penyangga perekonomian kota X? Sebagai

contoh, apakah sektor pariwisata merupakan sumber utama pemasukan pajak?
Adakah perusahaan atau sektor ekonomi yang dominan?

� Tata kota. Bagaimanakah bentuk tata kota atau jaringan kota X? Adakah ciri
fisik khusus yang menunjukkan batas wilayahnya?

� Fungsi. Apakah kota X merupakan kota penghubung dengan wilayah/kota
lain ataukah ibukota propinsi? Ataukah kota itu merupakan ibu kota negara
dengan ciri khusus seperti tingginya pekerja dari sektor publik?

� Lokasi. Apakah kota X berada dekat – atau jauh – dari garis batas negara?
Apakah terdapat pusat keramaian yang terkonsentrasi, ataukah keramaian di
kota itu cukup tersebar?
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���Desentralisasi memberikan kekuasaan kepada unit-unit
pemerintahan lokal untuk mengadakan, mendanai, dan
mengimplementasikan program-program yang
diperuntukkan bagi pembangunan lokal.

Desentraliasi mengandung pengertian pelimpahan kekuasaan lebih jauh ke dalam
berbagai arena pemerintahan distrik maupun perkotaan. Laporan UNDP tentang
peranan para walikota dalam rangka desentralisasi ini menunjukkan bahwa:

Sekitar 70 negara di dunia sekarang tengah giat melaksanakan reformasi
politik yang bertujuan mendesentralisasikan pemerintahan kotapraja, dan
banyak di antara negara-negara itu yang masih berada di bawah rezim
antidemokrasi. Di lain pihak, justru banyak niat politis pemerintah untuk
menjalankan desentralisasi namun terhambat oleh kesibukan untuk
mengamandemen UUD yang tujuan akhirnya nanti adalah pelimpahan
kekuasaan kepada pemerintah lokal.

Desentralisasi sering juga disertai oleh perlunya mereformasi hubungan antar
pemerintah secara ekstensif. Proses reformasi seperti ini kerap menimbulkan
gesekan dengan praktik-praktik lama yang sudah membudaya, kepentingan
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pribadi, aktor-aktor penguasa, kelembaman dari institusi-institusi yang ada, serta
kurangnya niat untuk melakukan perubahan. Pemerintah lokal sering berpendapat
bahwa desentralisasi banyak terhambat oleh sikap pemerintah pusat yang
memotong dan menafikan ororitas pemerintah lokal. Sebaliknya pemerintah pusat
sering menganggap desentralisasi akan mengikis otoritas dan kekuasaan
pemerintahan nasional yang berkewajiban mengambil kebijakan sulit demi
kebaikan seluruh bangsa (yang kerap mengorbankan aktor lokal).

Di antara isu-isu terpenting seputar desentralisasi adalah:
� Hubungan hirarkis. Interaksi di antara tingkat pemerintah nasional, regional,

propinsi, dan kotapraja.
� Kompetensi dan otoritas. Seberapa jauh keputusan-keputusan terpenting

menyangkut sebuah isu kebijakan harus ditetapkan dan seberapa besar tingkat
tanggung jawab yang diemban masing-masing tingkat pemerintah dalam
pelaksanaan/implementasi kebijakan itu.

� Otonomi politik. Apakah suatu keputusan dapat diambil di tingkat lokal tanpa
adanya pengaruh, campur tangan, atau bantuan dari lapisan pemerintahan
lainnya?

� Independensi judisial dan otonomi hukum. Seberapa jauh lembaga-lembaga dan
proses hukum mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah lokal.

� Arus keuangan dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Dimensi-
dimensi keuangan pada pengambilan keputusan yang berhubungan dengan
pendapatan pemerintah dan perpajakan.

� Pemerintahan kooperatif. Struktur dan proses yang menyelaraskan pelaksanaan
pemerintahan (secara vertikal, baik melalui pendekatan dari atas ke bawah
atau top-down, maupun dari bawah ke atas atau bottom-up) atau secara
horisontal (secara lintas sektoral di berbagai tingkat pemerintahan).

� Lapisan dan tingkatan partisipasi. Seberapa jauh partisipasi warga di berbagai
tingkat pemerintahan dapat menghasilkan atau mempengaruhi pengambilan
keputusan pada tingkat pemerintahan yang lain.

Kasus desentralisasi dan partisipasi warga masyarakat di Filipina, yang merupakan
salah satu gerakan demokrasi baru di dunia berkembang, dapat dijadikan contoh
sangat bagus yang menunjukkan betapa interaksi antara desentralisasi dan
demokratisasi dapat memberi manfaat bagi seluruh bangsa dan negara. Seperti
yang nanti akan dipaparkan oleh Proserpina Tapales dalam laporan studi kasus,
desentralisasi di Filipina dapat dikatakan sebagai hasil eksperimen yang sangat
berhasil. Program desentralisasi itu, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Lokal tahun 1991, menetapkan badan-badan khusus di berbagai tingkat
pemerintahan yang berfungsi merespon berbagai isu menyangkut kebijakan publik,



57

misalnya kebutuhan penduduk lokal akan sarana kesehatan, sanitasi, pendidikan,
dan pembangunan ekonomi. Salah satu keberhasilan yang dipetik adalah
digunakannya metode-metode untuk mengevaluasi efektivitas berbagai tingkat
pemerintahan dalam menyediakan pelayanan kepada publik. Namun, inovasi
utama yang dipandang spektakuler adalah diperkenalkannya (untuk yang pertama
kali) cara-cara praktis meningkatkan peran serta warga masyarakat; langkah-
langkah itu telah menciptakan kesempatan bagi warga masyarakat untuk secara
langsung belajar cara bekerja sama dalam mengatasi berbagai masalah yang
berkembang di tengah masyarakat.
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���Upaya untuk membangun dan mendorong demokrasi
lokal sangat erat kaitannya dengan arus pendapatan, pola
perpajakan, dan pengeluaran pemerintah lokal.

Salah satu isu yang sering menimbulkan perdebatan di dalam roda pemerintah
lokal yang otonom adalah masalah kemampuan pemerintah lokal untuk
mengumpulkan pemasukan dan membelanjakannya dengan tepat. Arus
pendapatan dan pola-pola perpajakan dan pengeluaran – disebut kebijakan fiskal
(fiscal policy) – memiliki hubungan integral dengan upaya membangun dan
mendorong demokrasi lokal. Tanpa dukungan sumber daya yang mencukupi –
baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun yang dikucurkan oleh
pemerintah propinsi atau pusat – demokrasi lokal mustahil bisa bertahan hidup.
Masalah yang akut kerap muncul manakala pemerintah lokal mampu menghimpun
pendapatan signifikan yang disetor kepada pemerintahan nasional, namun dana
itu acap kali didistribusikan ke tempat lain.
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Berikut adalah ringkasan tentang prinsip-prinsip utama kebijakan keuangan.
� Keadilan dalam hal pengumpulan dan distribusi sumber daya nasional;
� Kewaspadaan dan pencegahan terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan

oleh eksploitasi sumber daya alam – misalnya dari sektor pertambangan atau
pengeboran minyak – yang diderita penduduk lokal;

� Transparansi dalam penarikan, pengumpulan dan pengeluaran sumber daya;
� Akuntabilitas yang menjamin semua dana masyarakat dibelanjakan demi

kepentingan masyarakat;
� Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan angggaran;
� Keadilan atau kesamarataan menyangkut besarnya pajak dan pembelanjaan

per kapita; dan,
� Bantuan teknis bagi para pejabat lokal dalam menangani keuangan publik.

Hal terakhir itu menegaskan pentingnya persoalan-persoalan teknis – misalnya
masalah keuangan kotapraja – dalam pembangunan demokrasi lokal. Memahami
dengan baik dan menyusun secara seksama pola-pola untuk menggalang
pendapatan daerah serta pembelanjaannya merupakan faktor-faktor penting yang
menjamin akuntabilitas dan transparansi. Mengetahui bagaimana dan ke mana
arus uang mengalir juga merupakan isu penting bagi semua pihak yang berniat
untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Studi kasus oleh Arno Loessner yang dipaparkan pada buku ini menunjukkan
berbagai pelajaran berharga yang dapat dipetik dari kasus-kasus desentralisasi
keuangan, antara lain:
� Demokrasi dan pemerintahan lokal harus diperkuat dengan memberlakukan

desentralisasi keuangan tanpa mengurangi manfaat-manfaat yang dihasilkan
oleh langkah-langkah pemerintah pusat yang terkoordinasi.

� Sistem peraturan yang jelas dan andal harus ditetapkan untuk mendukung
tugas-tugas penyediaan jasa.

� Kemitraan-kemitraan vertikal (antar pemerintah) dan horisontal (lintas
sektoral) sangat diperlukan untuk memperkuat kemitraan antar tingkat-tingkat
dalam pemerintahan.

� Biaya pengadaan jasa yang dilaksanakan pemerintah lokal harus dapat dibayar
oleh dana yang terkumpul dari pajak lokal dan yang dibayar oleh pengguna
jasa. Untuk mencapai hal ini, pemerintah lokal harus diberi wewenang untuk
menarik pajak.

� Penyediaan dana oleh pemerintah pusat kepada pemerintah lokal harus tepat
waktu dan dapat diprediksikan.
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��Kini pemerintah lokal semakin dituntut untuk belajar
cara mengatasi pengaruh dari pengambilan keputusan dan
praktik-praktik terkait yang terjadi di luar batas
wilayahnya.

Dewasa ini, sistem pemerintahan lokal tidak hanya harus memikirkan konteks
nasional, tetapi juga pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh praktik-praktik
pemerintah negara lain. Hal ini khususnya berlaku pada kasus integrasi regional
di tingkat internasional, misalnya pada negara-negara Uni Eropa. Organisasi-
organisasi supranasional seperti Uni Eropa banyak melakukan aktivitas yang secara
langsung berkaitan dengan pengambilan keputusan dan fungsi-fungsi penyediaan
jasa di pemerintahan lokal, misalnya:
� Menetapkan norma-norma atau peraturan yang harus ditaati pemerintah lokal;
� Mengelola saling ketergantungan (interdependensi) antar negara dan

memfasilitasi pembangunan di dalam wilayah sub-regional;
� Memberikan saluran bagi mobilitas tenaga kerja;
� Menyusun standar-standar tempat kerja;
� Menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan, seperti dana dan subsidi; dan,
� Menyediakan bantuan teknis.

Keberadaan organisasi-organisasi supranasional seperti Uni Eropa itu bisa saja
melemahkan posisi dan kekuasaan pemerintah nasional. Prinsip subsidiaritas
(subsidiarity) telah disebut-sebut sebagai fondasi dasar setiap pengambilan
keputusan oleh Uni Eropa, dan prinsip ini bahkan diperkokoh oleh norma-norma
seperti yang tertuang di dalam pasal-pasal European Charter on Local Self-
Government (Piagam Eropa tentang Pemerintah Lokal yang Otonom).

Namun, banyak contoh yang menunjukkan pentingnya kerjasama dan
koordinasi lintas-batas bagi terbentuknya pemerintahan yang baik. Ini terutama
terbukti di wilayah-wilayah negara yang saling berbatasan dan berbagi sumber
daya yang sama, misalnya sungai atau muara sungai di tepi laut, atau di pusat-
pusat konsentrasi migrasi di sepanjang garis perbatasan wilayah internasional.

Pemerintahan lokal akan menjadi begitu istimewa kedudukannya apabila
wilayah-wilayah metropolitannya langsung berbatasan dengan negara lain yang
berdaulat atau independen. Contoh terbaik untuk kasus ini adalah kerjasama lintas
batas antara kota San Diego (California, AS) dan Tijuana, sebuah kota yang
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berkembang pesat di Meksiko. Esei Carlos Juarez di buku ini menggambarkan
bahwa kerjasama lintas batas di wilayah ini banyak mengalami tantangan yang
disebabkan oleh interdependensi fisik (geografis), ekonomis, dan budaya dari kedua
pihak. Di bidang ekonomi, tantangan terberat ada pada upaya mengatasi masalah
ketersediaan lapangan kerja dan arus imigran gelap. Pendidikan bagi warga
berbahasa Spanyol di San Diego juga menjadi masalah yang kritis dan menuntut
kerjasama dari pemerintah di kedua sisi perbatasan. Demikian pula dalam hal
saling ketergantungan yang menyangkut lingkungan alam – terutama masalah
air, kualitas udara, penanganan air limbah dan pembuangan limbah – dituntut
adanya pengambilan keputusan kolektif. Juarez mengatakan bahwa dalam kasus
sebuah kota terletak bersebelahan dengan garis tapal batas internasional, diperlukan
kehadiran lembaga-lembaga demokratis di kedua sisi perbatasan untuk
mewujudkan pemerintah yang efektif dan koheren.
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i wilayah perkotaan besar di masa kini selalu saja dapat
ditemukan kantong-kantong minoritas, kelompok etnis
tertentu, kelompok-kelompok penutur bahasa atau

pemeluk agama tertentu, dan berbagai jaringan sosial yang lain.
Entah itu di Cape Town, Jakarta, London, New York, Santiago,
Tokyo, salah satu aspek penting dalam kehidupan perkotaan modern
di era kini adalah kebutuhan manusia untuk mengenal, menghargai,
dan sekaligus memetik manfaat dari kemajemukan budaya.

Meski belum jelas benar bagaimanakah cara yang paling tepat
untuk mempromosikan demokrasi di tengah-tengah masyarakat
dan kebudayaan yang majemuk dan dililit masalah politik etnis,
melalui bab ini dan beberapa studi kasus yang menyertainya akan
ditunjukkan cara menyikapi atau memandang demokrasi sebagai
sebuah sistem manajemen konflik. Secara khusus bab ini akan
membahas berbagai prinsip, petunjuk penyusunan kebijakan publik,
dan langkah-langkah praktis menciptakan kedamaian di dalam
masyarakat, dengan mengkaji serangkaian pertanyaan berikut:

Prinsip-prinsip apa yang harus digunakan dalam kehidupan
demokrasi lokal sebagai piranti mengatasi konflik?

Bagaimana merancang kebijakan perkotaan yang lebih baik dan
mengimplementasikannya untuk mengelola wilayah-wilayah
perkotaan yang masyarakatnya sangat majemuk?

Langkah-langkah praktis apakah yang dapat ditempuh untuk
membina kedamaian masyarakat lokal?

KEMAJEMUKAN DAN DEMOKRASI3.

D
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� Pertikaian-pertikaian berlatar belakang etnis dapat
timbul karena berbagai macam isu, mulai dari urusan
kebijakan transportasi hingga pemakaian bahasa dan
peluang memperoleh lapangan kerja.

Sebagian besar pesona dan kreativitas masyarakat metropolitan di masa kini timbul
karena adanya pertukaran ide gagasan, kesenian, dan budaya. Di sisi lain, tidak
sedikit wilayah perkotaan yang menderita karena masalah prasangka, diskriminasi,
kebencian ras, dan kadang juga dipicu oleh konflik hebat antar kelompok. Berbagai
ketegangan etnis yang melanda kota-kota Kopenhagen, Jakarta, Kaduna (Nigeria),
Karachi, Los Angeles, Montreal, Moskow, dan Paris akhir-akhir ini hanyalah contoh
kecil, sebab lebih banyak situasi penuh kekerasan yang tidak sempat diliput oleh
pers global.

Pertikaian timbul akibat berbagai masalah yang secara langsung menyentuh
masalah keselamatan, kelestarian budaya, dan nafkah kehidupan kelompok-
kelompok etnis, baik untuk mereka yang tinggal di wilayah tertentu maupun
yang berbaur dengan kelompok-kelompok lain. Contoh-contoh isu yang potensial
memicu pertikaian etnis adalah:
� Kebijakan transportasi, yakni metode pemerintah untuk menghubungkan antar

kelompok masyarakat atau antara masyarakat dan pusat-pusat bisnis;
� Peluang mendapatkan pekerjaan, dan persamaan kesempatan untuk

memperoleh pekerjaan dan berbagai tunjangan, misalnya asuransi kesehatan;
� Perumahan, akses kepemilikan lahan, bea sewa rumah yang terjangkau, dan

kualitas proyek publik bagi kelompok-kelompok ekonomi yang tidak
beruntung;

� Kebijakan pemakaian bahasa, terutama di sekolah-sekolah negeri dan forum-
forum publik resmi, misalnya pada sidang dewan kota dan pertemuan-
pertemuan terbuka untuk mengambil keputusan;

� Pelayanan ketertiban yang tidak diskriminatif atas dasar kelompok etnis, ras,
atau agama, dan masalah keamanan di wilayah rawan kejahatan;

� Praktik pelaksanaan ibadah, dan dukungan atau kekangan publik terhadap
suatu kepercayaan agama, terutama apabila nilai-nilai yang terkandung dari
agama tersebut membentuk basis hukum atau undang-undang yang berdampak
pada penganut agama lain; dan,
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� Ekspresi budaya, misalnya pengaturan tata cara sekelompok masyarakat dapat
merayakan tradisi budayanya, terutama pada situasi-situasi ketika ekpresi
kecintaan atau rasa bangga pada kelompok itu bisa menyinggung kelompok
yang lain.

��������
���	�������	����������������	


� Demokrasi adalah seperangkat institusi dan
praktik-praktik pengelolaan konflik.

Memadukan berbagai konsep tradisional tentang demokrasi di tengah-tengah
realitas kehidupan perkotaan besar yang secara etnis sangat beragam adalah
pekerjaan yang sulit, dan sejauh ini belum ada jawaban jelas bagaimana hal ini
bisa dilakukan. Yang jelas dan pasti, prasangka, diskriminasi, intimidasi,
penggunaan kekerasan, dan intoleransi budaya adalah bahaya besar bagi demokrasi.
Meredakan perpecahan dan membina kerukunan dan persatuan merupakan fungsi-
fungsi pokok demokrasi.

Demokrasi dan manajemen konflik haruslah berjalan seiring. Dalam banyak
hal, demokrasi merupakan sistem penanganan konflik sosial yang ditimbulkan
oleh kemajemukan masyarakat melalui penggunaan seperangkat aturan yang telah
disepakati bersama. Di dalam kehidupan demokratis, perselisihan yang timbul
akan diproses, diperdebatkan, dan ditanggapi, bukan semata-mata diputuskan
begitu saja tanpa tawar-menawar. Pendek kata, demokrasi berfungsi sebagai sistem
manajemen konflik tanpa menggunakan kekerasan. Larry Diamond menulis
sebagai berikut, “Ketenangan dan kedamaian antar etnis timbul dari adanya
pengakuan yang tulus akan adanya kemajemukan identitas, perlindungan hukum
terhadap hak-hak kelompok serta individu, pelimpahan kekuasaan kepada berbagai
wilayah lokal dan daerah, dan lembaga-lembaga politik yang mendorong proses
tawar-menawar dan mengakomodasi perbedaan.”

Di beberapa negara Asia, salah satu faktor yang mendorong pelimpahan
kekuasaan dari pusat ke daerah adalah perlunya mempromosikan pengelolaan
konflik bagi wilayah-wilayah yang memandang pemerintah atau pejabat pusat
terlalu kuat. Desentralisasi dan otonomi daerah bisa dijadikan mekanisme
manajemen konflik. Dalam studi mereka tentang desentralisasi di Asia, Abdul
Aziz dan David Arnold mengatakan bahwa di negara India, misalnya, “pemusatan
kekuasaan yang terlalu berlebihan di pemerintah pusat kerap disebut-sebut sebagai
faktor pemicu keresahan di daerah-daerah seperti Punjab, Kashmir, dan Assam.
Faktor-faktor serupa telah mendasari dibentuknya dewan provinsi lewat pemilu
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tahun 1987 di Sri Lanka, yang bertujuan meredam tuntutan masyarakat akan
otonomi politik di belahan timur laut negeri yang lama dicabik-cabik konflik
itu.”

3.2.1 Sasaran-Sasaran dan Berbagai Opsi
Para perancang sistem demokrasi lokal untuk menciptakan dan membina
keharmonisan antar kelompok harus benar-benar memahami sasaran dari sistem
yang hendak mereka ciptakan. Dalam konteks ini ada dua sasaran umum yang
perlu diperhatikan, yakni:
� Kelompok-kelompok yang tinggal di wilayah yang sama. Apakah untuk memberi

otonomi bagi kelompok-kelompok etnis setempat dalam mengelola urusan
mereka sendiri dan menentukan perwakilan mereka pada proses-proses
pengambilan keputusan di pemerintahan daerah? Apakah kota itu merupakan
sebuah mosaik yang terdiri atas kelompok-kelompok yang majemuk namun
saling berbagi kekuasaan dan bekerja sama atas dasar konsensus?

� Kota sebagai sebagai wadah berbaur (melting pot).  Apakah untuk
mempromosikan koalisi politik yang terpadu dan mengabaikan unsur-unsur
identitas dalam pelimpahan wewenang dan proses-proses pengambilan
keputusan? Maksudnya, apakah kota itu dilihat sebagai pelangi atau mosaik,
di mana keanekaragaman identitas tetap diakui namun demokrasi dan kegiatan
politik tidak didasarkan atas identitas?

Ada beberapa opsi desain demokrasi lokal yang dapat ditempuh bagi kedua jenis
sasaran di atas.
� Otonomi. Sejauh ini memang belum ada konsensus yang tepat untuk

mendefinisikan makna istilah otonomi, namun ada baiknya disimak kutipan
pernyataan Yash Ghai tentang ini: “Otonomi adalah peranti yang
memungkinkan kelompok-kelompok etnis dengan identitas khas mereka
memiliki kontrol atas berbagai urusan yang mereka anggap penting, sembari
tetap memberi kelompok masyarakat lain yang lebih besar memegang kendali
wewenang atau kekuasaan untuk mengontrol urusan lain yang menyangkut
semua pihak.” Bentuk-bentuk pelaksanaan otonomi ada berbagai macam,
antara lain adalah “devolusi simetris” (symmetrical devolution), yang
memberikan hak atau kekuasan sama besar bagi seluruh komponen masyarakat
atau kelompok-kelompok yang ada, dan “devolusi asimetris” (asymmetrical
devolution) yang mungkin memberi kekuasaan atau hak sedikit lebih besar
bagi kelompok masyarakat atau etnis tertentu. Contoh dari tipe otonomi
asimetris adalah skema-skema pemberian status wilayah administrasi khusus
kepada Hong Kong menyusul hasil negosiasi antara Cina dan Kerajaan Inggris
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yang sepakat mengembalikan Hong Kong kepada pemerintah Cina pada 1997.
Hong Kong kini menikmati sistem politik, sistem perundang-undangan, dan
otoritas pengelolaan pendapatan khusus, sekaligus memiliki status yang unik
di dalam negara Cina.

� Berbagi kekuasaan: keamanan bersama. Yang dimaksud di sini adalah proses
pengambilan keputusan secara bersama atau konsensus oleh segenap faksi
utama di dalam masyarakat. Metode ini pada umumnya dianggap sebagai
alternatif yang sangat bagus bagi sistem demokrasi yang menjadikan pemenang
mayoritas menguasai segalanya (winner-take-all). Pendekatan ini tergantung
akomodasi dari para pemuka kelompok etnis di pusat politik dan jaminan
bagi otonomi kelompok dan hak-hak kaum minoritas. Yang penting:
desentralisasi hingga ke rukun kampung yang merupakan pusat pemusatan
suatu kelompok etnis; kaum minoritas mempunyai hak veto dalam berbagai
urusan yang penting bagi mereka; koalisi besar dewan kota dalam kerangka
kerja parlementer, dan pemberlakuan asas proporsionalitas dalam semua aspek
kehidupan publik (misalnya dalam masalah anggaran dan pelayanan
masyarakat).

Contoh yang baik adalah sistem pemerintahan lokal di kota Brussels, Belgia,
di mana pembagian kursi di dewan legislatif diatur berdasarkan bahasa di
dalam kelompok-kelompok masyarakat yang diwakili oleh para anggota dewan.
Hasilnya adalah tingkat desentralisasi yang sangat tinggi bagi kelompok-
kelompok masyarakat penutur bahasa Vlams atau bahasa Prancis. Pemilu
langsung untuk memilih anggota Dewan Daerah Ibu Kota Brusssels pertama
kali diadakan pada 1989. Para kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilu
regional Brussels dicantumkan namanya pada daftar yang berlainan, tergantung
dari kelompok bahasa mana mereka berasal. Ketika mereka menyerahkan surat
lamaran sebagai calon kontestan, mereka juga harus menyatakan dari kelompok
masyarakat penutur bahasa mana mereka berasal; para deputi regional Brussels
yang terpilih dari daftar calon penutur bahasa Prancis kemudian masuk ke
kelompok bahasa Prancis, demikian juga para calon dari kelompok penutur
bahasa Vlams. Wujud skema pembagian kekuasaan lokal seperti itu
merefleksikan komitmen nasional Belgia untuk menjamin keterwakilan dan
otonomi masyarakat berdasarkan afiliasi kelompok etnis mereka.

� Pembagian kekuasaan: pendekatan integratif. Namun perlu diingat bahwa
pembagian kekuasaan bukanlah satu-satunya pendekatan yang efektif. Banyak
pihak mengusulkan, daripada melindungi kepentingan tiap kelompok,
sebaiknya usaha untuk menciptakan solusi damai ditempuh dengan
mengembangkan kerjasama antar etnis. Pendekatan integratif semacam ini
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melibatkan seluruh kelompok etnis yang ada untuk membangun suatu koalisi
politik multi-etnis (yang biasanya diwujudkan dalam partai politik), demi
menciptakan insentif bagi para pemuka politik yang berkewajiban menengahi
dan meredakan berbagai perselisihan berlatarbelakang etnis, selain tetap
memperjuangkan suara kaum minoritas dalam pengambilan suara yang
didominasi kelompok mayoritas. Pendekatan integratif ini mengandung unsur-
unsur sistem pemilu yang mendukung diadakannya kesepakatan-kesepakatan
pra-pemilu oleh berbagai kelompok etnis, sistem pemerintahan federalisme
non-etnis yang mendifusikan titik-titik kekuasaan, serta pemberlakuan
kebijakan publik yang mempromosikan terwujudnya kesetiaan politis yang
lepas dari belenggu semangat kelompok.

Pemilu untuk memilih seorang walikota di London menggambarkan
bagaimana para pemilih dari kelompok minoritas dapat ikut menentukan
pemenang akhir pertarungan itu di tengah-tengah arena politik yang sangat
majemuk. Dalam pelaksanaan jajak pendapat pada Mei 2000, para pemilih
diberi dua kartu suara untuk memilih walikota, satu untuk diisi pilihan pertama
mereka, dan kartu satunya lagi untuk diisi tokoh pilihan kedua. Pemenangnya,
politisi Ken Livingstone, memenangkan pertarungan sengit itu berkat angka
mayoritas yang diperolehnya dari suara yang berisi pilihan kedua; para analis
politik meyakini bahwa dukungan kaum minoritas telah melambungkan
Livingstone ke kursi walikota melalui pemilu bersejarah itu.

� Demokrasi berdasarkan mayoritas. Sistem demokrasi berdasarkan kemenangan
suara mayoritas pada umumnya dianggap kurang ideal untuk kota-kota
multietnis yang didominasi oleh kelompok etnis mayoritas atau kelompok
yang secara historis mendominasi kancah politik. Kondisi ini membuat
kelompok minoritas akan selalu kalah suara dan jarang memiliki wakil yang
signifikan di dewan; keterasingan akan memicu rasa frustrasi, yang secara logis
bisa menyulut kekerasan. Kekuasaan mayoritas di Jerusalem dan hak pilih
yang didominasi oleh warga Israel di sana, sebagai contoh, telah membuat
kelompok masyarakat Palestina menjadi terkucil.

Namun, demokrasi mayoritas (akan dibahas selengkapnya pada Bab 4) kadang-
kadang dapat juga mendorong politisi untuk mengakomodasi dan melibatkan
kelompok minoritas – terutama jika kontribusi suara dari kelompok terakhir itu
sangat diperlukan untuk memenangkan pemilu – dan oleh karenanya, sistem
demokrasi mayoritas itu tidak boleh sepenuhnya dihapuskan manakala faktor-
faktor demografis dan sosial mendukung dibentuknya koalisi politik multi-etnis.
Pada pemilihan walikota New York, misalnya, para kandidat harus bekerja keras
untuk memikat para pemilih yang berasal dari berbagai macam kelompok etnis,
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ras, dan agama, dan sebagai akibatnya, kandidat yang menang pemilu nantinya
akan bersikap lebih responsif terhadap aspirasi kaum minoritas saat mereka
mengemban jabatan politisnya. Jika dipadukan dengan langkah-langkah lain seperti
pengadaan pemukiman yang rasional serta kebijakan mengenai kepemilikan
hunian, perlindungan atas hak-hak asasi manusia dan jaminan keamanan, maka
sistem demokrasi liberal atau demokrasi mayoritas mungkin akan menjadi solusi
yang lebih menarik ketimbang berbagai pendekatan lain yang semata-mata didesain
hanya untuk meredakan atau mengatasi kesenjangan sosial bertalar belakang
identitas atau etrnis melalui perwakilan-perwakilan kelompok etnis di dewan.

Meski ada fleksibilitas yang besar dalam mendesain sistem demorasi lokal untuk
mengatasi konflik, pada umumnya disepakati bahwa pemberian otonomi dan
pembagian kukuasaan atas dasar kelompok cenderung bisa memenuhi kepentingan
atau tujuan dari berbagai elemen masyarakat yang tinggal di perkotaan. Pembagian
kekuasaan yang integratif dan demokrasi mayoritas dapat ikut andil membantu
menyatukan kelompok-kelompok etnis secara lebih leluasa melalui institusi-
institusi politik dan gerakan masyarakat madani.

3.2.2 Beberapa Pendekatan dalam Menangani Konflik
Para spesialis penanganan konflik kini semakin giat berusaha meningkatkan
kapasitas atau kemampuan masyarakat lokal untuk mengembangkan keterampilan
membangun konsensus yang berciri negosiasi, mediasi, dan menggalang koalisi.
Hal itu telah menjadi fokus utama di kota-kota besar yang banyak dilanda
ketegangan komunal, dan di kota-kota pasca-perang yang menghadapi masalah
rekonstruksi dan rekonsiliasi. Ada empat pendekatan utama yang bisa ditempuh
dalam menangani konflik:
� Pencegahan konflik. Sebuah sistem demokrasi lokal yang sehat, di mana semua

kelompok masyarakat merasa memiliki wakil serta dapat memberi pengaruh
dalam institusi masyarakat maupun pengambilan kebijakan pemerintahan,
bisa membantu mencegah timbulnya rasa keterasingan maupun frustrasi. Hal
ini ini juga membantu mencegah terjadinya konflik dengan cara memberikan
saluran yang tepat bagi setiap keluhan warga, di samping menciptakan peluang-
peluang untuk menggalang langkah pemecahaan masalah yang bersifat
kolaboratif (bukannya yang bertentangan). Sistem pemerintahan lokal yang
dikonsep dan dilaksanakan dengan baik – misalnya, jika pejabat atau penguasa
terpilih dapat menjalin hubungan erat dengan organisasi-organisasi berbasis
massa – juga menciptakan sebuah sistem pengawasan dan peringatan dini
yang andal manakala terjadi letupan atau eskalasi konflik bernuansa kelompok
identitas di daerah perkotaan.
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� Manajemen konflik. Sebagai sebuah sistem tawar-menawar dan bernegosiasi,
demokrasi dapat membantu mengatasi konflik antar kelompok dan menggiring
mereka ke dalam dialog dan debat politik, dan menjauhkan mereka dari
kekerasan di jalan. Tujuan manajemen konflik adalah menjaga supaya
perselisihan yang ada bisa disalurkan ke dalam arena negosiasi dan
mencegahnya jangan sampai mengalami peningkatan yang berujung pada
konfrontasi dan kekerasan.

� Penyelesaian konflik.  Resolusi adalah proses mendiskusikan sebuah atau
serangkaian isu, mencapai kesepakatan, dan melaksanakannya, kemudian
menghilangkan akar penyebab konflik sebisa mungkin. Banyak perselisihan
bernuansa kemajemukan masyarakat – misalnya masalah kebijakan pemakaian
bahasa pengantar pendidikan di sekolah – dapat diselesaikan dengan
menyepakati seperangkat peraturan yang menjadi panduan dalam pengambilan
keputusan. Contoh paling mutakhir adalah diperkenalkannya sekolah
berbahasa Albania di wilayah Montenegro sebagai cara memadamkan
ketegangan antar kelompok. Sejauh perangkat peraturan itu dipandang adil
oleh segenap lapisan masyarakat dan tidak ada kelompok mayoritas yang
menentang atau berniat mengganti peraturan itu, konflik yang ada bisa
dikatakan berhasil diselesaikan.

� Transformasi konflik.  Beberapa konflik yang telah mengakar dalam kehidupan
masyarakat, seperti yang dipaparkan pada studi kasus mengenai Jerusalem, Belfast,
dan Johannesburg, nyaris mustahil diselesaikan atau diatasi. Demikian pula
upaya-upaya yang hanya mengatasi problem utama antar kelompok dominan
di dalam masyarakat perkotaan tidak akan membantu mengatasi akar utama
konflik yang ada. Untuk kasus-kasus seperti ini yang diperlukan adalah
pendekatan yang berlapis-lapis, sambil menjalin kerjasama dengan para pemuka
politik dan ornop – baik yang di tingkat nasional maupun regional, serta langsung
berbaur dengan kelompok akar rumput – secara serentak. Tujuan pendekatan
transformasi konflik adalah mengubah kesenjangan struktural masyarakat yang
mendasari dasar atau penyebab utama konflik — misalnya akses memperoleh
pelayanan kesehatan – yang menyulut konflik antar kelompok identitas.

Banyak yang menyatakan bahwa pendekatan masyarakat internasional dalam
upaya pemulihan perdamaian pasca-perjanjian (post-settlement peace-building)
kerap hanya berfokus pada para elite politik di pentas nasional. Upaya
membangun perdamaian dilakukan tanpa strategi yang terpadu yang bertujuan
menciptakan perdamaian langsung dengan para aktor kelas menengah (misalnya
para fungsionaris partai di tingkat regional maupun lokal atau kaum milisi) dan
masyarakat akar rumput.
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John Paul Lederach, seorang pakar di bidang resolusi konflik, berpendapat
bahwa strategi terpadu pemulihan perdamaian yang secara terus terang berusaha
membangun perdamaian di berbagi tingkat masyarakat, termasuk masyarakat
pinggiran dan masyarakat jelata, yang disertai oleh sararan-sasaran jangka pendek
dan jangka panjang, akan jauh lebih efektif hasilnya. Ia lama terjun langsung ke
dalam masyarakat jelata dan gerakan masyarakat madani di wilayah konflik
Balkan, Kolombia, Nikaragua, dan Irlandia Utara, bekerja dengan menggunakan
sistem pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) demi mewujudkan rekonsiliasi
di kancah konflik yang amat mendalam. Di Kolombia, sebagai contoh, Lederach
bekerja sama dengan sebuah pusat pemulihan perdamaian yang disebut Justapaz.
Mereka melakukan pelatihan dengan seluruh lapisan masyarakat di sana dan
juga bekerja bahu-membahu dengan masyarakat jelata, masyarakat kelas
menengah, para pejabat senior, dan staf ornop dalam sebuah proyek jangka
panjang yang bertujuan mengatasi krisis kekerasan yang menjadi ciri perang
saudara yang lama berkecamuk di negeri itu. Program pelatihan tersebut lebih
mengedepankan perlunya mengkoordinasikan langkah-langkah untuk
meredakan kekerasan, baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional, untuk
mendukung proses-proses perdamaian tingkat nasional antara pihak pemerintah
dan kelompok gerilyawan.

Bekerja dengan terjun langsung ke lapisan masyarakat bawah merupakan taktik
penting untuk mengikis masalah-masalah penyebab terjadinya konflik antar
kelompok di wilayah perkotaan. Seperti ditulis oleh John Burton, “Pengambilan
keputusan di tingkat masyarakat bawah cenderung berfokus pada kebutuhan
manusia yang mengemuka di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah.
Karenanya, pendekatan seperti itu lebih mampu mengatasi masalah ketimbang
pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa adanya kontak langsung antara
pengambil keputusan dan pihak-pihak yang akan menjadi sasarannya.”

Pada beberapa kasus, mengatasi masalah kemajemukan masyarakat memang
lebih baik dilakukan secara informal atau melalui jalur tidak resmi. Kini ornop-
ornop internasional dan lokal semakin banyak terlibat dalam upaya-upaya
pemulihan perdamaian dan tidak sedikit yang mengklaim pihaknya memiliki
keunggulan komparatif dalam menangani konflik lokal. Meski ornop-ornop itu
juga banyak memiliki kelemahan (selain segudang kelebihan) dalam berkiprah di
dunia yang senantiasa berubah ini, kenyataan menunjukkan bahwa mereka kian
banyak dibutuhkan dalam upaya-upaya pemulihan perdamaian di kancah dan
kondisi yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh organisasi-organisasi
internasional. Pernyataan Andrew Natsios mendukung pendapat ini:
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Ornop menjalankan tugas mereka di lapisan masyarakat paling bawah, di
pedesaan terpencil, dan di perkampungan di kota-kota besar. Sistem
pengambilan keputusan dan manajemen program yang bersifat partisipatoris
itu, meski sangat menyita waktu dan melelahkan, bisa menyerap energi dan
komitmen masyarakat. Pendekatan pembangunan seperti ini mampu
menciptakan loyalitas dan rasa saling percaya antara ornop dan komunitas-
komunitas yang mereka layani, dan ini tujuan penting dalam upaya
penyelesaian konflik.

Sebuah pelajaran menarik yang pantas dicantumkan dari pengalaman itu:
janganlah berharap proses pemecahan masalah yang kolaboratif dengan masyarakat
akan serta-merta melenyapkan konflik yang ada; harapan itu jelas tidak realistis.
Pendekatan-pendekatan yang ditujukan pada pencapaian konsensus terhambat
oleh beberapa fakta dan situasi konflik yang telah mengakar di dalam kehidupan
masyarakat. Namun, jika masyarakat dapat diarahkan untuk lebih memusatkan
perhatian mereka pada masalah riil yang dihadapi bersama, ketimbang saling
menyerang musuh masing-masing, niscaya mereka akan dapat memperoleh solusi
yang praktis dan dilandasi oleh konsensus di tengah-tengah suasana pasca-perang
yang masih dipenuhi ketegangan.

Semua sasaran dan pendekatan penanganan konflik seperti tersebut di atas
tidaklah bersifat eksklusif. Namun, menyimak bermacam perselisihan yang ada
itu bisa membantu menentukan strategi mana yang tepat untuk kondisi tertentu.
Maksudnya, sebelum mulai mendesain suatu institusi atau meluncurkan forum-
forum partisipatoris, para pengambil keputusan dan pemuka masyarakat perlu
lebih dulu menyepakati sasaran apa yang hendak dicapai dalam strategi penanganan
konflik yang hendak digunakan, kesesuaian antara masing-masing sasaran, desain
institusional, serta prinsip-prinsip kebijakan publik yang dijalankan.

�������	��
�������	


��Kebijakan publik yang direncanakan dan
diimplementasikan dengan seksama dapat mempermudah
terwujudnya keselarasan sosial.

Kebijakan publik – alokasi sumber daya, jasa, dan peluang – dapat menjadi
penyebab keterasingan sosial, diskriminasi, dan penindasan; namun sebaliknya
hal itu dapat juga dirancang sedemikian rupa untuk membidani dan
mempermudah lahirnya keselarasan sosial.
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Pengalaman tentang manajemen konflik di kota-kota multi-etnis sangat banyak
dan begitu beragam. Di sini – dan juga melalaui esei-esei di bagian akhir nanti –
kita akan memusatkan perhatian pada laporan pengalaman kerja dan hasil riset
empat pakar mengenai pelbagai konflik di kota-kota yang paling terpecah-belah
di muka bumi ini. Scott Bollens menulis tentang dampak kebijakan publik
menyangkut manajemen konflik di kota Johannesburg, Jerusalem, dan Belfast.
Michael Lund akan mendeskripsikan pengalaman yang diperolehnya di seluruh
dunia perihal pembentukan komisi-komisi perdamaian tingkat lokal yang bertujuan
untuk mencegah, memantau, serta mengatasi kekerasan politik, atau berfungsi
sebagai forum rekonsiliasi. Demetrios Papademetriou akan membahas efek yang
ditimbulkan oleh masuknya migran (penduduk pindahan dari wilayah lain)
terhadap pengambilan keputusan dalam masyarakat. Dan Julia Demichelis akan
menganalisis fenomena munculnya apa yang disebut dengan istilah half-cities (kota-
kota yang terbelah) di Bosnia seusai perang saudara yang meluluhlantakkan negara
itu. Keempat tulisan pakar di atas menunjukkan perlunya institusi-institusi politik
yang dirancang dengan seksama, serta pentingnya kebijakan publik yang disusun
dan diimplementasikan dengan hati-hati.

Keempat studi itu juga menitikberatkan beberapa prinsip umum yang berlaku
dalam membina pemerintaan lokal yang demokratis dalam konteks konflik sosial
yang tajam dan masyarakat yang majemuk. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
� Keterlibatan, pengakuan, dan harga diri kelompok. Apakah semua kelompok

masyarakat merasa sudah dipandang dan diperlakukan sebagai warga
masyarakat yang setara, dengan segala harga diri dan penghormatan yang
semestinya?

� Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Adakah kelompok di dalam masyarakat
yang demikian terbelakang sehingga kebutuhan dasar mereka sebagai manusia
tidak terpenuhi? Bagaimana cara pemerintah mengintegrasikan kelompok-
kelompok masyarakat perkotaan yang miskin dan tersisih itu ke dalam
pengambilan keputusan pemerintah kotapraja? Seberapa adilkah alokasi sumber
daya bagi mereka? Bagaimanakah cara kebijakan pemerintah memberikan rasa
aman yang paling mendasar, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling
lemah atau mereka yang secara historis selalu mengalami diskriminasi?

� Solusi-solusi praktis. Bisakah diupayakan solusi praktis bagi pertikaian yang
kelihatannya sulit diatasi? Mekanisme-mekanisme apakah yang dapat dipakai
demi menciptakan peluang-peluang berdialog, bernegosiasi, serta melakukan
mediasi di dalam pertikaian-pertikaian yang melibatkan kelompok minoritas
etnis, ras, atau agama?
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� Sikap saling percaya. Sikap saling mempercayai dan hubungan yang saling
menguntungkan antara pejabat, pemuka masyarakat, dan warga, sangat penting
untuk membina keselarasan di dalam lingkungan masyarakat perkotaan yang
majemuk. Bagaimanakah mutu kepemimpinan dalam menangani isu-isu
perpecahan? Apakah para pemimpin politik memanfaatkan “kartu etnis” dan
mengobarkan ketegangan, ataukah berusaha meredam gejolak dan menengahi
kekegangan antar kelompok?

� Struktur institusi-institusi politik dan pengambil keputusan. Apakah institusi
politik yang ada – entah sengaja atau kebetulan – secara sistematis
mendiskriminasikan kelompok minoritas? Apakah seluruh kelompok identitas
sudah memiliki perwakilan dalam komposisi yang proporsional? Apakah
seluruh kelompok masyarakat sudah memiliki semangat untuk berdialog dan
menempuh kompromi?

� Kesalingtergantungan dan ikatan persaudaraan. Apakah kebijakan mampu
menonjolkan kesamaan-kesamaan yang ada di dalam masyarakat, misalnya
kesetiaan pada daerah, kesadaran sebagai pewaris sejarah atau kecintaan pada
tanah tumpah darah, dan bukannya menonjolkan faktor-faktor yang membuat
mereka terbelah, misalnya perbedaan budaya, warna kulit, atau keyakinan?

� Bertindak. Sudahkah keluhan dari kelompok yang merasa dirugikan didengar
dan dihargai? Sudahkah tindakan konkret diambil untuk mengatasi keluhan-
keluhan itu dengan serius?

� Peran serta kaum minoritas. Apakah kaum minoritas didorong untuk
berpartisipasi di dalam kehidupan bermasyarakat? Mampukah kelompok
minoritas itu tetap mempertahankan jaringan komunitas mereka, kultur,
identitas, dan kekhasannya?

Menerjemahkan prinsip-prinsip umum seperti itu ke dalam opsi-opsi praktis
memang tidak mudah. Setiap situasi yang ada menampilkan lingkungan sosial
yang unik dengan adat istiadat, citra, problem, dan isu-isu mereka tersendiri. Studi-
studi kasus berikut ini akan menyajikan contoh tentang masalah kemajemukan
dan konflik manajemen pada berbagai kondisi. Bab-bab berikut menyajikan
berbagai alternatif yang dapat ditempuh dalam membangun demokrasi di tingkat
lokal, dengan menitikberatkan fokus pada proses-proses pemilu dan berbagai
struktur partisipatoris.
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ak untuk memilih dan meminta pertanggungjawaban para
pejabat lewat mekanisme kotak suara adalah unsur penting
dalam kehidupan berdemokrasi. Pemilu-pemilu lokal

merupakan elemen kunci dari sebuah pemerintah demokratis yang
paling dekat dengan rakyat. Pada pemilu-pemilu lokal, warga
masyarakat dapat secara pribadi mengenal para calon, memberikan
pengetahuan atau informasi secara langsung perihal berbagai isu
terkait, dan dapat sesering mungkin berkomunikasi dengan para
pejabat terpilih.

Bab ini akan menitikberatkan pembahasan mengenai partisipasi
tradisional yang berkaitan dengan pemilu, pejabat terpilih, dan
partai-partai politik. Bab 5 nanti akan memaparkan konsep yang
disebut perwakilan yang meluas (enhanced representation) – segenap
warga masyarakat langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan
berikut implementasinya. Pendekatan yang berlaku dalam kasus
ini bersifat saling melengkapi; masing-masing pihak berusaha
meningkatkan mutu demokrasi dan sama-sama memiliki peranan
penting untuk mengatasi konflik. Di dalam bab ini akan dibahas:

Aspek-aspek utama pemilu lokal;

Fungsi pemilu dalam kaitannya dengan akuntabilitas,
perwakilan, penyertaan (inclusion), dan pembentukan koalisi;

Berbagai opsi sistem pemilu dan beberapa pertimbangan
penting dalam pelaksanaan pemilu lokal;

Keuntungan dan kerugian dari penggunaan referendum
populer; dan,

Peranan penting partai politik dalam pemilu lokal dan
persaingan pemilu.
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���Tidak ada satu pun alternatif yang dapat menggantikan
pemilu sebagai cara melegitimasi tindakan para wakil
rakyat dalam sebuah sistem politik yang demokratis.

Fungsi utama pemilu adalah melegitimasi kewenangan publik dan memberi mandat
kepada pejabat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kampanye-
kampanye pemilu juga sangat banyak fungsinya, misalnya sebagai sarana klarifikasi
berbagai isu dan kebijakan, forum pertanggungjawaban bagi calon,
mengkomunikasikan informasi di antara para calon dan pemilih, dan menawarkan
berbagai pilihan kepada khalayak perihal solusi bagi problem-problem yang
dihadapi masyarakat.

Pemilu juga merupakan sarana penting dalam mempromosikan akuntabilitas.
Akuntabilitas bukan semata-mata menyangkut kemampuan pemilih untuk
mencopot pejabat yang gagal melaksanakan tugas yang berkait dengan kepentingan
masyarakat, namun juga mencakup peluang-peluang bagi para pejabat terpilih
untuk memberikan keterangan. Seperti dijelaskan oleh John Stewart:

Mereka yang memegang jabatan publik dan mengelola uang masyarakat harus
bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang mereka wakili lewat tindakan yang
ditempuhnya… [Namun] memberi keterangan saja belum cukup tanpa adanya dasar
pertanggungjawaban. Untuk memberikan pertanggungjawaban diperlukan keterangan
yang dapat dijadikan basis penilaian. Kedua unsur itu saling melengkapi satu sama
lain.

Selain selama proses pemilu, para pejabat terpilih juga dapat dimintai
pertanggungjawaban melalui pemeriksaan eksternal, pada proses-proses audit dan
lewat berbagai regulasi.

Keterkaitan antara pemilu dan akuntabilitas akan menjadi jelas jika kita
perhatikan berbagai masalah yang kerap timbul manakala pejabat lokal lebih
banyak ditunjuk ketimbang dipilih. Di Afrika, misalnya, banyak posisi lokal tidak
diisi lewat pemilihan, melainkan lewat penunjukan dari pemerintah pusat (dengan
atau tanpa berkonsultasi dengan masyarakat setempat). Seperti dijelaskan oleh
pakar ilmu politik dari Afrika, Dele Oluwu, ini sering diterjemahkan lewat sikap
para anggota dewan kota atau daerah yang lebih memandang dirinya sebagai wakil
pemerintah pusat, daripada wakil bagi warga yang mereka layani.

Isu penting yang menyangkut pemilu adalah kepercayaan. Para pemilih atau
pemberi suara harus dapat mempercayai para pejabat terpilih agar yang
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bersangkutan dapat mewujudkan janji-janji mereka selama pemilu, serta yakin
bahwa pejabat-pejabat itu dapat melaksanakan tugasnya dalam praktik
pemerintahan yang terbuka dan bebas korupsi. Para kandidat harus pula yakin
bahwa jika mereka kalah dalam pemilu kali ini, mereka akan mendapatkan
kesempatan yang sama besar untuk memenangkan pemilu berikutnya (konsep
pergantian kekuasaan). Masyarakat minoritas harus juga percaya bahwa meskipun
mereka tidak memperoleh kursi mayoritas di dewan, sebagai contoh, kepentingan
mereka tidak akan diabaikan dan mereka tidak akan dirugikan secara sistematis
karena statusnya sebagai minoritas. Segenap tokoh di dalam pemilu lokal harus
percaya bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung dengan bebas dan jujur, sehingga
kehendak pemilihlah yang menjadi penentu hasil akhir.

�������������������������
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���Dibanding dengan pemilu nasional, pemilu lokal dapat
lebih menggairahkan dan semakin penting maknanya bagi
kehidupan sehari-hari warga masyarakat.

4.2.1 Siapa, Apa, Kapan, dan Bagaimana dalam Pemilu Lokal
� Siapa? Pertanyaan “siapa” dalam konteks pemilu lokal mengacu pada perbedaan

tradisional di antara individu-individu yang mencalonkan diri untuk suatu
jabatan, atau mereka yang memberikan suara bagi partai-partai politik yang
telah mempersiapkan calon-calonnya untuk menduduki suatu jabatan
(misalnya pada pemilu dengan sistem proporsional). Posisi yang diperebutkan
melalui proses pemilu lokal itu sangat bervariasi, namun tokoh-tokoh pemilu
lokal pada umumnya tidak banyak berubah: para kandidat yang mencalonkan
diri sendiri atau bernaung di bawah partai politik; para pemilih yang mengisi
kartu suara dan memasukkannya ke kotak-kotak suara; panitia pemilu yang
bertugas menjaga keadilan prosedur pemilu, termasuk juga masalah-masalah
keamanan dan kejujuran penghitungan suara; dan pers atau media yang
melaporkan peristiwa-peristiwa kampanye serta hasilnya; para relawan partai
politik dan aktor-aktor dari masyarakat madani lain; dan para pemantau pemilu
baik yang resmi maupun tidak resmi.

� Apa? Pemilu lokal mungkin dilakukan untuk memilih pejabat yang akan
menduduki forum-forum institusional. Forum-forum itu kerap diberi istilah
berupa jabatan-jabatan eksekutif seperti walikota, administratur kota,
ombudsman, hakim, petugas penegak hukum, dan sebagainya. Pemilu juga
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dapat dilaksanakan untuk memilih pejabat-pejabat legislatif, misalnya anggota
dewan kota, dewan distrik, komite rukun tetangga, dan sejenisnya. Pertanyaan
apa bisa juga menyangkut pengambilan keputusan publik mengenai isu-isu
spesifik, misalnya proposal untuk mengajukan pinjaman publik, yang
pelaksanaannya kerap disebut referendum atau hak inisiatif.

� Kapan? Pemilu lokal bisa dilaksanakaan bersama-sama dengan yang di tingkat
nasional, propinsi atau negara bagian, dan bisa juga dilaksanakan dengan jadwal
tersendiri. Isu-isu yang terkait dengan kapan ini mencakup penetapan
periodisasi pemilu, lamanya masa jabatan, apakah pemilu itu dilakukan
bertahap atau sekaligus, serta panjangnya siklus pemilu (dalam satu hari atau
beberapa minggu). Pentingnya pertanyaan kapan pemilu dilaksanakan adalah
bahwa frekuensi dan penetapan jadwal pemungutan suara dapat mempengaruhi
jumlah pemilih yang datang ke bilik suara secara signifikan.

� Bagaimana? Tata cara pelaksanaan pemungutan suara ditentukan oleh sistem
pemilu yang dipilih, namun ada aspek-aspek administratif lain yang
berpengaruh. Berbagai inovasi dan isu terkini mengenai tata caranya telah
memberikan berbagai alternatif bagi pemilih, apakah mereka akan memberikan
suaranya lewat pos, secara online, dengan “antre” (berbaris di tempat umum
di belakang tanda gambar kandidat atau lambang partai), atau secara rahasia
(preferensi individu tidak diperlihatkan di tempat umum), serta metode
referendum yang semakin populer di beberapa negara.

4.2.2 Keunggulan Pemilu Lokal
Pemilu lokal bisa memiliki berbagai keunggulan tertentu jika dibandingkan dengan
pemilu nasional, termasuk di antaranya:
� Menjadi barometer tren politik nasional. Pemilu lokal memiliki arti penting

karena peranannya bagi kehidupan demokrasi nasional yang lebih luas.
Beberapa pemilu lokal terkini di Cina, Jepang, Jerman, Nigeria, dan Inggris
menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu dapat dijadikan tolok ukur gejala
politik nasional.

� Menunjukkan hal-hal terpenting bagi pemilih. Kerap isu-isu yang menyebar
pada pemilu lokal langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari para pemilih;
kadang-kadang isu lokal bahkan merupakan persoalan terpenting bagi para
pemilih. Karakter persaingan antar partai dan calon beserta isu-isu yang
dimunculkan dapat menjadi indikator tentang masalah yang paling dipikirkan
oleh pemilih.

� Proses demokratisasi. Pemilu lokal dapat dijadikan batu pijakan menuju proses
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demokratisasi nasional yang menyeluruh, seperti yang terjadi pada pemilu
lokal di Nigeria, tahun 1998.

� Melibatkan kaum minoritas. Pemilu lokal bisa sangat besar manfaatnya karena
memberi ruangan bagi kaum minoritas di tingkat nasional dalam kehidupan
politik di arena lokal (lihat esei tentang India pada bab ini).

� Pembangunan sistem partai nasional. Pemilu lokal juga memiliki korelasi yang
agak rumit dengan sistem kepartaian dan pembentukan sistem partai tingkat
nasional. Di Nigeria, misalnya, peraturan tentang pembentukan partai pada
proses pemilu lokal pada 1998 telah sangat berpengaruh pada pembentukan
sistem partai nasional di negeri itu.

��!�������
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� Tanpa sistem pemilu lokal yang efektif, transisi menuju
demokrasi tidak akan pernah berhasil sempurna.

Pemilu lokal sangat penting artinya di negara-negara yang sedang, atau telah
menjalani, transisi dari rezim otoriter ke dalam sistem politik yang lebih terbuka,
sebab pemilu itu berlangsung di dalam konteks reformasi politik.

Di negara-negara yang sedang mengembangkan demokrasi, pemilu lokal kerap
memunculkan berbagai pertanyaan penting mengenai masalah penjadwalan. Pada
beberapa kasus, pemilu lokal dilangsungkan sebelum demokrasi nasional
diperkenalkan kepada rakyat (misalnya, kasus Nigeria pada 1998); pada kasus lain,
pemilu lokal baru diadakan setelah pemerintah nasional yang baru telah terbentuk,
seperti kasus Afrika Selatan pada 1995 dan Bosnia pada 1996. Memang tidak ada
aturan pasti yang menentukan apakah pemilu lokal harus dilakukan mendahului
pemilu nasional, atau sebaliknya; setiap negara memiliki pengalaman dan pemikiran
sendiri dalam menentukan jadwal pemilu mereka.Yang jelas, hasil-hasil pemilu lokal
tidak terlalu menimbulkan risiko bagi pemerintah nasional yang sedang berkuasa,
dan karenanya tidaklah mengejutkan bahwa upaya-upaya demokratisasi sering
dilakukan secara bertahap di bawah kontrol yang ketat dari pusat.

Bagaimanapun penjadwalan pemilu yang akan dilakukan, jelas sudah bahwa
tanpa sistem pemilu lokal yang efektif, transisi menuju ke demokratisasi tidak
akan pernah sempurna atau mencukupi. Sebagai contoh, simaklah pemilu lokal
pemerintah kotapraja yang dilakukan di Mozambique pada Juni 1998. Transisi
total dari perang saudara menuju kehidupan demokratis yang penuh damai
dianggap sebagai salah satu kisah sukses spektakuler setelah masa Perang Dingin.
Dua pemilu nasional yang cukup berhasil terlaksana pada 1994 dan 1999, dan
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suasana keterbukaan disertai kompetisi politik yang bersemangat sangat terasa di
negeri itu. Namun pada pemilu-pemilu lokal banyak muncul masalah. Di samping
masalah tertib administrasi yang tidak seragam, terdapat masalah yang serius
tentang jumlah pemilih yang datang ke bilik-bilik suara. Diperkirakan, rata-rata
85 persen pemilih dari total 33 wilayah administrasi di Mozambique tidak datang
ke bilik-bilik suara karena adanya seruan partai oposisi utama, yakni Gerakan
Perlawanan Mozambique atau RENAMO, untuk memboikot pemilu.

Meskipun hasil pemilu 1998 di Mozambique diakui oleh Mahkamah Agung
– dengan alasan tidak adanya peraturan yang membatalkan hasil-hasil pemilu
karena rendahnya jumlah pemilih – legitimasi dari hasil pemilu lokal itu sangat
diragukan. Kedalaman serta kualitas demokrasi pasca-masa transisi di Mozambique
tidak bisa dikatakan sempurna lantaran kasus itu. Tugas besar yang dihadapi negara
itu melanjutkan upaya untuk meningkatkan legitimasi dari pemerintah terpilih
hasil pemilu-pemilu kotapraja berikutnya.

Pengalaman Mozambique menggarisbawahi kebenaran pernyataan tentang
proses-proses demokratisasi. Transisi dari sistem politik tertutup ke dalam era
keterbukaan pada hakikatnya adalah proses yang lama dan sulit. Pemilu nasional
sangat penting artinya dalam memulai (seperti kasus Afrika Selatan) atau
menyempurnakan (seperti kasus Nigeria) proses panjang ini, namun itu belum
cukup. Pemilu lokal memegang peranan penting dalam upaya demokratisasi,
meskipun ada kenyataan bahwa hasil evaluasi para praktisi dan akademisi
cenderung menyepelekannya.

Pemilu lokal juga telah terbukti sangat penting dan bernilai di dalam sistem
politik di mana kompetisi pada tingkat nasional sangat terkekang atau terisolasi
oleh undang-undang atau dalam praktik. Sebagai ilustrasi, Jim Schiller mengatakan
bahwa:

Hampir dua pertiga pemilih di Indonesia tinggal di luar kota besar di desa atau
kota kecil. Bagi kelompok itu, wajah pemerintah yang paling nyata adalah sosok
kepala desa atau camat. Untuk mewujudkan demokrasi yang bermakna bagi mayoritas
rakyat Indonesia, ketergantungan mereka terhadap pejabat harus dikurangi, dan
kebebasan mereka untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi pemerintahan lokal
harus ditingkatkan.

Contoh pemilihan-pemilihan tingkat desa di Cina juga mempertegas hal ini.
Meskipun Partai Komunis Cina pada tingkat nasional memonopoli politik, ternyata
masih tersisa ruang aktivitas berdemokrasi (yang sama sekali tidak berbasis partai)
bagi warganya. Dengan demikian, pemilu lokal dapat menjadi aspek pengalaman
berdemokrasi yang penting bagi penduduk negara yang iklim politiknya didominasi
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oleh sistem partai tunggal. Pengalaman-pengalaman berharga seperti itu dapat
menyemaikan tunas bagi langkah-langkah demokratisasi di masa mendatang,
seperti yang akan dipaparkan pada studi kasus mengenai Cina di bab ini.
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�� Ujian paling menentukan dalam mengevaluasi
keberhasilan pemilu lokal adalah: apakah isu-isu yang
paling menyentuh kehidupan masyarakat sudah
diperdebatkan dan ditangani.

Semakin besar keberhasilan masyarakat dalam mengatasi isu-isu penting di tingkat
lokal, semakin besar pula sukses pemilu lokal; memang tidak semua isu (misalnya
isu politik luar negeri) dapat diatasi di tingkat lokal, namun banyak isu lainnya
(misalnya isu lingkungan lokal) yang dapat dibahas dan ditindaklanjuti.

Pertanyaan-pertanyan berikut dapat dipakai untuk menganalisis integritas
pemilu lokal:
� Kehendak masyarakat. Apakah pemilu itu dapat menunjukkan bahwa kehendak

masyarakat telah terungkap dan pejabat pemerintah mengakui legitimasi
kehendak itu?

� Kemungkinan adanya pergantian pemenang . Apakah proses pemilu
memungkinkan munculnya pemenang koalisi politik yang lain? Maksudnya,
apakah partai oposisi memiliki peluang untuk menang?

� Membangun kepercayaan. Apakah pemilu itu berhasil membangun kepercayaan
terhadap sistem politik, yakni keyakinan masyarakat atau konstituen bahwa
para pemuka politik atau pejabat terpilih akan melaksanakan mandat mereka
untuk mewujudkan kepentingan umum?

� Pilihan terdidik. Apakah pemilu lokal memberikan kesempatan kepada pemilih
dan kandidat untuk mendefinisikan berbagai isu dan memilih solusi yang tepat
bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat? Apakah pemilu lokal itu
memberi pendidikan kepada warga masyarakat tentang isu-isu penting yang
dihadapi oleh masyarakat?

� Ajang permainan yang setara. Apakah ajang politik di mana para kandidat dan
partai politik itu bermain sudah setara? Maksudnya, adakah kondisi yang
memungkinkan kandidat tertentu memperoleh kemenangan dengan cara lebih
mudah?

� Mandat. Apakah tujuan utama pemilu adalah untuk menimbulkan perseteruan,
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pilihan-pilihan pemenang-menguasai-segalanya di antara para calon dan partai-
partai, atau apakah pemilu dirancang untuk menghasilkan wakil dari berbagai
unsur populasi pemilih, menyerahkan penyelesaian isu-isu sensitif pada tawar-
menawar di antara pejabat-pejabat itu?
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�� Sistem pemilu akan menentukan dan membentuk aturan
main dalam kompetisi politik. Proses penerapan aturan
main itu sangat penting artinya.

Para akademisi dan praktisi sama-sama sepakat bahwa struktur sistem pemilu sangat
penting artinya dan menentukan karakter total dari kehidupan demokrasi itu
sendiri. Opsi-opsi mengenai sistem pemilu itu banyak dibahas akhir-akhir ini
sebagai salah satu peranti untuk “merekayasa” hasil-hasil pemilu, misalnya untuk
menjamin kaum minoritas tidak akan tersisihkan dan tetap mempunyai perwakilan
dan pengaruh manakala politik “pemenang-menguasai-segalanya” timbul. Para
pakar sepakat bahwa pemilihan sistem pemilu untuk menerjemahkan hasil
perolehan suara ke dalam jabatan atau posisi di pemerintahan selalu diikuti oleh
keputusan-keputusan penting – dan kadang-kadang kompromi – mengenai nilai-
nilai tertentu, misalnya pemerintahan yang stabil, hasil pemilu yang jelas,
perwakilan konstituen, akuntabilitas, hubungan dengan konstituen, signifikansi
partai-partai politik, serta derajat pilihan terhadap partai atau calon tertentu.

Sistem pemilu juga dapat mempengaruhi arah dan perkembangan suatu sistem
politik. Sistem pemilu yang akan memberikan kekuasaan dominan bagi pemenang
mayoritas, misalnya, tentu akan melahirkan sistem politik yang diwarnai
perseteruan antara pemerintah dan oposisi. Sebaliknya, bentuk-bentuk perwakilan
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proporsional sering dikatakan dapat menciptakan suasana politik yang akomodatif
meskipun bisa menimbulkan fragmentasi pada sistem politik yang ada.

Pada pemilu lokal, isu-isu sistem pemilu sangat penting sebab sistem itu akan
banyak menentukan peta politik lokal, serta cara-cara para pejabat terpilih
menghadapi konstituen dari sub-distrik, rukun kampung, maupun dalam
menangani masalah kemasyarakatan yang dominan. Di banyak pemerintah
kotapraja yang berciri masyarakat plural seperti sekarang ini, masalah
keanekaragaman etnis, agama, dan gender telah menjadi bahan pertimbangan
penting dalam menentukan sistem pemilu yang paling tepat. Pada berbagai konteks
ada beberapa sistem yang mudah dirombak atau dikonversikan untuk
mengembangkan perdamaian masyarakat setempat.

4.5.1 Memilih Sistem Pemilu yang Tepat
Pada beberapa kasus, pemerintah lokal berhak memilih sistem pemilu sendiri,
sementara ada juga sistem pemilu yang telah diatur oleh undang-undang. Memilih
sistem pemilu yang baik tidaklah berbeda dari merancang desain yang tepat untuk
mengantisipasi berbagai tantangan yang muncul dari keadaan lokal. Menentukan
pilihan sering sangat sulit, sebab melibatkan bermacam-macam keputusan tentang
cara mengatasi berbagai kompromi, misalnya representasi bagi seluruh lapisan
masyarakat yang kemungkinan besar akan melahirkan pemerintahan koalisi yang
rapuh – dan memaksimalkan nilai-nilai seperti menjalin hubungan baik dengan
konstituen, kemudahan untuk saling memahami, melibatkan kelompok masyarakat
tertentu, persaingan politik, proporsionalitas, akuntabilitas, identitas kandidat,
serta pembentukan aliansi antar kekuatan politik yang saling berebut pengaruh.
Sebagai gambaran, di dalam studinya tentang pemerintah-pemerintah lokal di
Amerika Latin.

Andrew Nickson menyatakan bahwa ketergantungan kepada sistem representasi
proporsional dengan daftar tertutup di berbagai negara Amerika Latin telah
memperlemah posisi tawar-menawar masyarakat dan kian memperkokoh
cengkeraman negara dalam kehidupan politik. Nickson menyerukan agar ditempuh
reformasi politik dengan memberlakukan sistem perwakilan proporsional daftar
terbuka.

Memilih sistem pemilu juga menuntut dilakukannya tawar-menawar mengenai
tujuan, makna, dan bentuk pemilu yang akan dilaksanakan. Keputusan yang
diambil bisa mengandung keputusan serius yang mempengaruhi masyarakat,
terutama dalam keputusan untuk memilih sistem pemilu yang bernuansa
persaingan (misalnya memilih calon dari sekian banyak calon yang posisinya saling
berseberangan atau berlawanan) atau sistem demokrasi yang lebih kolaboratif,
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misalnya dalam pemilihan wakil-wakil untuk duduk di forum pengambilan
konsensus seperti dewan kota. Namun, yang jelas, mereformasi peraturan pemilu
adalah hal yang sangat sulit, karena melibatkan pilihan-pilihan mendasar bagi
sebuah masyarakat politik.

Di Italia, misalnya, dilakukan perombakan sistem pemilu pada 1999 yang
memungkinkan dilakukannya pemilihan presiden regional secara langsung (di
negara itu terdapat 20 presiden lokal, 5 di antaranya berstatus khusus). Di daerah,
80 persen kursi dewan diperebutkan oleh mereka yang tercantum di dalam daftar
calon tingkat propinsi dengan sistem perwakilan proporsional. Sisanya yang 20
persen dialokasikan bagi para calon yang tercantum di dalam daftar calon tingkat
regional yang mempunyai jumlah pemilih terbanyak. Nama-nama awal pada daftar
partai adalah calon kandidat presiden giunta (daerah), dan partai yang memperoleh
suara terbanyak akan mempunyai presiden. Untuk pertama kalinya, pada April
2000, para pemilih secara langsung memberikan suara untuk memilih calon
presiden pada pemilu yang dilaksanakan serentak di seluruh negara.
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4.5.2 Opsi-Opsi Utama Sistem Pemilu
Opsi-opsi utama sistem pemilu lokal mencerminkan pilihan-pilihan yang ada untuk
pemilu lain, misalnya pemilu tingkat nasional atau sistem pemilu untuk sebuah
organisasi serikat buruh.

Tiga tipe utama sistem pemilu adalah sistem pluralitas-mayoritas, sistem semi-
proporsional, atau sistem proporsional. Unsur-unsur dari sistem-sistem ini juga
dapat dikombinasikan, dan karenanya banyak sekali variasi opsi sistem pemilu
yang dapat diterapkan untuk pemerintahan perkotaan. Ada tiga elemen utama
yang akan kita bahas di sini:
� Formula pemilihan, yang mendefinisikan metode mentransfer suara menjadi

kursi-kursi di dewan;
� Struktur pemungutan suara, atau cara menampilkan calon atau partai di kertas

suara atau di dalam metode pemungutan suara yang lain; dan,
� Besarnya distrik/daerah pemilihan, atau banyaknya jumlah kandidat yang dipilih

dari suatu distrik (prinsip umumnya, semakin besar distriknya, semakin besar
pola tingkat proporsionalitasnya).

Sedangkan sistem-sistem pemilu yang terpenting adalah sebagai berikut:

Sistem Pluralitas atau Mayoritas. Sistem pluralitas atau sistem mayoritas dapat
digunakan untuk memilih pejabat eksekutif (walikota atau jabatan-jabatan sejenis)
atau anggota legislatif (dewan kota atau setara dengan anggota DPRD) dan
pemegang jabatan-jabatan lainnya.

Sistem “First-past-the post.” Sistem ini merupakan sistem paling sederhana untuk
menetapkan calon tunggal di sebuah distrik. Calon (bukan partai) yang paling
banyak memperoleh suara akan memperoleh kursi; ini belum tentu berarti
calon yang bersangkutan akan memenangkan suara mayoritas.
Sistem dua putaran atau “run-off ”. Jika pada pemungutan suara putaran pertama
tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas, akan dilakukan satu
lagi putaran penentuan (run-off) untuk menentukan pemenang utama dari
dua (atau mungkin lebih) calon terkuat. Siapa pun yang nantinya memperoleh
suara terbesar pada putaran kedua itu akan dinyatakan sebagai calon terpilih,
tanpa mempedulikan yang bersangkutan memperoleh dukungan mayoritas
atau tidak.
Sistem “block vote”. Sistem ini digunakan pada distrik pemilihan yang memiliki
banyak wakil; dan memberi keleluasaan kepada para pemilih untuk
memberikan lebih dari satu suara, sesuai dengan jumlah calon atau kursi yang
ada. Pemungutan suaranya dilakukan untuk memilih calon atau partai. Metode
penghitungan suaranya sama dengan metode yang berlaku pada sistem first-
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past-the-post, di mana calon yang memperoleh suara terbanyak akan dinyatakan
memperoleh kursi.
Sistem “alternative vote”. Sistem ini digunakan pada distrik dengan satu wakil
dan mengharuskan para pemilih menuliskan urutan calon-calon pilihan mereka
mulai dari urutan ke satu, kedua, dan seterusnya di kertas suara yang tersedia.
Calon yang mendapatkan suara urutan pertama lebih dari 50 persen dinyatakan
sebagai calon pemenang. Jika tidak ada calon yang memeperoleh suara
mayoritas mutlak sebagai calon urutan pertama, pemungutan suara diulang
sampai muncul calon yang memperoleh kemenangan mayoritas.

Sistem Semi-Proporsional atau Sistem Campuran

Sistem paralel. Pada sistem ini, sistem pewakilan proporsional dikombinasikan
dengan sistem pluralitas-mayoritas, namun kedua sistem ini dijalankan secara
paralel, dan kursi-kursi yang dimenangkan melalui sistem proporsional ini
tidak dapat mengkompensasi variasi proporsi perbandingan jumlah suara
dengan kursi yang tersedia yang disebabkan oleh pemilihan calon-calon pada
distrik beranggota tunggal.
Sistem “single non-transferable vote”. Sistem ini sebenarnya adalah kombinasi
antara sistem first-past-the-post dan distrik beranggota banyak, di mana para
pemilih hanya memberi satu suara. Dengan demikian, satu, dua, atau tiga
kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan muncul sebagai calon terpilih.

Sistem Perwakilan Proporsional. Di dalam sistem ini jumlah suara kurang
lebih sebanding dengan jumlah kursi yang tersedia (misalnya untuk kursi dewan
kota).

Sistem daftar. Sistem ini memungkinkan masing-masing partai membuat dan
menunjukkan daftar calon mereka kepada para pemilih yang pada hari pemilu
akan memberikan suara untuk partai pilihannya. Partai-partai akan
mendapatkan kursi yang jumlahnya sebanding dengan jumlah suara yang
mereka rebut. Calon anggota dewan atau pejabat terpilih akan ditetapkan
dari daftar yang dimiliki partai. Sistem daftar ini bisa bersifat tertutup (atau
“tetap”, di mana nama calon yang sudah ada di dalam daftar tidak bisa diubah-
ubah) atau terbuka (para pemilih bisa menentukan urutan prioritas calon
pilihan mereka sesuai yang tertera di daftar). Pada beberapa kasus, partai-
partai dapat menggabungkan daftar calon mereka itu lewat mekanisme yang
disebut apparentement (kesepakatan yang dibuat partai-partai, biasanya yang
sama-sama memiliki basis lokal atau regional, untuk menggabungkan hasil
perolehan suara mereka).
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Sistem “mixed member proportional”. Dalam sistem ini, sebagian kursi dewan
(biasanya setengah) diseleksi dengan menggunakan metode mayoritas-
pluralitas, kemudian sisa kursi lainnya ditentukan lewat metode daftar. Kursi-
kursi yang diperoleh lewat metode daftar digunakan untuk mengkompensasi
ketidaksebandingan yang timbul dari sistem lainnya, sehingga lewat
penghitungan suara umum nanti akan dihasilkan komposisi kursi dewan yang
proporsional.
Sistem “single transferable vote”. Sistem ini bersifat preferensial dan digunakan
pada distrik-distrik beranggota banyak. Untuk memenangkan pemilu, para
calon harus melampaui kuota tertentu dari suara yang menempatkan mereka
sebagai calon di urutan pertama. Preferensi para pemilih itu kemudian
ditransferkan kepada calon lainnya, jika ada calon yang tidak lolos kuota (karena
minimnya perolehan suara yang dia dapatkan) atau ada calon yang memperoleh
surplus suara. Hasil yang diperoleh dari sistem ini adalah komposisi dewan
yang proporsional, di mana para pejabat atau anggota legislatif terpilih memiliki
hubungan langsung dengan konstituen-konstituen tertentu.

4.5.3 Pertimbangan Khusus tentang Demokrasi Lokal
Di antara beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sistem pemilu
untuk pemerintah lokal adalah pengaruh penting dari faktor geografis dan
personalitas, serta kecenderungan munculnya calon-calon independen, yakni
tokoh-tokoh pilihan khalayak yang tidak terikat pada satu distrik pemilihan, yang
kadang-kadang dipilih bersama-sama dengan calon lain yang berbasis konstituen.

Geografi dan ruang. Distrik dan batas-batas wilayahnya sangat penting artinya
bagi demokrasi lokal. Aspek dimensi geografis menjadi penting karena berbagai
isu yang diputuskan di tingkat lokal tentunya isu yang menyentuh kehidupan
sehari-hari, misalnya penyediaan layanan publik, keamanan kampung, identitas
wilayah (karakter suatu rukun kampung yang ditandai oleh faktor-faktor etnis,
agama, kebudayaaan, dan ras), pembangunan ekonomi, transportasi, sekolah, dan
sebagainya. Sewajarnyalah bila orang sangat mengenali daerah tempat tinggal
mereka, dan mereka memiliki kepentingan yang sama dengan orang-orang lain
yang sama-sama tinggal di suatu bagian kota.

Karena alasan inilah, banyak sistem pemilu lokal yang membagi-bagi batas
wilayah distrik pemilihan ke dalam sebuah sistem ward (distrik kecil), rukun
kampung, atau sub-wilayah (sub-municipal). Sistem ini sangat menguntungkan,
antara lain berupa terjaminnya keterwakilan konstituen, namun juga bisa
membawa masalah, manakala kaum minoritas yang tinggal di dalam batas-batas
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distrik itu tidak terwakili sepenuhnya. Langkah pembatasan wilayah pemilihan
atau pendistrikan itu banyak membawa manfaat selain juga masalah.

Salah satu solusinya adalah prinsip “jeruji roda”, di mana pembatasan wilayah
pemilihan atau distrik tidak hanya didasarkan atas kelompok komunitas, namun
berdasarkan segmen dari lingkaran yang ditetapkan dari titik pusat kota.
Maksudnya, pembagian distrik itu dilakukan dengan cara seolah-olah membagi
kota itu ke dalam beberapa potongan yang sama besar (mirip orang membelah-
belah kue). Opsi ini memungkinkan terciptanya distrik-distrik yang di dalamnya
tercakup komunitas-komunitas kota dan pinggiran kota (suburban) serta campuran
dari berbagai kelas masyarakat dan kelompok etnis; sistem pembagian distrik seperti
ini mengesampingkan aspek-aspek batas wilayah kota (dari segi etnis atau
demografis)  atau ciri geografis.

Kepribadian. Karena pejabat lokal biasanya sangat dikenal oleh pemilih – dan
kerap dipilih karena faktor kepribadian mereka – dan karena masyarakat kota sering
mempercayakan mandat mereka kepada seorang tokoh eksekutif yang kuat, jelaslah
bahwa peranan sosok individu dan kepribadiannya sangat penting dalam politik
lokal. Orientasi yang kuat pada faktor kepribadian atau individu ini cenderung
memberlakukan sistem mayoritas di dalam memilih pejabat eksekutif, dan tidak
jarang terpaksa menempuh mekanisme putaran kedua (run-off) jika pada putaran
pemilihan pertama belum ada calon yang memperoleh suara terbanyak.

Kepadatan perwakilan. Besar-kecilnya distrik adalah faktor penting. Seperti
ditulis oleh John Stewart:

Pemerintah lokal berpotensi mencapai suatu skala keterwakilan konstituen yang
secara kualitatif sangat berbeda dari keterwakilan di tingkat nasional… Keterwakilan
itu harus dibangun atas dasar hubungan yang terjalin terus-menerus antara para
dewan kota dan segenap konstituen yang mereka wakili. Semakin kuat patisipasi
warga masyarakat di dalam proses-proses pemerintahan, maka kian kuat pula
keterwakilan mereka.

Meskipun belum ada panduan umum yang mengatur hal ini, sesungguhnya
faktor penting yang perlu dikaji adalah jumlah angota dewan sebagai rasio dari
jumlah penduduk yang sudah berhak memilih di suatu distrik pemilihan. Sistem-
sistem pemerintahan lokal memiliki peluang untuk memperkecil rasio itu
(memberikan perwakilan lebih besar kepada lebih sedikit rakyat). Maksudnya,
keterwakilan itu akan dipertinggi jika distriknya lebih kecil.

Opsi-opsi PR dan calon “bebas”. Aspek penting lain dari pemilihan sistem pemilu
lokal adalah maraknya penggunaan sistem keterwakilan proporsional (proportional
representation atau PR) pada sebuah wilayah kotapraja. Pada kasus yang demikian,
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digunakan sistem keterwakilan proporsional daftar tunggal (berbasis partai) untuk
mencerminkan (secara proporsional) berbagai pendapat politik. Pemilihan sistem
pemilu seperti ini cukup kondusif untuk membentuk dewan daerah yang luas
cakupan perwakilannya, dan meniadakan perlunya pendistrikan sub-wilayah. Salah
satu masalah yang ditimbulkannya adalah sistem ini memiliki kecenderungan lebih
menguntungkan partai dan mengorbankan calon perorangan atau wakil-wakil
dari organisasi massa setempat yang tidak memiliki basis partai.

Mekanisme lain yang banyak digunakan adalah dengan memilih calon-calon
“bebas” yang tidak terikat distrik sub-wilayah tertentu. Manakala calon-calon itu
terpilih, hasil pemilu yang lebih proporsional bisa diperoleh dengan memodifikasi
beberapa peraturan pemilihan. Dengan demikian, suatu derajat proporsionalitas
tertentu dapat dicapai melalui komposisi kursi dewan yang berisi anggota-anggota
dari kandidat bebas itu, sembari tetap mempertahankan orientasi utama dari sistem
permilu yang berlaku, yakni perwakilan berbasis konstituen.

��1�2�.�����������������.������������#����

� Referendum dapat memberi kesempatan bagi pemilih
untuk secara langsung menyatakan pilihannya menyangkut
kebijakan-kebijakan yang penting, namun juga
mengandung beberapa risiko potensial.

Salah satu metode yang menanjak popularitasnya adalah referendum yang diadakan
untuk memutuskan berbagai isu yang menyebabkan perselisihan. Pada sebuah
referendum, isu publik yang tidak dapat diselesaikan tanpa secara langsung
menanyakan kehendak rakyat akan ditindaklanjuti ke dalam suatu jajak pendapat
yang berisi serangkaian pertanyaan. Para pemilih diminta menjawab “ya” atau
“tidak” pada sejumlah pertanyaan, dan pada umumnya hasilnya akan ditetapkan
berdasar perolehan suara yang mencapai 50 persen atau lebih, meskipun ada
beberapa isu yang memerlukan suara “mayoritas super”, misalnya dua pertiga atau
67 persen suara yang menyatakan menerima atau menolak suatu proposal.

Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipikirkan sebelum menyelenggarakan
referendum yang dimaksudkan untuk menenetukan sikap mengenai suatu
kebijakan publik adalah:
� Tepatkah isu yang bersangkutan diputuskan secara langsung oleh rakyat?
� Apakah rakyat cukup berminat untuk menjawab pertanyaan yang disodorkan

kepada mereka?
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� Bagaimana cara melaksanakan referendum itu atau memasukkannya ke kertas
suara?

� Bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang tepat?
� Seberapa intensifkah silang pendapat mengenai isu itu?
� Apakah konsekuensi yang akan timbul dari jawaban “ya” atau “tidak” itu kelak?
� Bagaimanakah peraturan yang menetapkan pendapat akhir (berapakah jumlah

suara minimal atau maksimal yang akan menentukan berhasil atau gagalnya
referendum)?

� Apakah masyarakat perlu dididik atau diberi informasi tentang berbagai
dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan oleh isu itu?

Inisiatif warga masyarakat telah banyak mendesak pemerintah untuk mengadakan
referendum untuk menyelesaikan berbagai isu, misalnya masalah perburuan
binatang, aborsi, transportasi, perpajakan, dan pelayanan kesehatan, terutama di
Amerika Serikat. Pada Januari 1999, Mahkamah Agung Amerika Serikat diminta
memberi fatwa mengenai validitas metode-metode referendum ini ketika
pemerintah Negara Bagian Colorado menyatakan bahwa inisiatif seperti ini perlu
dikontrol dengan ketat. Mahkamah Agung kemudian memutuskan bahwa
membatasi inisiatif referendum merupakan pelanggaran hak-hak konstitusi yang
menyangkut kebebasan berbicara.

Kadang-kadang isu di dalam referendum berkembang lebih besar daripada
pertanyaan spesifik yang disodorkan kepada pemilih, dengan munculnya, misalnya,
pertanyaan seputar kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang berkuasa. Inilah
salah satu hasil interpretasi dari kekalahan pada referendum November 1999 di
Portugal, mengenai rencana pembagian kekuasaan ke daerah. Rencana pemerintah
mengusulkan negara Portugal dibagi ke dalam delapan daerah, dengan harapan
bahwa kekuasaan yang dilimpahkan kepada daerah-daerah itu nanti akan
merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah pedesaan yang terpencil.
Dalam rencana itu diusulkan untuk membentuk dewan-dewan regional dan
memberi ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan ekonomi.
Para penentang rencana itu berargumentasi bahwa langkah itu akan mengancam
kesatuan nasional, membawa inkonsistensi dalam hal kebijakan ekonomi, dan
munculnya lapisan-lapisan administrasi pemerintahan yang tidak perlu. Dalam
referendum itu, 63 persen pemilih menolak rencana itu.

Karena pendidikan kepada publik merupakan aspek penting proses referendum,
beberapa negara dan pemerintah daerah bahkan menyewa jasa konsultan kampanye
untuk melobi masyarakat agar mendukung isu-isu yang akan diajukan di kartu
suara, melaksanakan kampanye yang mendorong warga untuk menolak atau
menerima isu referendum. Kian maraknya praktik penggunaan konsultan membuat
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banyak pihak berpendapat bahwa referendum bisa berubah menjadi anti-
demokratis jika sejumlah besar dana dipertaruhkan, dan konsultan digunakan
untuk memanipulasi proses politik dan mempengaruhi pemilih. Ada juga pihak
yang mengatakan bahwa konsultan-konsultan itu memiliki perananan penting
dalam kehidupan demokrasi, sehingga setiap usaha membatasi ruang gerak mereka
atau melarang penggunaan jasa mereka akan sama saja dengan melanggar
kebebasan berbicara, berserikat, dan melakukan advokasi.
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� Pengembangan demokrasi di dalam partai-partai politik
adalah tantangan utama bagi semua negara penganut
demokrasi.

Pemilihan sistem pemilu bisa berdampak pada pertumbuhan partai-partai politik
lokal, hubungan mereka dengan partai-partai nasional, dan terhadap praktik
demokrasi internal dari struktur partai-partai lokal. Di dalam sistem pluralitas-
mayoritas, pengujian kualitas setiap individu calon oleh publik sangat penting
artinya; sistem daftar keterwakilan proporsional menuntut partai politik lebih
seksama dan hati-hati dalam menyeleksi calon. Karena alasan inilah banyak pihak
menggarisbawahi pentingnya praktik-praktik demokratis internal di dalam partai
politik sebagai salah satu cara meningkatkan mutu demokrasi perwakilan.

Namun ternyata banyak negara atau pemerintah daerah tidak mau
mengembangkan partai politik lokal. Alasan mereka, pembentukan partai politik
lokal pada tahapan ini justru dapat menghancurkan perkembangan demokrasi
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lokal. Di Kanada, misalnya, partai-partai politik lokal hanya bermunculan di kota-
kota yang jumlah penduduknya lebih dari 20.000 jiwa. Kandidat-kandidat yang
mencalonkan diri untuk suatu jabatan bersaing sebagai individu, bukan atas dasar
afiliasi dengan partai tertentu. Sistem demokrasi lokal bebas partai seperti ini
memiliki kelebihan tersendiri: kandidat yang memenangkan pemilihan bebas
berbicara mewakili seluruh masyarakat, tokoh-tokoh walikota dari berbagai kota
dapat menjalin kerjasama tanpa label kepartaian, dan kandidat yang paling sanggup
memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh suara terbanyak.

Kesulitan-kesulitan dalam mengembangkan partai politik di bawah
pemerintahan kotapraja yang demokrasinya sudah mapan tentu berbeda dengan
yang terjadi di dalam kondisi pemerintahan pasca-transisi atau pasca-perang. Pada
sistem demokrasi yang mapan, afiliasi atau ketergantungan pada loyalitas pemilih
sangat kuat, jaringan kerja organisasi partai sangat mantap, dan kepemimpinan
politik intern partai lebih stabil dan kohesif. Dalam kondisi seperti ini, sangat
kecil terjadi kemungkinan perubahan yang drastis. Namun, stabilitas sistem partai
juga memiliki sisi buruk; partai-partai lokal yang stabil dan mantap cenderung
lamban mengantisipasi perubahan dan tantangan yang muncul di berbagai daerah.
Di negara-negara yang sedang mengalami transisi, perkembangan partai politik
masih belum mapan, dan banyak diwarnai oleh muncul dan bubarnya partai-
partai baru yang kerap hanya mengandalkan seorang tokoh kharismatik.

Di negara-negara pasca-perang, perkembangan partai politik sering
mencerminkan perpecahan masyarakat yang diakibatkan oleh perang, dan besar-
kecilnya kemungkinan terjadinya rekonsiliasi nasional pun kerap dipengaruhi oleh
percaturan politik intern partai. Contoh paling mutakhir dari pentingnya pengaruh
kondisi politik intern partai pada tingkat lokal adalah kondisi hubungan intern di
partai-partai Irlandia Utara yang mendukung penyatuan dengan Kerajaan Inggris
(Unionist) dan di dalam faksi-faksi nasionalis (yang anti-Inggris dan mendukung
untuk bergabung dengan Republik Irlandia). Di dalam partai Ulster Unionist
yang dipimpin David Trimble, terjadi perdebatan sengit antara kubu moderat
dan kubu konservatif menyangkut jadi atau tidaknya dilaksanakan Good Friday
Agreement (Kesepakatan Hari Isa Almasih) yang mengatur masalah otonomi daerah.
Hasil pemilihan dengan kemenangan tipis pada November 1999 menetapkan
bahwa partai itu setuju bergabung dengan dewan yang baru dibentuk. Pada saat
yang sama, berbagai perdebatan seru yang terjadi di dalam Sinn Fein sering
menetapkan pendapat partai-partai nasionalis dalam berbagai perundingan dan
tahapan implementasi kesepakatan damai.

Pada umumnya masyarakat percaya adanya “hak” untuk membentuk partai,
dan bahwa partai-partai politik sebagai suatu perserikatan warga juga memiliki
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“hak” tersendiri. Pandangan ini banyak diperdebatkan di berbagai negara, misalnya
di Uganda, yang lebih mendukung demokrasi non-partai. Di antara “hak-hak
partai politik” yang diakui khalayak adalah:
� Hak untuk mendirikan partai politik yang berbasis pada kepentingan politik

atau ekonomi;
� Hak (yang dipertanyakan berbagai pihak) untuk mendirikan partai politik

atas dasar basis regional, etnis, agama, atau kelompok identitas lainnya;
� Hak seseorang untuk mengajukan diri sebagai calon independen dan

memperoleh hak yang sama untuk bersaing dengan calon-calon lain yang
memiliki basis partai;

� Hak untuk mendirikan partai-partai yang terfokus pada satu isu saja atau untuk
membentuk koalisi ad hoc untuk menyelesaikan suatu isu;

� Hak untuk memperoleh tempat di forum-forum masyarakat yang didukung
atau disponsori oleh publik.

Isu penting yang banyak muncul di berbagai daerah kotapraja adalah apakah partai-
partai politik dan perserikatan sejenis (terutama asosiasi-asosiasi masyarakat madani
dan kelompok-kelompok yang didanai masyarakat) memiliki hak untuk menolak
atau mengecualikan seseorang. Isu-isu itu memang sarat konflik mengingat partai-
partai politik dan forum perwakilan masyarakat itu demikin penting artinya dalam
mendefinisikan suatu masyarakat politik dan menetapkan bagaimana jalannya
pemerintahan bagi komunitas yang bersangkutan.

4.7.1 Perkembangan Partai Lokal
Membina demokrasi di dalam partai-partai politik merupakan tantangan berat, baik
bagi masyarakat demokratis yang telah mapan maupun yang masih dalam fase transisi,
dan dalam berbagai situasi apa pun di seluruh dunia, selalu ada tantangan nyata
dalam usaha-usaha mengembangkan struktur partai lokal yang efektif. Jaringan-
jaringan kerja yang mencoba menyalurkan kepentingannya ke tingkat yang lebih
tinggi – terbentuknya koalisi di kalangan orang-orang yang memiliki kesamaan visi,
misalnya – bisa saja disalahgunakan untuk menciptakan jaringan-jaringan yang
menampilkan perilaku anti-demokrasi seperti nepotisme dan korupsi. Berbagai
macam manuver dan perjanjian-perjanjian politik dalam pembentukan koalisi kerap
mendorong partai-partai politik menyusun agenda dan berbagai kepentingan yang
sempit dan picik, yang mengkhianati amanat masyarakat yang (menurut klaim
mereka) mereka wakili. Isu penting dalam pengembangkan partai politik lokal adalah
tata cara atau metode rekrutmen aktivis dan anggota partai, serta tingkat serta sifat
pengorganisasian masyarakat akar rumput.
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Pengucilan terhadap kelompok yang secara tradisionil tidak memiliki
perwakilan juga merupakan isu hangat di berbagai tempat. Kadang-kadang
solusinya adalah tanggung jawab partai politik untuk menjamin bahwa seluruh
kandidat yang dimilikinya telah merefleksikan komposisi masyarakat konstituen.
Di India, misalnya, sudah ada undang-undang yang menetapkan sepertiga jatah
jabatan panchat (pemerintah daerah) harus dipegang oleh perempuan. Perubahan
hukum ini merupakan revolusi bagi partai-partai politik dalam kaitannya dengan
tata cara mereka mencari, menominasikan, dan mempromosikan calon-calonnya,
sekaligus menetapkan hubungan antara masing-masing kandidat dan jabatan yang
akan diembannya. Banyak yang mengatakan perubahan-perubahan itu telah
berpengaruh terhadap agenda dan kebijakan partai, dengan penitikberatan pada
isu-isu yang khususnya merupakan perhatian kaum perempuan, misalnya soal
kesehatan, sanitasi, atau gizi.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah masalah pendanaan kegiatan
kampanye, uang kebutuhan anggota, dan pengaruh uang dalam politik. Selama
uang berpengaruh besar terhadap sepak terjang partai dan posisi kandidat, akan
terjadi pembusukan terhadap semangat demokrasi yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat, baik si kaya maupun si miskin. Isu-isu nyata perihal akses ke
dalam sistem politik akan mengemuka manakala uang sudah memainkan peranan
jahatnya di dalam perkembangan partai politik dan mewarnai hubungan partai
itu dengan seluruh institusi pemilihan umum. Karena itu, transparansi dan
kejujuran merupakan unsur penting dalam pendanaan kampanye.

Berbagai keprihatinan tentang jual beli pengaruh dan money politics telah
mendorong banyak pihak memusatkan perhatian pada tata cara mendorong
tumbuhnya demokrasi dari tingkat yang paling rendah, hingga ke tata cara
meningkatkan pengaruh partai politik lokal terhadap lapisan-lapisan pemerintahan
yang lebih atas. Sebagai contoh, di Eropa banyak organisasi politik lokal yang
mempunyai andil penting dan langsung dalam proses seleksi terhadap anggota-
anggota Parlemen Eropa.

4.7.2 Demokrasi di dalam Partai
Prosedur-prosedur yang demokratis perlu ditanamkan ke dalam tingkat organisasi
politik yang paling rendah, supaya sistem demokrasi yang benar-benar utuh dapat
terwujud, dan ini berarti bahwa langkah itu harus dimulai dari tingkat kantor
pimpinan cabang (partai yang bersangkutan). Lagi-lagi, dalam kasus ini ada
serangkaian pertanyaan yang dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi seberapa
demokratiskah kondisi sebuah organisasi politik lokal. Rangkaian pertanyaan itu
hanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi beberapa isu pokok yang perlu dibahas
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dalam sebuah organiasi politik yang tengah berusaha meningkatkan prosedur-
posedur demokratis internalnya agar lebih praktis – dengan kata lain, pertanyaan-
pertanyaan berikut jangan dianggap sebagai satu-satunya resep mujarab untuk
meningkatkn demokrasi intern partai.
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Perhatian besar dari masyarakat dunia terhadap peranan uang dalam politik
demokratis menunjukkan perlunya dicari langkah-langkah inovatif untuk
memulihkan kepercayaan dan peran serta masyarakat dalam demokrasi dan
mendorong mereka agar dapat secara langsung menyuarakan pendapatnya. Di
dalam praktiknya, melibatkan segenap warga masyarakat ke dalam suatu kancah
politik besar (misalnya di kota-kota besar) sangatlah sulit; terlalu banyak suara
yang harus didengar. Salah satu jalan keluarnya adalah melakukan desentralisasi
lebih jauh dengan membentuk lembaga-lembaga demokrasi sub-wilayah; cara yang
lain barangkali adalah dengan menyempurnakan sistem pemilu dan memperkuat
demokrasi internal di dalam partai-partai politik. Opsi yang ketiga adalah
meningkatkan partisipasi masyarakat di luar metode tradisional yang ada –
maksudnya, mencari metode-metode inovatif selain pemungutan suara. Hal ini
akan dibahas pada Bab 5.
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ering isu-isu sulit yang dihadapi suatu masyarakat begitu
kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan yang saling
berseberangan, sehingga sangat sulit diselesaikan lewat

pemungutan suara. Memfasilitasi partisipasi warga masyarakat
dalam proses-proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan
demokrasi elektoral dengan cara membangun kepercayaan dan
keyakinan masyarakat, dan dengan cara mengatasi serta
menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang tidak dapat
diselesaikan melalui pemungutan suara semata. Sesungguhnya, salah
satu fungsi utama dari pendekatan kolaboratif adalah
kemampuannya dalam mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh
kekalahan dalam pemilu, sehingga dapat mengurangi politik yang
bersifat pemenang menguasai segalanya (winner-take-all) yang
berpotensi menyulut konflik.

Bab ini akan membahas manfaat dari meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pemerintahan lokal, meski pada beberapa kasus
juga akan ditunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam jumlah
yang terlalu besar akan menyebabkan proses pengambilan
keputusan menjadi tidak terfokus dan sulit dikendalikan. Dalam
hal ini faktor keterampilan dan bekal pelatihan bagi fasilitator sangat
berperan. Pengetahuan mengenai opsi-opsi dalam proses
pengambilan keputusan, keterampilan menjadi fasilitator, dan
keyakinan bahwa setiap kebuntuan (deadlock) pasti ada jalan
keluarnya, merupakan kunci utama keberhasilan. Isu-isu yang akan
dibahas di dalam bab ini mencakup:

Opsi-opsi inovatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
di seluruh dunia;

Hubungan antara keterampilan-keterampilan bernegosiasi,
menjadi penengah dan menjadi fasilitator dengan keberhasilan
menangani/mengelola partisipasi masyarakat secara efektif;
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Kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam upaya
memberdayakan masyarakat untuk mengambil keputusan lewat
mekanisme-mekanisme itu;

Cara-cara mengevaluasi berbagai pengambilan keputusan yang
berorientasi konsensus; dan kondisi-kondisi apa saja yang
membuat pendekatan-pendekatan itu diperlukan atau sulit
diterapkan; dan,

Pentingnya komunikasi dan pendidikan bagi suatu demokrasi
yang partisipatoris, dan metode-metode partisipasi terbaru
dengan memanfaatkan teknologi informasi.

����������	
�����������	
�	��������������������������	
�������������

��Melibatkan segenap komponen masyarakat dalam
pengambilan kebijakan akan meningkatkan arus informasi,
akuntabilitas, dan perlindungan kepada masyarakat;
langkah tersebut juga memberikan suara secara langsung
pada pihak-pihak  yang terimbas langsung oleh kebijakan
publik.

Yang dimaksud dengan kegiatan masyarakat kolaboratif adalah berbagai kebijakan
dan metode untuk menciptakan peluang bagi warga masyarakat untuk langsung
terlibat dalam penentuan kebijakan publik berikut pelaksanaannya. Sering, lewat
pengambilan keputusan kolaboratif itu, berbagai kepentingan dan identitas
masyarakat dapat terwakili, dan berbagai sudut pandang dan pendapat dihargai
dan diintegrasikan ke dalam sebuah keputusan kolektif. Meski proses pengambilan
keputusan itu bisa sulit, rumit, makan waktu, dan kadang-kadang sulit terwujud,
manakala sebuah keputusan berdasar konsensus dicapai, hasilnya kerap lebih absah
(legitimate) dan diterima khalayak ketimbang keputusan yang diambil sepihak
oleh para pejabat yang tidak mengatasnamakan siapa pun.

Dalam mengevaluasi tipe pendekatan untuk pengambilan keputusan
kolaboratif yang tepat, sebaiknya tetap mengingat dua perbedaan utama yang
menyangkut masalah pengambilan keputusan kolaboratif itu, yakni: perbedaan
antara metode-metode manajemen pengambilan keputusan yang bersifat ad hoc
serta tergantung isu yang merebak di masyarakat (misalnya pertikaian bertopik



189

lingkungan yang disebabkan oleh pemilihan lokasi pengelolaan limbah) dengan
organisasi kolaboratif yang permanen, yang membahas dan mengatasi isu-isu
permanen, seperti pendidikan dan perencanaan tata kota; serta perbedaan antara
proses-proses yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat dan proses-proses
yang hanya melibatkan pihak-pihak yang secara khusus juga berkepentingan
dengan isu spesifik dan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan besar.

Menyusun prosedur-prosedur partisipasi yang efektif untuk masyarakat lokal
dapat memberikan berbagai peluang strategis untuk membangun demokrasi dan
mengatasi konflik sosial yang berkembang pada tingkat nasional. Pemerintah lokal
yang ditandai keterlibatan masyarakat yang kuat dan disertai partisipasi yang
bermakna, merupakan fondasi dasar bagi demokrasi.

5.1.1 Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Ada berbagai alasan mengapa partisipasi dan kolaborasi masyarakat perlu didorong
dan difasilitasi. Alasan yang mendasar, mungkin, adalah karena partisipasi itu sendiri
adalah bagian inti dari makna hakiki demokrasi. Partisipasi masyarakat penting
bagi sebuah pemerintahan yang baik dalam upayanya untuk meningkatkan arus
informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta
memberi suara bagi pihak-pihak yang paling terimbas oleh kebijakan publik yang
diterapkan. Pakar demokrasi Robert Dahl menggarisbawahi pentingnya konsep
“partisipasi efektif ” – yakni warga masyarakat memiliki peluang yang cukup dan
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sama untuk menyatakan pilihan mereka, mengajukan pertanyan-pertanyan
mengenai agenda, dan menyampaikan alasan mengapa mereka lebih mendukung
salah satu solusi atau opsi.

Prosedur-prosedur yang mengutamakan dan melestarikan partisipasi
(masyarakat) dalam pemilu dan berbagai pengambilan keputusan yang didukung
konsensus dapat menghasilkan keputusan yang lebih tinggi keabsahannya sebab
masyarakat sudah dilibatkan dalam menyusun keputusan itu, seperti ditegaskan
oleh Jane Mansbridge dalam bukunya Beyond Adversary Democracy. Buku itu
terutama memaparkan bagaimana pengambilan keputusan kolektif yang dilakukan
di sebuah tempat kerja dan gedung balaikota di daerah New England (Amerika
Serikat) dapat menghasilkan solusi-solusi yang lebih mantap ketimbang keputusan
yang ditempuh lewat metode pemilu atau melalui pendekatan kekuasaan.

Salah satu hasil praktis dari partisipasi adalah terciptanya apa yang disebut
“modal sosial” (social capital). Modal sosial adalah kepercayaan dan keyakinan
yang terbentuk manakala pemerintah dan masyarakat sipil bertemu dan berembug
untuk mengupayakan kebaikan bagi semua pihak, demikian dijelaskan ilmuwan
politik Robert Putnam. Modal sosial merupakan basis legitimasi bagi lembaga-
lembaga pemerintahan resmi, dan sangat penting untuk mewujudkan
pemerintahan yang efektif dan efisien. Tanpa adanya modal sosial ini – maksudnya
jika kepercayaan dan keyakinan masyarakat demikian rendah – pekerjaan
pemerintah akan terhambat; dan pada akhirnya, masyarakat yang tidak memiliki
kepercayaan kepada pemerintah itu akan menjadi masyarakat yang tidak mampu
menjalankan fungsi sebagaimana diharapkan; dan skenario terburuk yang bisa
terjadi adalah merebaknya tindak kekerasan di antara kekuatan-kekuatan sosial
yang bersaing. Kegiatan masyarakat kolaboratif dapat menjadi peranti yang amat
penting dalam menyegarkan kembali modal sosial yang sudah ada, atau
menyemaikannya jika belum ada.

Dengan kian meningkatnya kemajemukan masyarakat, proses-proses
pengambilan keputusan yang kolaboratif dapat menyediakan metode-metode baru
untuk mencegah, menangani, dan mengatasi pertikaian masyarakat. Di AS,
misalnya, para aktivis pemerintahan lokal banyak mengambil inisiatif untuk
mengintegrasikan kemajemukan masyarakat di sana ke dalam berbagai bentuk
partisipasi yang baru. Laporan dari National Civic League tahun 1997 menyatakan:

Seiring dengan kian meningkatnya jumlah dan kemajemukan para aktor yang
ingin berperan serta di dalam keputusan-keputusan masyarakat, proses
pengambilan keputusan yang memungkinkan mereka mengakses ke proses-
proses itu juga wajib ditingkatkan. Menyatukan berbagai aktor itu – mencari
kesamaan visi dan mendefinisikan kepentingan bersama – merupakan sebuah
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proses pencarian jati diri di mana segenap anggota masyarakat akan
menyadari bahwa mereka memiliki bakat dan ide-ide yang diperlukan untuk
meningkatkan kehidupan mereka sendiri dan tetangga di sekitarnya.

Akhirnya, tekanan masyarakat internasional terhadap pemerintah lokal juga
akan meningkat, sebab sistem perekonomian internasional jelas berdampak pada
berbagai isu penting yang ditangani oleh para pengambil keputusan di tingkat
lokal, bersama dengan kian ketatnya standar internasional mengenai pengambilan
keputusan yang demokratis. Perlunya meningkatkan partisipasi (masyarakat) dalam
pemerintahan lokal tampaknya merupakan konsekuensi langsung dari berubah-
ubahnya tekanan yang muncul dari dunia industri yang kian mengglobal. Untuk
mewujudkan pembangunan lokal yang berkesinambungan, suatu pemerintahan
yang partisipatoris merupakan syarat utama.
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��Menetapkan pihak-pihak yang akan andil dalam
pengambilan keputusan kolaboratif merupakan salah satu
isu terpenting dalam mendesain proses seperti itu; tidak
kalah pentingnya adalah langkah-langkah penyusunan
agenda, penetapan sasaran, serta evaluasi hasilnya.

Proses-proses pengambilan keputusan kolaboratif tampaknya cocok diterapkan
dalam konteks masalah sosial yang pelik dan kompleks. Di antara bermacam
masalah yang dapat diatasi dengan proses kolaboratif adalah:
� Masalah lingkungan dan pembangunan berkesinambungan;
� Masalah kriminalitas dan aspirasi masyarakat yang menginginkan keamanan;
� Diskriminasi dan keadilan sosial; dan,
� Masalah kemiskinan dan kehidupan yang layak.

Pengambilan kebijakan yang bersifat kolaboratif dan partisipatoris bukanlah sebuah
pendekatan atau metode tunggal. Masih banyak variasi teknik yang dapat
digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan berbagai bentuk, struktur,
biaya-biaya yang menyertainya, serta efek yang ditimbulkannya. Pendekatan-
pendekatan itu dapat dipakai secara terpisah maupun dikombinasikan dengan
metode lain. Metode mana yang paling efektif dan kapan saat yang paling tepat
untuk mengunakannya, semua sangat tergantung konteks. Sebagai contoh, di
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dalam konteks lokal tertentu barangkali terdapat budaya tradisional pengambilan
keputusan dengan pola-pola pengambilan kebijakan, kepemimpinan, dan
hubungan antarkelas atau etnis yang masih berlaku dan memungkinkan
diterapkannya pendekatan atau metode tertentu. Jadi, dalam mendesain
metodologi yang bersifat spesifik perlu dipertimbangkan aspek-aspek struktur dasar,
kewaspadaan/kebijakan, dan kepekaannya.

5.2.1 Menyusun Agenda
Memilih tipe pendekatan kolaboratif yang paling tepat seringkali tergantung pada
agenda yang ditetapkan. Penetapan agenda bukan hanya akan menentukan isu-
isu yang akan dibahas, melainkan juga tujuan umum serta aktivitas dan sasaran
akhirnya. Pada banyak kasus, pejabat-pejabat lokal akan menyusun agenda dan
mengundang partisipasi. Padahal, sebenarnya banyak sekali manfaat yang akan
diperoleh apabila sejak awal tahap perencanaan pendekatan kolaboratif itu
melibatkan masyarakat madani, sebab ornop sering dapat memainkan peranan
penting dalam membangun kapasitas, memikirkan isu-isu yang mungkin muncul
selama proses itu berlangsung, serta memfasilitasi langkah-langkah dialog susulan
yang membahas berbagai tindak lanjut, evaluasi, dan implementasi rencana.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang menyangkut tipe proses kolaboratif
yang harus digunakan, dan bagaimana menyusun proses-proses itu:
� Apa tujuan yang hendak dicapai? Untuk maksud apa inisiatif partisipatoris itu

ditempuh?
� Seperti apa proses itu nantinya? Siapa yang harus mengambil prakarsa untuk

memulainya? Pihak mana saja yang harus dilibatkan? Respons-respons seperti
apa yang diharapkan atau disukai?

� Bagaimana cara mendefinisikan masalah yang ada? Siapa yang memiliki
keahlian itu, dan pada aspek yang mana?

� Bagaimana agenda yang benar?
� Di mana pembicaraan harus dilakukan dan bagaimana cara pengaturan ruang

perundingan yang paling kondusif bagi suksesnya pertemuan kolaboratif itu?
� Bagaimana cara mengundang para peserta? Bagaimana cara mengumumkan

maksud/tujuan, struktur, dan sasaran yang hendak dicapai dari proses
kolaboratif itu?

� Metode-metode apa yang akan digunakan untuk memfasilitasi perundingan?
� Bagaimana cara mengarahkan jalannya diskusi dari dialog menuju ke

pengambilan konsensus, terutama menjelang penutupan inisiatif kolaboratif
itu?

� Bagaimana cara mengimplementasikan keputusan, serta bagaimana cara
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mengevaluasi hasil-hasilnya? Bagaimana cara menggunakan/memanfaatkan
hasil-hasil proses kolaboratif itu?

� Bagaimana cara mengumumkan hasil proses kolaboratif dan langkah-langkah
berikutnya kepada pihak lain?

� Siapa yang akan mensponsori proses itu, dan siapa yang akan menyediakan
seluruh sumber daya yang diperlukan? Jenis pelatihan dan persiapan pra-inisiatif
apa yang diperlukan sebelum inisiatif itu dapat dilaksanakan?

� Bagaimana cara melibatkan peserta-peserta utama ke dalam proses itu pada
tahap-tahap awal perencanaan dan proses perumusan proyek?

5.2.2 Menyeleksi Para Peserta
Salah satu isu yang tidak kunjung teratasi dalam proses pengambilan keputusan
kolaboratif adalah masalah seleksi/pemilihan peserta. Siapa yang harus dilibatkan,
siapa pula (jika ada) yang harus dicoret dari daftar, dan siapa yang berhak
menentukan masalah partisipasi ini? Apakah para peserta harus dipilih lebih dulu
atau bisakah dibuat undangan yang bersifat terbuka? Seberapa terstrukturkah
partisipasi itu nanti (wakil-wakil organisasi, tokoh-tokoh terkemuka, atau warga
biasa)? Berapa banyak peserta yang harus dilibatkan? Menyeleksi peserta memang
bukan persoalan kebijakan atau politik semata; ini adalah suatu aspek penting
dari apa yang disebut sebagai “keadilan demokratis”, yang erat kaitannya dengan
konsep “penyertaan” (inclusion). Setidaknya salah satu tujuan dari usaha
memasukkan partisipasi seluas-luasnya adalah membangun dan memperkuat
jalinan antar individu, organisasi, dan institusi, dengan mengetengahkan solusi
yang seirama dengan kepentingan bersama.

Sebuah proses pengambilan keputusan yang kolaboratif mungkin memerlukan
waktu cukup lama untuk mencapai suatu keputusan, namun itu dapat membuat
proses implementasinya lebih efisien karena usaha-usaha penyabotan oleh pihak-
pihak yang memiliki kepentingan berbeda dapat dicegah. Jika kelompok-kelompok
masyarakat diberi peluang lebih lebar untuk ikut membentuk keputusan-keputusan
yang menyentuh kehidupan mereka, akan berkuranglah kecenderungan mereka
untuk tidak mengacuhkan, menolak, atau mencabut dukungan mereka terhadap
berbagai inisiatif baru. Inilah yang disebut prinsip “kepemilikan” (ownership) proses
kolaboratif itu, yang kini telah menjadi prinsip utama dari proyek-proyek
pembangunan lokal di seluruh dunia. Lawrence Suskind, lewat bukunya yang
berjudul Breaking the Impasse, menyebutkan proses pengambilan keputusan seperti
ini sebagai proses yang “lambat tapi cepat”, yang berarti bahwa prosesnya sendiri
mungkin sangat membosankan dan lamban pada saat konsensus sedang digodog
dan disusun, namun prosesnya akan berubah menjadi cepat pada saat
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diimplementasikan, berkat adanya dukungan luas terhadap keputusan yang telah
disepakati bersama itu.

��	�����	������� ��������������������	
�%���������������&



196

MENGEMBANGKAN DEMOKRASI PARTISIPATORIS

����
 	�	
������	�
 ������	�#
 	���	��
 ���
 ���
 �����
 �	���	���
 �������	���#
�����
�	���������!
����
����
����
�����������������
����������
���
����	���
�	
�����
������
����	�	�����	�
���	�
���	�
�	��������
�	��
����������
������	���
������
 ���
 �����	���!
 ��	��	�
 ���
 ���	�
 ����	��	�
 �����
�	������
 ������
 ���	����	�	���	
 ���
 �����	��
 �����	������	
������	����������	���
 �������.
 ������	����������	���
 ���
 ���	�
����	�����
�����
�	���	���#
�����
�����
�����
�	��������
���
����
�������
�����
����������	���
������	���
������
�����
�����������
����
���
����	���
���	�
�����������!

�	
�����������
���	�����������
������
����	�	�����	�
	��
�����
���	������
����	�	���	
�����	����
$������
����	%
�����	
������
������
���	�����
���
�����	�	�!
���������#
����
������	�
���������
����	
 	��
�����������
���������
�����
����
�	���
���
����	���
�����
����	��	��
����
������	�	���
�	
 �	����
 ������!
 "	��
 ���	�	��#
������
 �	���
 �����
������	
 ������	�
���������
���	�
���	�!
 ��������������!��"����������������	������������
����
���	�
����������
���
������	������
������
�	�������	
����#
����
�������#
������
���	
	���	��
 ���
 �����
 �	�����	
 �����
 ������	
 �����
 ���
 ��������
�������������
$���
���������%
������
����	�	�����	�
	��!
/����#
����
�������
�����	����
�����
���	�
�����
��������
�����
��������	���	���
������
���
 ���
 ���
�������	
 �����������
 �����	����#
�	������
 �����
 ���
����	�����
 ���������
 ���
��������	���	���
 $���������
 ���
 �	����	%
�����
���	���������	�����
����
�������������
��	����!

�	������� ������ ������������ 	���	����� ���� ��	�������� ��	�������������
������
����	�	�����	�
�����
����������
���
�����
�	���	���
����
�	���
����#
�����
���
�����
�	��
����	���
�����	���
�����
������	
�	���
*
����
�������
�����
 �����
 ����	����
 �����
 �����
 *
 ���
 �	
 �����
 �������������
 ���
�������������
������	���
���������!

#������ �������� ��� �	����� �� ����� �	��	�	��������� ���� �����

	
�	��������������	���	���
������	������������������������
'������
	�	�	��	�
������
����	�	�����	�
 	��
�	��������#
������
����#
����#
�����	���
���
���
����	���	�����	���	
���
����	���#
�����
���������
�����	������	
�����
�������	��	
�����
�	���
���	�
�������
���
�������	
���������
�����
�	���	
������
��������!

$	�������������
	
�����
�
	�������
������	���
���������
���������	�
���
�������������
	����������	���
�����
������0
�	��
�	���
�	�����
����
����
���
���	�	�	
 �����	��
�������	��	#
������	
 �������
���
���	�	�	



197

��������	���
��������
���������.
�	��
������
����
��������
�	
����
�����
��������.
�	��
������
������	���
������������
����	�	
�	����	�
$���%
��!�%.
���
�	��
�	���
����������
����	�	
�����
��������	
	���	��
���
���
�����
������
���������	�
���
�����
�	��������!

&������� �	������� ������� ��������� �	����� �	���������� �	
���
 �����
�		���
 �����
����
 ���	����
 ����	
 ������
 ���������
 ���
 ����
 �	���	�
�����
�����	���
 ���	��
��������!
 ��������	
 ���	��
 ���
 ��������	
����	�	�����	�
�	��
���	�
��������	#
���
�	��
�	����������
�����
�������	
������	����������	���
���
����������!

5.2.3 Peranan Pejabat Publik
Peranan apa – jika ada - yang perlu diberikan kepada para pejabat lokal di dalam
proses partisipatoris seperti ini? Haruskah mereka dijadikan sebagai penasihat yang
akan membantu mendefinisikan masalah sekaligus mengajukan solusinya, sebagai
penengah bagi berbagai kelompok masyarakat, sebagai pendengar yang baik dan
akhirnya berperan sebagai arbitrator, atau sebagai fasilitator bagi proses itu?
Sebenarnya para pejabat lokal dapat memainkan berbagai peranan di waktu yang
berbeda-beda, atau bahkan beberapa peranan sekaligus pada waktu yang sama.
Dalam kondisi apa pun, peranan-peranan itu menuntut mereka untuk bertindak
lebih dari sekadar pejabat lokal; keterampilan mereka sebagai penengah di tengah
masyarakat (social mediator) sangat diperlukan. Pejabat-pejabat lokal harus mampu:
� Membangun koalisi;
� Mendengarkan berbagai sudut pandang/pemikiran dengan seksama;
� Bersikap terbuka terhadap ajakan persuasif;
� Melakukan negosiasi dan menjadi penengah bagi kekuatan-kekuatan sosial

yang saling bertentangan/bersaing;
� Membangun konsensus; dan,
� Jika konsensus itu sudah berhasil dibuat, memutuskan apakah konsensus itu

sulit dilaksanakan atau tidak akan mendapat respon positif.

Para staf ornop atau LSM dan warga masyarakat pun harus memiliki keterampilan-
keterampilan tersebut, sehingga dalam proses pembuatan kebijakan berdasar
konsensus itu nanti mereka tidak bisa dimanipulasi oleh para pejabat atau kelompok
kepentingan yang lebih kuat.

Peran-peran yang dapat dimainkan oleh pejabat lokal dalam proses
pengambilan keputusan kolaboratif adalah sebagai berikut:
� Pemrakarsa. Pejabat publik mengambil inisiatif sebagai pemrakarsa,

menentukan struktur pertemuan, menetapkan peserta-pesertanya, sifat
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partisipasi mereka, agenda, hasil-hasilnya, sekaligus implementasi dari
keputusan yang diambil. Kekuatan pejabat daerah/kotapraja sebagai pengambil
prakarsa menunjukkan bahwa pihaknya memiliki legitimasi dan kapasitas
untuk mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan ke meja perundingan
dan memfasilitasi peranserta mereka.

� Mediator. Seorang mediator bertindak sebagai fasilitator yang mengumpulkan
kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh yang berselisih ke meja perundingan.
Istilah mediasi itu mengandung pengertian bahwa pejabat yang bersangkutan
mungkin perlu memanipulasi situasi sedemikian rupa sehingga pihak-pihak
yang bertentangan itu dapat mencapai kesepakatan, misalnya lewat pemberian
insentif finansial atau justru penjatuhan sanksi – namun pada dasarnya pihak-
pihak yang bertikai itu sendirilah yang harus memiliki itikad baik untuk mencari
solusi bagi masalah mereka.

� Katalisator. Pihak penguasa dapat memperlancar proses musyawarah, dan
bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengadakan
inisiatif-inisiatif partisipatoris yang nantinya akan dijalankan sepenuhnya oleh
pihak lain – misalnya dengan mendirikan paguyuban rukun kampung dan
sebagainya.

� Penyandang dana. Pada beberapa kasus, pemerintah lokal lebih suka
membiarkan kelompok-kelompok lain membuat konsep proses partisipatoris
berikut seluruh implementasi hasilnya, namun (pemerintah) tidak terlibat
langsung di dalamnya. Sebagai alternatif, pemerintah dapat memberikan
suntikan dana kepada sebuah ornop atau organisasi masyarakat yang lain,
yang kemudian akan mendesain dan menangani inisiatif itu.

� Penyedia bantuan teknis. Demikian juga, apabila dalam proses partisipatoris
itu nanti muncul masalah yang berkaitan dengan penetapan batas daerah
khusus (zoning) atau sanitasi, misalnya, para pejabat lokal dapat berperan
sebagai penyedia bantuan teknis.

� Pembangun kapasitas. Para pejabat lokal dapat memberdayakan kelompok-
kelompok masyarakat tertentu untuk berpartisipasi dengan membantu mereka
membangun kapasitas/kemampuannya. Untuk maksud ini mungkin perlu
diadakan pelatihan, pendidikan, dukungan keuangan, atau nasihat-nasihat
yang bersifat informal.

� Mitra. Pejabat lokal pun dapat menjalin kemitraan dengan kelompok-
kelompok masyarakat seperti ornop untuk mengadakan sekaligus mengelola
proses partisipatoris itu. Di dalam kemitraan perlu diatur pembagian tugas,
pemaduan berbagai sumber daya, sikap saling mendukung, dan berbagi
tanggung jawab.
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��Bentuk pendekatan partisipatoris sangat beragam,
termasuk di antaranya kegiatan mencari informasi,
musyawarah, proses-proses pengambilan keputusan, dan
penyelesaian pertikaian publik.
Metode dan pendekatan partisipatoris sangat banyak ragamnya, namun dapat
dibagi ke dalam empat kategori umum. Daftar berikut ini belum menyeluruh;
ada beberapa proses yang disebut dengan istilah lain, dan banyak sekali metode
yang memiliki berbagai variasi. Untuk menambah informasi mengenai setiap opsi
yang ada, para pembaca disarankan membaca referensi seperti yang termuat pada
akhir bab ini.
� Mencari dan berbagi informasi. Proses yang tergolong ke dalam kategori ini

antara lain adalah berupa riset dan analisis, atau berbagi informasi dengan
masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Khususnya antara lain adalah
pengambilan contoh (sampling), mencari berita lewat jalur-jalur non-
tradisional, mengajukan pertanyaan yang dapat menggiring jawaban/informasi
yang dibutuhkan, perumusan masalah, serta mencari pendapat dari tokoh-
tokoh kunci yang terlibat pada suatu isu. Proses berbagi informasi dengan
masyarakat sering mengandung fungsi pendidikan masyarakat.

Keunggulan metode ini: Dapat mengatasi masalah yang diakibatkan oleh
kurangnya pengetahuan atau penghargaan terhadap perspektif pihak lain; dapat
menggali informasi yang berharga bagi para pengambil keputusan sebelum
mereka mengambil suatu tindakan.
Kelemahannya: Informasi yang diperoleh dapat memperkuat berbagai perspektif
atau pemikiran yang tidak dapat didamaikan; janji-janji yang diucapkan oleh
para pejabat lokal lewat proses berbagi informasi ini sulit dipenuhi.

� Konsultasi. Pendekatan ini memiliki struktur dan kegiatan yang secara sistematis
akan berkonsultasi dengan semua pihak yang berkepentingan – baik terpisah
atau bersama-sama – menyangkut hal-hal yang mereka alami. Setelah konsultasi
sistematis itu usai dilaksanakan, pihak yang berwenang (pejabat terpilih,
misalnya) akan mengambil keputusan yang ditujukan agar sebisa mungkin
mendamaikan pendapat-pendapat yang berlainan. Konsultasi, seperti halnya
metode menggali atau berbagi informasi, juga memiliki unsur pendidikan;
satu-satunya unsur yang membedakan hanyalah pengambilan keputusan akhir
yang merupakan wewenang pejabat resmi.
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Keunggulan metode ini: Semua pendapat atau sudut pandang dapat didengar
dan ditampung; kelompok masyarakat terasing dan termarjinalisasi akan merasa
bahwa mereka memiliki masukan di dalam proses kolaboratif itu.
Kelemahannya:  Beberapa proses bisa berubah menjadi pembicaraan teknis
yang tidak menghasilkan apa-apa; musyawarah atau konsultasi kadang-kadang
menghasilkan kesimpulan bahwa perbedaan pandangan yang ada pada semua
kelompok peserta sangat sulit didamaikan atau dicarikan solusinya.

� Pengambilan keputusan. Di dalam proses pengambilan keputusan, kekuasaan
untuk mengambil putusan akhir tentang suatu isu yang dihadapi berada di
tangan para peserta perundingan yang duduk semeja. Keputusan akhir
mengenai suatu masalah diambil oleh para peserta sendiri dan tidak dapat
dimentahkan oleh para pejabat pemerintah, baik di tingkat regional atau
nasional. Isu yang kerap menjadi masalah di dalam proses pengambilan
keputusan antara lain adalah siapa saja yang duduk di meja perundingan dan
seberapa besar legitimasi mereka untuk terlibat di dalam pengambilan
keputusan akhir, bagaimana cara mengambil keputusan (apakah melalui
konsensus atau pemungutan suara), dan bagaimana cara mengatasi isu yang
ada jika ternyata konsensus gagal dicapai.

Keunggulan metode ini: Masyarakat merasa ikut memiliki atau ikut andil dalam
pengambilan suatu keputusan jika mereka sendiri yang menetapkan putusan
itu. Pengambilan keputusan yang bersifat mengikat akan bermanfaat jika
menyangkut isu yang sangat sulit, terutama pada tahap implementasi yang
menimbulkan banyak masalah.
Kelemahannya: Kadang-kadang mencari kesepakatan lebih sulit dari yang
pernah dibayangkan; tidak jarang pihak-pihak yang memiliki kepentingan
besar akan membajak atau menyabot proses pengambilan keputusan itu,
kemudian dengan segala cara akan memaksakan kepentingan mereka.

� Penyelesaian konflik. Metode ini mencakup langkah-langkah pencegahan,
penanganan, serta penyelesaian konflik masyarakat lewat negosiasi, mediasi,
atau arbitrasi. Metode-metode itu belum tentu melibatkan pengambilan
keputusan dan implementasinya, namun pasti membutuhkan fasilitasi,
pemecahan masalah, satuan-satuan tugas, jasa penengah, serta komisi-komisi
rekonsiliasi.

Keunggulan metode ini: Program penyelesaian yang tepat – pada konteks yang
tepat, dengan orang-orang yang tepat, dan dengan dukungan masyarakat –
dapat membantu mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan konflik antar
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kelompok dan kekerasan-kekerasan sejenis; jika program-program yang
dimaksud berisi aktor yang memiliki legitimasi dan dihormati (dari segenap
spektrum politik yang ada), program itu dapat meningkatkan legitimasi bagi
upaya pemulihan keamanan/perdamaian masyarakat.
Kelemahannya: Kadang-kadang sistem penyelesaian konflik yang tercanggih
pun tidak akan berdaya menghadapi kuatnya tekanan konflik antarkelompok
di daerah perkotaan; jika pihak-pihak yang bertikai tidak memiliki keinginan
untuk berdamai, institusi yang didesain untuk tujuan itu pun cenderung akan
gagal total.

5.3.1 Berbagai Metode Pengambilan Kebijakan Kolaboratif
Mencari dan Berbagi Informasi

� Survei, jajak pendapat. Survei yang dimaksud di sini didesain sedemikian rupa
untuk menentukan/menemukan kisaran pandangan masyarakat mengenai
suatu isu atau opini. Di dalam melakukan survei, perlu diseleksi perwakilan
populasi, kemudian menyusun kuesioner, melakukan survei lewat wawancara,
kemudian menganalisa hasilnya. Jajak pendapat adalah metode sejenis yang
mengidentifikasi berbagai pandangan dan mengkaji intensitas preferensi
responden.

� Rapat publik dan forum masyarakat yang inovatif. Rapat umum adalah salah
satu bentuk tradisional upaya mencari dan berbagi informasi. Kadang-kadang
metode ini menurut hukum harus dilakukan manakala ada keputusan sulit
yang harus diambil atau telah diambil, atau jika muncul masalah yang dapat
membahayakan masyarakat. Beberapa pemerintah daerah memiliki undang-
undang yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, yang
mengharuskan para pejabat secara rutin menyebarluaskan informasi mengenai
isu-isu penting – misalnya tentang ancaman lingkungan atau soal anggaran –
dan ini sering dilakukan lewat rapat-rapat/pertemuan publik yang terbuka
atau pada forum masyarakat. Akhir-akhir ini, persoalan yang menjadi fokus
utama adalah bagaimana cara mendesain pertemuan publik yang
memungkinkan terjadinya dialog interaktif.

� Riset partisipatif. Sekelompok pejabat pemerintah, warga, atau ornop/LSM
melalukan riset bersama mengenai suatu masalah yang dihadapi oleh
masyarakat. Proses riset itu mungkin mencakup identifikasi masalah,
menetapkan kisaran opini tentang penyebab masalah itu, cara-cara untuk
mengatasinya, dan menyusun rekomendasi tentang opsi-opsi kebijakan yang
dapat ditempuh.
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Konsultasi

� Konsultasi ad-hoc dan forum untuk membahas isu-isu tertentu. Metode-metode
ini melibatkan dialog terstruktur yang diselenggarakan secara ad hoc guna
membahas isu-isu tertentu yang tengah dihadapi masyarakat. Para peserta
konsultasi ini secara sistematik dimintai pendapatnya tentang opsi-opsi
kebijakan yang hendak diambil. Forum-forum yang dibentuk untuk membahas
suatu isu dapat diselenggarakan tersendiri, atau berseri, bisa melibatkan peserta
yang sama, atau yang beragam. Tujuan mengadakan konsultasi ini adalah untuk
lebih banyak menggali pengetahuan mengenai sumber atau penyebab suatu
masalah, mengajak berbagai pihak yang tertarik untuk bersama-sama mencari
opsi kebijakan yang potensial, serta membuat berbagai rekomendasi. Forum-
forum itu bersifat konsultatif, dalam pengertian tidak memiliki kewenangan
mengambil keputusan otoritatif; sering rekomendasi yang berhasil dibuat akan
diusulkan kepada para pejabat terpilih, yang akhirnya akan menentukan
kebijakan mana yang akan diambil.

� Program pemantauan oleh warga. Program-program pemantauan oleh warga
memberikan peluang kepada tiap individu peserta untuk langsung memberikan
masukan atau pandangannya mengenai efektivitas suatu kebijakan atau
program, dan melibatkan para peserta itu untuk membuat rekomendasi-
rekomendasi untuk memperbaiki proses atau kebijakan yang ada. Sebagai
contoh adalah pembentukan panel tetap beranggotakan warga sipil yang
bertugas mengevaluasi dampak sebuah program terhadap masyarakat, dan
secara teratur memberi laporan kepada pejabat mengenai pandangan apakah
program itu telah memenuhi sasarannya.

� Penilaian yang partisipatoris, penilaian terhadap yang menerima bantuan.
Mekanisme-mekanisme konsultasi ini adalah suatu bentuk konsultasi sistematis
mengenai populasi sasaran tertentu (misalnya kaum pengangguran, kelompok
remaja atau kaum perempuan) yang menjadi sasaran pengembangan dan
implementasi proyek yang diadakan untuk mengatasi suatu masalah tertentu.
Metode-metode itu memungkinkan masyarakat yang menjadi obyek
pengambilan keputusan langsung itu terlibat dalam proyek yang khusus
dirancang dan dilaksanakan untuk membantu mereka.

� Dengar pendapat. Acara dengar pendapat yang merupakan perwujudan
tradisional kegiatan masyarakat demokratis yang maju, adalah salah satu cara
resmi untuk mengadakan konsultasi dengan kelompok-kelompok yang
langsung terkena dampak dari suatu kebijakan atau isu kontroversial. Para
peserta dapat diundang melalui seleksi lebih dulu atau melalui undangan
terbuka. Biasanya para peserta akan memberikan kesaksian atau mengajukan
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pertanyaan-pertanyaan terbuka dan transparan kepada para pejabat mengenai
persoalan yang tengah mereka hadapi.

� Proses penyusunan visi masyarakat. Metode ini melibatkan pendekatan
kolaboratif untuk menyusun rencana strategis bagi masyarakat, beserta segala
kebijakan, program, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasara.
Peranti yang umum digunakan dalam metode ini adalah mengembangkan
visi masyarakat yang akan diterjemahkan menjadi serangkaian sasaran dan
prioritas. Para peserta sering diminta untuk mengevaluasi pertanyaan-
pertanyaan seperti “Bagaimanakah mutu kehidupan masyarakat yang anda
inginkan pada 10, 20, atau 30 tahun mendatang, nilai-nilai apa yang
melatarbelakangi visi ini, serta langkah apa saja yang perlu ditempuh untuk
mewujudkan visi ini?”

� Satuan tugas. Satuan tugas sering digunakan apabila ada kelompok-kelompok
masyarakat, pemuka masyarakat, dan warga biasa yang seharusnya memberi
masukan ide-ide mengenai pengembangan kebijakan untuk merespons isu-
isu spesifik. Dengan alokasi waktu yang jelas, satuan tugas itu merupakan
panel representatif yang secara sistematis akan berkonsultasi dengan populasi
sasaran kebijakan/program, menganalisis masalah mereka, menciptakan
berbagai opsi, dan kemudian membuat rekomendasi. Satuan tugas juga dapat
dibentuk pada tahap implementasi kebijakan yang perlu didukung oleh
langkah-langkah kolaboratif untuk memastikan keberhasilan program atau
kebijakan itu.

� Penganggaran berbasis masyarakat. Anggaran dapat dijadikan alat bantu untuk
menetapkan berbagai prioritas, mengklarifikasi, mendefinisikan, dan bahkan
mengukur prioritas kebutuhan masyarakat. Metode penyusunan anggaran oleh
masyarakat ini memerlukan langkah-langkah konsultasi tentang detil-detil
kondisi keuangan dalam kehidupan masyarakat, dan tentang prioritas yang
tercermin lewat alokasi anggaran itu. Meskipun masalah anggaran sering
dipandang sebagai dokumen teknis yang sulit dan lebih tepat ditangani oleh
pejabat yang berkompeten, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan
anggaran semakin penting artinya untuk membantu masyarakat lebih
memahami berbagai peluang dan kendala yang dihadapi oleh pemerintahan
mereka. Dengan menunjukkan betapa langka atau terbatasnya alokasi dana
yang ada, warga masyarakat dan kelompok masyarakat akan semakin tahu
cara menyeimbangkan berbagai nilai dan kepentingan masyarakat yang
bersaing satu sama lain.

� Dewan-dewan permusyawaratan warga. Metode ini menuntut dibentuknya
sebuah panel wakil rakyat yang memiliki pengetahuan dan minat khusus, yang
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bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada para pejabat lokal.
Keunggulan dari panel tetap (dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme
ad hoc, sebagai contoh) adalah bahwa pada saatnya nanti masyarakat akan
memperoleh pengetahuan yang mendalam, serta keahlian dan kesadaran
mengenai suatu isu. Meski diperlukan lembaga yang permanen sifatnya,
partisipasi di dalamnya biasanya mengalami pergantian antarwaktu, supaya
lembaga itu selalu dinamis dan fleksibel.
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Forum-Forum Pengambilan Keputusan
� Juri warga (citizen jury). Sistem juri warga merupakan alternatif yang paling

terkenal, di mana sekelompok warga terpilih (biasanya berisi tokoh-tokoh yang
representatif ) mengadakan dialog dalam waktu yang telah ditetapkan, misalnya
selama empat hingga lima hari, di mana selama itu mereka akan disodori
berbagai bukti, dihadapkan pada saksi-saksi dan boleh mengajukan berbagai
pertanyaan kepada pakar yang disediakan, dan akhirnya mereka akan
mendiskusikan jawaban berupa kebijakan yang paling rasional. Sering telah
dipersiapkan laporan-laporan khusus yang berisi garis besar opsi-opsi kebijakan
yang mendasar, dan para juri hanya diminta memilih yang dianggap terbaik.
Setelah dilakukan investigasi dan pengambilan keputusan, disiapkan sebuah
laporan yang berisi garis besar keputusan, mendeskripsikan apa yang telah
diselesaikan lewat musyawarah-mufakat dan apa yang masih diperdebatkan,
dan menyajikan temuan umum hasil investigasi para juri itu.

� Lokakarya-lokakarya pemecahan masalah. Pada lokakarya-lokakarya ini para
peserta secara kreatif dan berdasar musyawarah-mufakat mencari solusi bagi
suatu masalah. Tujuan digelarnya forum semacam ini adalah memberikan
kesempatan awal berdialog untuk merumuskan definisi masalah, merancang
serangkaian solusi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang
menyulitkan penyelesaian masalah. Setelah beberapa saat melakukan diskusi
terbuka, moderator atau fasilitator mempersiapkan dokumen ringkasan yang
berisi garis besar temuan dan rekomendasi yang semuanya disusun berdasarkan
hasil mufakat. Dokumen ringkasan itu akan dijadikan basis diskusi yang
dilakukan dua atau tiga hari berikutnya, dan tidak jarang ringkasan itu direvisi
sampai semua pihak mencapai kesepakatan atau sampai ditemukan poin-poin
perbedaan pendapat yang sulit diatasi. Dokumen ringkasan yang dihasilkan
pada akhir lokakarya itu menjelma menjadi keputusan para peserta tentang
cara efektif untuk menangani suatu masalah masyarakat.
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Penyelesaian Konflik
� Sistem-sistem penanganan keluhan. Metode ini pada dasarnya merupakan upaya

untuk mendesain sistem manajemen perselisihan di tingkat kotapraja, yang di
dalamnya mencakup prosedur-prosedur seperti pengadaan ombudsman, saluran
telepon khusus untuk melapor (hotline), program-program pelaporan kasus,
pusat-pusat mediasi (mediation center), atau jasa-jasa konseling. Sistem
penanganan keluhan biasanya melayani keluhan kelompok masyarakat atau
perorangan mengenai kebijakan-kebijakan atau kegiatan para pejabat lokal.
Sistem penyelesaian konflik perlu didesain sebagai sebuah jaringan yang
terpadu, di mana semua metode pelaporan, pemantauan, penanganan dan
penyelesaian konflik masyarakat diatur dengan jelas, konsisten, dan tegas.

� Komisi pendamai. Pada situasi-situasi yang diwarnai oleh meruncingnya
perbedaan antar kelompok masyarakat di kota, komisi pendamai (conciliation
commission) merupakan metode yang tepat untuk mengetahui sekaligus
menangani perbedaan-perbedaan itu. Komisi-komisi itu merupakan lembaga
yang berfungsi sebagai jembatan antar kelompok masyarakat yang menawarkan
wadah dan mekanisme untuk menggelar dialog mengenai hubungan antar
kelompok. Komisi-komisi ini juga dapat menginvestigasi berbagai insiden,
menjadi mediator, atau memberikan saran kepada para pengambil kebijakan
di pemerintahan tentang cara-cara mengadakan berbagai proyek dan program
yang bertujuan untuk memastikan diberlakukannya kebijakan pemerintah yang
adil dan akomodatif di tengah masyarakat yang majemuk. Isu-isu penting
menyangkut desain komisi pendamai itu adalah keseimbangan komposisi
personalia, partisipasi, jalinan hubungan dengan komunitas-komunitas yang
dilayani, serta konteks nasional, regional, bahkan internasional yang
melatarbelakangi terjadinya setiap pertikaian.

� Pusat-pusat penyelesaian sengketa dan pusat-pusat arbitrase. Di beberapa negara,
bentuk-bentuk tradisional penyelesaian konflik biasanya berujung di meja
pengadilan. Kini semakin banyak alternatif penyelesaian konflik yang
ditawarkan oleh para penguasa lokal dan kelompok-kelompok masyarakat yang
menyalurkan konflik masyarakat ke dalam forum-forum mediasi dan negosiasi
terpimpin. Jika pihak-pihak yang berselisih dapat dilerai, persengketaan yang
mereka alami dapat diatasi dengan mencari solusi-solusi yang menguntungkan
kedua pihak, sehingga semua pihak yang terlibat akan bersedia melakukan
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kompromi menyangkut kepentingan dan keluhan-keluhan mereka. Jika
langkah-langkah pihak penengah atau perantara itu gagal, pusat-pusat mediasi
dapat menawarkan jasa arbitrator atau mediasi yang definitif. Pusat-pusat
mediasi itu sebaiknya terletak di tempat yang strategis dan mudah diakses,
sehingga dapat mempercepat penyelesaian berbagai sengketa yang berpotensi
mengancam keselamatan dan ketenangan masyarakat.

� Komite penanganan krisis untuk mencegah dan meredakan kekerasan. Seperti
telah dikemukakan pada Bab 3, metode-metode penanganan krisis seperti
komisi perdamaian telah kerap membuktikan keberhasilannya dalam
meredakan kekerasan politik di wilayah-wilayah rawan konflik. Metode ini
memiliki berbagai pendekatan, di antaranya adalah upaya yang melibatkan
perwakilan dari berbagai kelompok untuk melakukan investigasi kasus, melerai
perselisihan atau sengketa, melakukan pengawasan, dan mencegah kekerasan
politik. Prospek penting dari opsi-opsi seperti komite perdamaian ini adalah
kemampuannya yang fleksibel dalam merespon berbagai insiden kekerasan
politik demi mencegah peningkatan konflik.
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��Pengambilan kebijakan partisipatoris bisa menjadi sebuah
gagasan khayali semata (utopian). Semakin sensitif isu yang
dihadapi — misalnya dalam hal penetapan bahasa resmi –
maka semakin sulit persetujuan bersama akan tercapai.

Walaupun pendekatan kolaboratif banyak menjanjikan solusi bagi berbagai
masalah sosial dan dapat membangun modal sosial (social capital), tidak sedikit
kelemahannya dan risikonya. Pendekatan kolaboratif sering sulit diorganisasikan
dan diimplementasikan. Sebuah studi Bank Dunia, Participation in Practice: The
Experience of the World Bank and Other Stakeholders, berhasil mengidentifikasi
beberapa kendala dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam
merencanakan pengembangan suatu proyek:
� Kurangnya komitmen pemerintah untuk menerapkan pendekatan

partisipatoris;
� Keengganan para pejabat proyek untuk melepaskan kendali aktivitas proyek;
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� Kurangnya insentif dan keterampilan bagi staf proyek untuk mengadopsi
pendekatan partisipatoris;

� Terbatasnya kapasitas organisasi lokal dan kurangnya investasi dalam
pembangunan kapasitas masyarakat;

� Partisipasi masyarakat terlambat dilakukan; dan
� Sikap saling tidak percaya antara pemerintah dan stakeholder lokal.

Perlu ditekankan bahwa, berdasarkan realitas di berbagai negara, pada umumnya
warga masyarakat bersikap sangat sinis atau apatis terhadap politik dan tidak ingin
terseret ke dalamnya. Karena alasan itulah Bank Dunia menggarisbawahi perbedaan
antara partisipasi “warga masyarakat” sebagai bentuk partisipasi populer dan
perlunya melibatkan pihak-pihak yang terkait (stakeholder) dalam pengambilan
kebijakan. Stakeholder adalah pihak-pihak yang kepentingannya terkena dampak
kebijakan, dan melalui pengambilan keputusan publik itulah kepentingan-
kepentingan tersebut diupayakan akan diwakili dan dipenuhi.

Penitikberatan terhadap yang berkepentingan itu bukanlah keputusan normatif
Bank Dunia; sikap ini semata-mata didasari oleh kenyataan yang ada. Seperti
yang ditulis di dalam buku The World Bank Participation Sourcebook:

Upaya-upaya memotong jalur stakeholder akan membangkitkan perlawanan
mereka; perlawanan ini akan menghambat pencapaian tujuan yang positif…
Kami menyadari bahwa setiap stakeholder memiliki tingkat-tingkat kekuatan,
kepentingan dan sumber daya tersendiri. Karena itulah kami juga menyadari
perlunya ditempuh upaya-upaya untuk memberi ruang bagi mereka, sehingga
memungkinkan para stakeholder berinteraksi secara kolaboratif dalam
kedudukan yang setara.
Mencapai konsensus dan menyatukan berbagai perbedaan di antara pihak-
pihak yang berkepentingan memang tidak mudah; berbagai risiko bisa muncul,
misalnya timbul atau menajamnya konflik antara berbagai kepentingan dan
prioritas yang bersaing. Penanganan konflik kerap menuntut pemahaman
mengenai kepentingan sosial mendasar yang menghambat konsensus dan
memerlukan mekanisme mediasi serta negosiasi.

Di antara berbagai perangkat yang diadopsi oleh Bank Dunia untuk mencapai
maksud di atas (dalam konteks perencanaan proyek pembangunan) adalah sebagai
berikut:
� berbagai lokakarya yang dimaksudkan untuk mendorong kerjasama para

stakeholder;
� kegiatan berbasis masyarakat, misalnya pengkajian masalah-masalah pedesaan

secara partisipatoris;
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� penilaian terhadap penerima bantuan dan konsultasi klien yang sistematis,
dan,

� perencanaan proyek yang berorientasi pada tujuan.

Bank Dunia telah memberikan perhatian khusus bagi upaya-upaya untuk
meningkatkan peran serta kaum perempuan dan berbagai kegiatan yang ditujukan
untuk memerangi bias gender sistematis yang biasanya terdapat di dalam produk-
produk hukum dan adat istiadat dalam masyarakat, komunitas lokal, dan organisasi
non-pemerintah atau LSM perantara (intermediary NGOs). Organisasi-organisasi
masyarakat memberikan saluran yang cukup aman bagi warga masyarakat untuk
berpolitik. Jika legitimasi partai-partai politik dapat ditingkatkan, mungkin warga
masyarakat akan merasa lebih nyaman berkiprah dan berpartisipasi di dalamnya.
Ada temuan sangat menarik dari pengalaman berdemokrasi di sebuah daerah di
Amerika Latin, yakni, seperti ditulis George Peterson, bahwa “warga masyarakat
mengharapkan ada hasil konkret dari partisipasi mereka, terutama jatah yang lebih
banyak dalam proyek-proyek besar yang dijalankan di wilayah mereka. Mereka
kurang sabar dalam mengikuti pembicaraan tentang perencanaan jangka panjang
atau diskusi-diskusi bertopik ‘pengambilan kebijakan.’”

Di samping berbagai kesulitan dalam mengimplementasikannya, partisipasi
yang terlalu besar dari masyarakat dapat berubah menjadi kurang berguna dan
menghambat pengambilan kebijakan yang efektif. Pakar pemerintahan lokal, Pierre
Hamel, misalnya, menyatakan keprihatinannya terhadap pendekatan-pendekatan
partisipatoris:

Pada banyak pemerintah daerah, forum rembuk/konsultasi dengan warga
masyarakat sekaligus dijadikan proses perencanaan… Tetapi, pengaruh
institusional berikut efeknya terhadap demokratisasi manajemen publik masih
pantas diragukan. Akibatnya, meskipun mekanisme-mekanisme baru itu
membawa inovasi institusional dan memberi kontribusi pada upaya merombak
sistem manajemen, di tangan para pakar atau “operator jaringan kerja”
mekanisme itu bisa membawa bahaya yang mengancam demokrasi lokal dan
bentuk-bentuk masukan partisipatoris masyarakat… Mekanisme-mekanisme
itu tidak bisa mencegah ko-optasi kekuasaan terhadap para aktor masyarakat
dan berbagai gerakan sosial.

Banyak praktisi di bidang kebijakan publik yang alergi terhadap pengambilan
kebijakan partisipatoris karena opsi-opsinya sangat terbatas, di samping karena
masukan dari masyarakat, kelak di kemudian hari, tidak akan begitu mempengaruhi
hasil akhir kebijakan itu. Mereka yang terlibat di dalam praktik partisipatoris
akan keletihan jika prosesnya menjadi berkepanjangan, sementara kepentingan
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yang kuat tetap mendominasi, kendala-kendala di tingkat makro (misalnya
pengaruh nasional atau internasional) menentukan pembentukan kebijakan, atau
manakala para pembuat kebijakan hanya mendengar dan menampung masukan
masyarakat, tetapi tidak menindaklanjutinya. Namun keluhan-keluhan di seputar
metode partisipasi langsung lebih disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan
pengetahuan para praktisi tentang kapan, mengapa, dan bagaimana cara
melaksanakan praktik-praktik partisipatoris.
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� Evaluasi kegiatan masyarakat harus didasarkan pada hasil
penilaian jangka panjang yang dimaksudkan untuk
mengetahui apakah tujuan-tujuan mereka telah tercapai;
untuk itu diperlukan proses pemantauan, pengukuran,
pencatatan dan penilaian ulang yang seksama.

Mengevaluasi pengambilan keputusan kolaboratif bisa jadi sangat sulit. Salah satu
masalah yang paling kerap ditemui adalah dalam menentukan apakah berbagai
kerja keras untuk melibatkan masyarakat guna melakukan langkah kolaboratif
itu benar-benar membuahkan perbedaan dalam hal pengembangan kebijakan,
implementasi, dan yang paling penting, pencapaian sasaran. Aspek-aspek praktis
dari pendekatan kolaboratif itu memang dapat diukur: para peserta berdatangan,
berdiskusi, memberikan rekomendasi, dan pulang ke tempat masing-masing.
Namun untuk mengetahui apakah rekomendasi mereka benar-benar dilaksanakan
dan apakah kondisi masyarakat telah berubah secara signifikan, tentu sangat sulit.
Meskipun berbagai metode evaluasi yang canggih dapat diperkenalkan ke dalam
proses pengambilan kebijakan kolaboratif itu, mengukur kinerja pemerintah lokal
secara jangka panjang adalah pekerjaan yang bukan saja sulit, namun juga menguras
banyak waktu dan perhatian, dan terutama subyektif sifatnya.

Salah satu tujuan diadakannya evaluasi adalah untuk memastikan adanya
akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan isu kunci menuju pemerintahan yang baik.
Akuntabilitas dilaksanakan lewat kotak-kotak suara ketika para warga masyarakat
diberi kesempatan untuk memecat para pejabat terpilih yang buruk kinerjanya,
untuk selanjutnya memilih pejabat baru yang diharapkan dapat lebih efektif
melayani mereka. Akuntabilitas juga dimaksudkan untuk mencegah dan memberi
hukuman pada setiap tindak korupsi, atau pemanfaatan sumber daya milik
masyarakat atau kekuasaan politik demi keuntungan pribadi. Salah satu batu ujian
tersulit dari proses kolaboratif adalah apakah proses itu telah berjalan terbuka,
jujur, adil, dan transparan. Jika kriteria ini terpenuhi, besar kemungkinan usaha
bersama ini akan membuahkan hasil.

5.5.1 Beberapa Metode Evaluasi Kegiatan Masyarakat
Di antara beberapa metode evaluasi yang paling populer adalah penggunaan
kuesioner. Biasanya, setelah proses kolaboratif selesai diselenggarakan, survei akan
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disebarkan kepada para peserta untuk mengetahui apakah mereka merasa telah
memberi pengaruh atau dampak yang berarti di dalam proses yang baru saja
dijalani, apakah suara atau pandangan mereka diperhatikan, apakah waktu yang
mereka sisihkan ada nilainya, dan apakah bantuan para fasilitator dan sumber-
sumber pendukung lainnya cukup baik.

Pertanyaan-pertanyaan evaluasi yang penting, yang biasanya diajukan oleh
pihak sponsor, organisator, atau pemimpin dialog, kira-kira mencakup hal-hal
berikut:
� Apakah isu yang telah dibahas cocok sebagai sebuah fokus pengambilan

kebijakan kolaboratif?
� Apakah proses dialog itu telah dikelola dengan seksama dan profesional?
� Bagaimanakah sifat dan mutu partisipasi para peserta?
� Efek apakah yang akan timbul dari proses dialog itu terhadap pihak-pihak

yang paling diharapkan bisa memetik manfaat dari kebijakan, program, atau
proyek lain yang dihasilkannya?

� Seberapa efektifkah proses kolaboratif itu terhadap pengambilan kebijakan
pihak pemerintah?

Evaluasi juga bisa membuahkan hasil apabila dilaksanakan oleh evaluator eksternal.
Sebagai contoh, seorang pakar masalah kemasyarakatan yang netral, pakar
pengambilan keputusan, atau pakar di bidang opsi-opsi kebijakan yang terkait,
dapat diminta melakukan pengamatan, dan kemudian menyiapkan laporan
independen untuk diserahkan kepada para sponsor atau disebarluaskan kepada
semua pihak yang berkepentingan. Atau, bisa juga satu kelompok kecil dari peserta
proses kolaboratif dapat diminta melakukan evaluasi tersebut. Kemudian, para
pejabat dari departemen nasional atau organisasi masyarakat dapat diundang untuk
melakukan pemantauan dan melaporkan hasil-hasilnya.

Yang terpenting, evaluasi proses pengambilan keputusan kolaboratif itu harus
dilakukan searah/seirama dengan penilaian jangka panjang untuk mengetahui
apakah sasaran-sasaran yang dicanangkan masyarakat itu benar-benar terlaksana.
Untuk tujuan itu diperlukan langkah-langkah seksama pemantauan, pengukuran,
dokumentasi, re-evaluasi, dan kemampuan untuk mengantisipasi berbagai kondisi
yang tidak terduga. Hasil-hasil dari kebijakan itu – kinerja dari mereka yang terlibat
dalam pemerintahan atau penyediaan jasa publik – merupakan aspek-aspek yang
paling sulit diukur.

5.5.2 Evaluasi Kinerja
Salah satu konsep terkini yang paling penting dalam bidang pemerintahan lokal
adalah evaluasi kinerja yang sistematis; bukan hanya para pejabat lokal yang harus



224

MENGEMBANGKAN DEMOKRASI PARTISIPATORIS

mengevaluasi kinerja mereka sendiri, melainkan warga masyarakat juga akan
mengevaluasi kinerja pemerintah. Demikian pula, kinerja ornop atau LSM dan
tokoh-tokoh masyarakat lainnya tidak akan luput dari evaluasi oleh masyarakat.
Berkat kemajuan di bidang ilmu manajemen, kini berbagai metode baru untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah lokal dan ornop, dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat dan dalam mengemban amanat mereka, telah berhasil
dikembangkan.

Yang dimaksud dengan pengukuran kinerja adalah upaya terpadu dan
sistematik untuk mengkaji atau mengevaluasi keberhasilan sistem pelayanan
masyarakat dalam melaksanakan misinya, dan bagaimana tingkat kemampuan/
kompetensi para pejabat pemerintah atau ornop lokal dalam menjalankan fungsi
tersebut. Berbagai teknik yang ada telah menghasilkan berbagai indikator tentang
keefektivan atau efisiensi pelayanan masyarakat. Paul Epstein dalam bukunya
Using Performance Measurement in Local Government mengatakan:

indikator keefektivan mengukur responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi
publik; dalam hal ini, mutu pelayanan merupakan bahan kajian yang penting.
Indikator efisiensi membandingkan kuantitas jasa atau pelayanan yang
dihasilkan (misalnya berapa ton sampah yang berhasil dikumpulkan) dengan
sumberdaya yang dikerahkan (misalnya jam kerja) untuk misi itu; indikator
efisiensi dapat menunjukkan besarnya biaya yang rasional untuk pengadaan
jasa tersebut.

Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk meningkatkan mutu proses-proses
pengambilan keputusan, meningkatkan mutu dan kapasitas penyediaan jasa publik,
serta meningkatkan akuntabilitas publik. Tolak ukur keefektivan itu mungkin
akan mencakup langkah-langkah pemantauan kondisi masyarakat, keberhasilan
penyediaan layanan, tingkat kepuasan masyarakat atau klien, berbagai persepsi
mengenai kondisi masyarakat, serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh
tindakan pemerintah.
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�� Komunikasi diibaratkan sebagai jalan dua arah: warga
masyarakat menyatakan keinginan mereka kepada pejabat;
pejabat menjelaskan dan memberi alasan bagi tindakan
mereka.

Komunikasi yang efektif merupakan elemen mendasar dari demokrasi, sekaligus
landasan penting bagi terjalinnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.
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Cara pejabat lokal mengkomunikasikan opsi-opsi mereka kepada masyarakat, dan
cara masyarakat menyuarakan aspirasi dan keluhan mereka kepada pemerintah,
itulah inti dari partisipasi masyarakat. Sementara itu, para pejabat lokal dan ornop
perlu berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui masalah
umum yang mereka hadapi berikut solusi efektifnya. Di samping itu, salah satu
fungsi pemerintahan berakar dalam hubungan komunikatif antara warga
masyarakat dan para pengambil kebijakan, dan forum-forum pemuka masyarakat.
Pejabat lokal memberi pendidikan kepada masyarakat perihal isu-isu yang
berkembang dalam masyarakat, misalnya tantangan serta berbagai opsi yang mereka
hadapi, petunjuk praktis yang diperlukan, berbagai peluang dan hambatan yang
ada, serta berbagai alternatif bagi berbagai kebijakan pemerintah berikut
implementasinya. Sebaliknya, warga masyarakat mendidik para pejabat dengan
masukan-masukan mereka tentang masalah yang mereka alami, berbagai
kebutuhan mereka, serta pendapat mereka tentang kelayakan dari solusi yang
disodorkan pemerintah.

Komunikasi juga tidak bisa dipisahkan dari hak asasi masyarakat atas informasi,
serta prinsip transparansi dalam institusi dan proses-proses pemerintahan.
Komunikasi memiliki sisi pendidikan. Komunikasi yang efektif tentang risiko yang
dihadapi bersama, misalnya, merupakan fungsi dari kepemimpinan dan sebuah
langkah proaktif untuk mendengarkan, serta berbagi pengetahuan dan informasi.
Media lokal mempunyai peranan penting dalam hal ini, karena media massa bisa
berperan sebagai mata dan telinga, bahkan anjing penjaga, dan sekaligus pemain
dalam penetapan agenda pemerintahan lokal. Pers yang kompeten dan sarat
informasi yang menjunjung prinsip-prinsip kompetensi, akurasi, dan kejujuran,
sangat penting artinya bagi pemerintahan lokal yang demokratis. Media lokal
dapat ikut andil menyusun agenda publik, melakukan investigasi independen
tentang pelbagai isu, serta memberikan liputan yang akurat dan transparan tentang
proses kebijakan yang bergulir di pemerintahan.

Di antara berbagai peranan dari strategi komunikatif yang diterapkan dalam
memfasilitasi pengambilan kebijakan secara kolaboratif adalah sebagai berikut:
� Mendidik publik tentang demokrasi, menjelaskan berbagai isu yang muncul

dan prosedur yang diterapkan pemerintah, dan menjelaskan opsi-opsi dan
kendala yang ada kepada masyarakat;

� Menginformasikan cara efektif, yang dapat ditempuh para pejabat dan
pemimpin masyarakat dalam berhubungan dengan media lokal, terutama
dalam menjelaskan tujuan, proses, dan hasil-hasil yang telah dicapai dari proses
kolaboratif; dan

� Mengembangkan strategi-strategi komunikasi terbaru yang dimungkinkan oleh
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pesatnya kemajuan teknologi, terutama dari segi pemanfaatan Internet untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan transparansi
pemerintahan.

��& �����	����	�7����8

��Demokrasi lokal yang bersifat “maya” (virtual) berpotensi
besar untuk menyajikan informasi kepada masyarakat
tentang berbagai isu yang berkembang, memberikan
pelayanan yang lebih efisien, serta memberi ruang bagi
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Laju teknologi telah demikian cepat mengubah cara manusia di daerah-daerah
metropolitan dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan. Demokrasi digital
sudah menjadi hal yang sangat jamak sekarang ini, dan arena politik lokal tidak
disangkal lagi merupakan ajang terbaik untuk mewujudkan kontak demokratis
yang lebih langsung dengan khalayak luas, lewat jalinan komunikasi dan berbagi
informasi yang kini dimungkinkan berkat teknologi Internet yang interaktif.

Salah satu perkembangan mutakhir yang perlu disimak adalah kecenderungan
pemerintah-pemerintah lokal untuk menggunakan Internet sebagai wahana untuk
meningkatkan partisipasi warga, sekaligus meningkatkan pelayanan dan informasi
kepada warga masyarakat. Majalah The Economist telah memuat laporan khusus
mengenai pemerintahan dan Internet,

Dalam lima tahun mendatang, [Internet] akan mengubah, bukan hanya cara
memberikan pelayanan kepada publik, melainkan juga bentuk hubungan
mendasar antara pemerintah dan warga. Setelah meletuskan revolusi “e-
commerce” (perdagangan elektronik), “e-business” (bisnis elektronik), kini
revolusi Internet mulai merambah ke dunia pemerintahan dengan maraknya
fenomena “e-government” (pemerintahan elektronik).

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengakses Internet, kian besar pula
kemungkinan-kemungkinan memindahkan sebagian besar fungsi pemerintahan
ke dalam format online, manakala teknologinya cukup kondusif untuk maksud
itu. Kota-kota di seluruh penjuru dunia telah menggunakan Internet untuk
menyebarluaskan informasi mengenai program-program pemerintah kota, berbagai
kebijakan, peraturan, pelayanan umum, dan badan-badan yang dapat dikontak
oleh masyarakat. Internet juga sudah banyak digunakan untuk mempromosikan
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lokasi-lokasi tujuan pariwisata dan prospek sebuah kota sebagai lahan investasi
dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah-pemerintah kota yang inovatif telah
menciptakan cara-cara yang lebih praktis bagi warga masyarakat untuk memberikan
kontribusi di dalam ajang debat dan dialog mengenai berbagai kebijakan dan
proyek pemerintah.

Sebagian besar kota besar di dunia sekarang telah membangun situs-situs di
Internet yang ditujukan kepada audiens global maupun bagi warga mereka sendiri.
Kini ruang publik telah mengalami transformasi radikal, dan peluang-peluang
bagi publik pun semakin lebar untuk memperoleh akses langsung pada berbagai
isu yang berkembang di masyarakat. Teknologi komputer terkini memberi
kemampuan kepada para pejabat lokal serta aktivis masyarakat untuk menciptakan
suatu “balaikota maya” sebagai sebuah forum untuk membahas dan menangani
berbagai persoalan pemerintahan.

Di antara sekian banyak situs perintis inisiatif ini adalah situs MAXI yang dikelola
oleh pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia (www.vic.gov.au), dan dinas
pelayanan masyarakat Singapura, yang membangun situs www.ecitizen.gov.sg. Di
Eropa, sebuah proyek yang berawal di Valencia, Spanyol, kini populer dengan sebutan
InfoVille, yang disodorkan oleh sebuah konsorsium pemerintah lokal dan regional,
telah dijadikan platform bersama untuk memberikan informasi dan peluang bagi
masyarakat untuk berkomunikasi tentang berbagai masalah regional maupun daerah,
pendidikan dan pelatihan, transportasi, dan perdagangan elektronik. Layanan
InfoVille itu dapat diakses melalui komputer (www.infoville.net); bahkan di Spanyol
telah banyak didirikan kios-kios elektronik, dan banyak juga pengguna InfoVille
yang dapat mengaksesnya lewat pesawat TV mereka.

Banyak langkah inovatif untuk menciptakan mekanisme pemerintahan
partisipatoris yang dapat terpenuhi berkat Internet, baik untuk kebutuhan
berkomunikasi, menyebarluaskan informasi, bahkan untuk membuat keputusan
– misalnya dengan metode pemilu elektronik. Teknologi dan praktik pemerintahan
“maya” memang sedang dalam tahap embrio dan masih terus berkembang.
Sesungguhnya, kebanyakan situs pemerintah yang ada di Internet memang masih
dalam tahap perkembangan dini. Belum banyak pemerintah yang memberlakukan
pemilu elektronik, yang sebenarnya merupakan pemanfaatan teknologi paling
ekstensif dalam kehidupan berdemokrasi.

Meskipun demikian, semua pihak yang mengamati gejala mutakhir ini sepakat
bahwa perubahan teknologi yang diakibatkan oleh kian maraknya pemakaian
komputer pribadi dapat secara radikal mengubah konsep kita tentang partisipasi
masyarakat dalam pemerintahan. Kita semua tengah menyaksikan lahirnya
“balaikota maya” (virtual town square) di beberapa kota dunia; kini batasan-batasan
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atau kendala untuk mengakses teknologi Internet ini kian menipis, kecuali di
beberapa negara yang sangat miskin.

Masyarakat akan merasa sangat lega dan terbantu pada saat mereka
menggunakan situs pemerintah kota untuk menjelajahi jaringan kantor, dinas,
pejabat, atau birokrasi yang sangat rumit. Situs Internet yang dibangun dengan
seksama dapat membantu warga lebih memahami struktur pemerintah kota/
daerahnya. Teknologi itu juga dapat meningkatkan kerjasama para pengelola
pemerintahan secara lebih terkoordinasi, berkat kemudahan mengakses informasi
tentang kegiatan atau agenda yang sedang dijalankan oleh setiap departemen.
Dalam konteks ini, ada baiknya pemerintah kota membangun sebuah pintu masuk
tunggal (portal), yang akan memudahkan warga menjelajahi berbagai badan,
departemen, dan program-programnya, sehingga mereka akan lebih mudah dan
cepat menemukan informasi yang dicari. Mekanisme tunggal yang menangani
urusan sederhana seperti akta nikah, pajak, atau registrasi kendaraan bermotor,
sangat menentukan keberhasilan pemerintahan “maya”.

Salah satu aspek paling menjanjikan dari demokrasi “maya” di tingkat lokal
adalah potensinya sebagai media pembelajaran masyarakat. Ketersediaan informasi
tentang berbagai isu pertanian, kesehatan, permukiman, transportasi, lingkungan,
air, pemanfaatan sumber energi, pasar, dan berbagai organisasi massa, tentu akan
membuka jalan baru dalam usaha mendidik masyarakat. Pemakaian Internet
membuka peluang untuk meningkatkan pengetahuan publik mengenai berbagai
macam isu, melalui program-program pelatihan dan kursus online, yang dipadu
dengan aplikasi di lapangan. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Singapura
bekerja sama dengan IBM menggelar program yang disebut “Learning Village”,
yang sasarannya adalah membuat sekolah-sekolah dan sumber-sumber pendidikan
dapat diakses oleh masyarakat.

Bagaimanapun, sistem teknologi informasi yang kompleks membutuhkan dana
yang besar, dan berbagai masalah teknis dalam pengembangan situs akan
mendatangkan keruwetan tersendiri bagi pemerintah lokal. Bekerja sama dengan
konsultan teknologi mungkin malah membingungkan dan menyulitkan.
Akibatnya, banyak pemerintah kota yang lebih suka membiarkan situs mereka
tetap “sederhana”, namun selalu diperbarui, dan memuat semua informasi penting
yang diperlukan, seperti yang dapat mereka berikan melalui sarana lain (misalnya
koran).

Berbagai kekhawatiran yang mungkin timbul dikarenakan teknologi Internet
di dalam pemerintahan adalah: masalah kerahasiaan yang menyangkut informasi
tentang sosok perorangan atau tentang pemerintah, tidak adanya kontak personal
dengan pejabat pemerintah jika menyangkut urusan yang penting, potensi biaya
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yang harus ditanggung pemerintah maupun warga masyarakat, serta kemungkinan
keterbatasan informasi (karena situs yang hanya memuat informasi dasar saja).

Kita dapat membayangkan seluruh masyarakat melaksanakan demokrasi secara
langsung dengan metode yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jika
besarnya massa dan dukungan politik mereka merupakan unsur penopang sistem
demokrasi perwakilan, akankah inovasi baru seperti pemilu lewat Internet itu
memungkinkan masyarakat mengesahkan sebuah undang-undang dan memerintah
diri sendiri dengan cukup mengklik mouse komputer mereka?

Pada saat ini, kebanyakan inovasi yang memanfaatkan teknologi online baru
sebatas pada proses organisasi sosial. Baik di negara maju maupun berkembang,
gerakan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat telah menggunakan e-
mail dan milis untuk mengorganisasi diri demi suatu tujuan politik, serta
memobilisasi suatu ajakan, kampanye kesadaran masyarakat, menghimpun
pendukung baru, dan mengorganisasikan demonstrasi atau unjuk rasa. Teknologi
ini juga dapat dipakai di dalam organisasi, misalnya partai-partai politik, untuk
mengadakan pemilihan online atau mensurvei anggota-anggota mereka.

Sejauh ini, aplikasi praktis dari teknologi informasi terbaru dalam
meningkatkan demokrasi langsung baru pada tahap uji coba. Akan tetapi,
peluangnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengambilan
keputusan kolaboratif sangat besar. Sebagai contoh, ada banyak aplikasi komputer
yang dengan mudah dapat menangani diskusi berantai – sebuah cara untuk
melangsungkan percakapan melalui Internet (online) yang memungkinkan peserta
berdialog langsung menanggapi komentar yang dilontarkan peserta lain dalam
sebuah forum.

Memang, gambaran tentang pemerintahan elektronik (e-government) tidak
selalu menggembirakan. Salah satu hal yang patut dikhawatirkan adalah potensi
berkembangnya apa yang disebut “kesenjangan digital” (digital divide), atau
terciptanya perpecahan antara kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan
finansial, akses teknologi, dan keterampilan memanfaatkan pelayanan berbasis
Internet, dengan mayoritas masyarakat yang tidak bisa mengakses fasilitas itu karena
tingginya biaya, kompleksitas, ketidakmampuan, serta keterampilan yang
dibutuhkan untuk itu. Upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan digital itu kini
kian ditingkatkan; di Costa Rica, misalnya, suatu kemitraan antara pemerintah
dan swasta tengah membangun pos-pos pelatihan teknologi di seluruh negeri untuk
memperkenalkan dan memberikan kemampuan kepada kaum buruh, petani
miskin, dan masyarakat pedesaan untuk mengakses informasi dari Internet tentang
berbagai isu pembangunan, misalnya tentang masalah kesehatan, pendidikan, dan
pertanian.
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Upaya-upaya menciptakan “masyarakat pandai” dengan teknologi berbasis
Internet mulai bermunculan, sementara masalah-masalah penting seperti
“kesenjangan digital” mungkin akan menimbulkan kendala serius terhadap
penyebarluasan pemakaian teknologi Internet untuk meningkatkan demokrasi
partisipatoris. Teknologi juga membawa masalah menyangkut perasaan pribadi
(privacy) dan keselamatan warga masyarakat karena kian banyak informasi yang
dikumpulkan dan disimpan di dalam komputer. Di sisi lain, pesatnya
perkembangan teknologi informasi seperti Internet akan membuka lebar-lebar
pintu menuju demokrasi partisipatoris yang beberapa tahun silam seolah mustahil
terwujud.
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alam 20 tahun terakhir, khususnya pada dasawarsa yang
lalu, sebuah jaringan kebijakan publik global yang sangat
berpengaruh telah menyebabkan berkembangnya

demokrasi lokal secara pesat di seluruh dunia. Antara tahun 1974
dan 1999, lebih dari 40 negara mengalami transisi dari rezim otoriter
menuju ke sistem yang lebih demokratis. Jaringan kebijakan
pengembangan demokrasi itu sangat responsif terhadap gelombang
perubahan tersebut dan turut andil dalam membentuk karakternya.

Salah satu pelajaran terpenting yang kita petik dari bidang
pengembangan demokrasi ialah bahwa para aktor lokal secara
sistematis dan total harus kian dilibatkan di dalam jaringan
kebijakan global itu, agar uluran bantuan dari pihak luar lebih
efektif. Dalam hal ini sangat diperlukan hubungan yang erat dan
kooperatif di kalangan aktor lokal dan internasional. Bab terakhir
ini menyajikan sebuah tinjauan umum tentang usaha-usaha untuk
mengembangkan demokrasi lokal dengan memusatkan perhatian
pada jaringan-jaringan, metode-metode, dan berbagai pelajaran
berharga untuk direnungkan.
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��Tantangan berat yang dihadapi para pengembang
demokrasi adalah perlunya koordinasi antar berbagai
organisasi yang berkecimpung di bidang ini.

Jaringan para aktor yang mengabdikan diri untuk menumbuhkembangkan
demokrasi mencakup pemerintahan negara-negara besar dan agen-agen bantuan,
organisasi-organisasi internasional, lembaga-lembaga keuangan internasional,
donor-donor multilateral, ornop atau LSM yang membawa misi global, ornop
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daerah dan dalam negeri, dan berbagai organisasi kemanusiaan. Untuk selanjutnya,
kelompok-kelompok itu kita sebut saja “jaringan pro-demokrasi”.

Sebagai sebuah jaringan kebijakan publik global, organisasi-organisasi
pengembangan demokrasi internasional boleh dikatakan paling banyak melakukan
“intervensi”, mengingat dalam melaksanakan programnya mereka merasuk ke
dalam wilayah dan kedaulatan banyak negara. Penegakan ketertiban dalam negeri,
legitimasi internal sebuah rezim, tata cara memilih pemimpin dan perimbangan
kekuasaan antar berbagai kekuatan masyarakat di dalam negeri, mungkin
merupakan aspek kedaulatan nasional yang paling sakral bagi sebuah negara.
Namun tuntutan yang kuat untuk mewujudkan demokratisasi juga sering muncul
dari dalam negeri, manakala kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisasi
menuntut liberalisasi politik pada rezim yang berkuasa. Dari situlah terbentuknya
koalisi ornop internasional, regional, dan domestik, yang bekerja sama untuk
memperjuangkan sebuah tujuan umum. Sering jalinan kerjasama ini melibatkan
sumber dana eksternal dari sektor publik (negara donor) atau swasta (yayasan-
yayasan kemanusiaan) untuk membiayai operasional kelompok-kelompok advokasi
demokrasi serta menunjang kegiatan bagi sebuah “masyarakat terbuka”.

Jaringan pengembang demokrasi itu juga memiliki dimensi-dimensi horisontal
dan vertikal. Yang dimaksud dengan dimensi horisontal adalah kolaborasi dan
saling belajar antar sesama organisasi yang setingkat, seperti kerjasama yang terjalin
antara OSCE dan Uni Eropa dalam menangani kasus-kasus tertentu seperti di
Bosnia. Dimensi vertikal terlihat dari bantuan yang diberikan oleh organisasi dunia,
seperti Divisi Bantuan Pemilu PBB (U.N. Electoral Assistance Division atau
UNEAD) kepada sebuah komisi pemilihan umum lokal dalam menata
organisasinya serta menyelenggarakan pemilu di wilayahnya. Pada tingkat
pemerintah, hal itu bisa dilihat dari hubungan kerjasama antara aktor-aktor
pemerintah dari tingkat yang sama dalam menangani berbagai tingkat dan bidang
kebijakan. Organisasi-organisasi itu menjalin kerjasama atas dasar keunggulan-
keunggulan komparatif  yang mereka miliki, berbagi sumber daya (misalnya
teknologi dan sumber dana) untuk menangani suatu isu yang tidak dapat ditangani
sendiri oleh sebuah organisasi (misalnya untuk mengadakan misi pemantauan
pemilu). Mereka saling “meminjamkan” legitimasi dengan saling mendukung dan
memperkuat tujuan dan keefektivan misi yang mereka emban bersama.

6.1.1. Sasaran-Sasaran Jaringan Pro-Demokratisasi
Dengan berakhirnya era Perang Dingin, pudarlah tantangan ideologis yang
dihadapi oleh paham demokrasi multi-partai. Transisi demokratis yang signifikan
di beberapa negara bekas blok Soviet (terutama di beberapa negara Eropa Timur
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dan di beberapa negara bagian Rusia sendiri), Afrika, dan Asia Tenggara telah
mengubah konteksnya secara dramatis dan sekaligus menciptakan ruang di
panggung politik global bagi munculnya sekelompok aktor baru yang aktif
mendorong lahirnya pemerintahan yang demokratis. Freedom House, sebuah
organisasi yang berbasis di New York, melaporkan bahwa saat ini sudah ada 117
negara di dunia — dengan total jumlah populasi keseluruhan 2,35 milyar jiwa —
yang masuk ke dalam kategori negara demokratis (negara yang telah melaksanakan
pemilihan umum secara reguler, dengan rekor hak asasi manusia yang baik).

Namun pada saat yang sama, perbedaan antara jebakan kondisi demokrasi
formal dan praktik-praktik non-demokratis yang masih terus berlangsung di banyak
tempat menunjukkan adanya perbedaan serius antara transisi menuju demokrasi
dan meningkatnya mutu demokrasi dalam pengertian meningkatnya hak pilih yang
bermakna dan partisipasi warga masyarakat. Lebih dari itu, banyak negara yang
kesulitan dalam menempuh masa transisi – yang antara lain disebabkan oleh kurang
percayanya para aktor domestik terhadap proses pemilu yang jujur dan adil –
yang memicu maraknya “industri” pemantau dari luar negeri (eksternal) pada
peristiwa-peristiwa pemilu. Jaringan kebijakan publik global sendiri memang
muncul dari aspek-aspek “persediaan” dan “permintaan” mengenai tuntutan
demokratisasi itu. Penyediaan jasa berasal dari perjuangan masyarakat internasional
untuk mewujudkan demokratisasi sebagai salah satu rencana jangka panjang ke
arah pembangunan dan stabilitas global. Sedangkan permintaan “bantuan asing”
berasal dari kelompok-kelompok masyarakat madani di negara-negara yang tengah
dilanda kemelut yang diakibatkan oleh transisi ke arah kekuasaan multi-partai.
Bantuan dari pihak asing akan menyediakan berbagai sumber daya yang diperlukan,
sekaligus mengurangi risiko ancaman terhadap mereka, yang berasal dari rezim
yang masih berkuasa.

6.1.2 Berbagai Tugas yang Dipikul oleh Jaringan Pro-Demokratisasi
Berbagai tugas yang dilaksanakan oleh jaringan kebijakan publik global itu dapat
diringkas ke dalam sebuah tipologi yang mencakup advokasi, pendanaan, atau
penyediaan sumber daya eksternal, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan
berbagi informasi, serta pemantauan.

Advokasi

� Penyebarluasan norma-norma global baru. Jaringan pro-demokrasi kadang-
kadang terlibat di dalam penciptaan norma-norma internasional yang baru,
sebagai contoh dengan munculnya organisasi-organisasi seperti OAS dan
OSCE, serta munculnya norma-norma “hukum lunak” seperti pernyataan
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otoritatif dari mantan Sekjen PBB Boutros Boutros-Ghali yang termuat di
dalam Agenda for Democratization tahun 1996. Banyak dana dikucurkan kepada
ornop di seluruh dunia demi membangun dan mempertahankan eksistensi
jaringan pro-demokrasi itu, selain berbagai bentuk bantuan kepada aktor-
aktor masyarakat madani, termasuk lembaga-lembaga pendidikan/pelatihan,
media, serikat pekerja, bahkan juga partai-partai politik.

� Penyediaan bantuan untuk kasus-kasus tertentu. Jaringan pro-demokrasi juga
aktif terlibat usaha mendorong demokratisasi pada berbagai kasus spesifik.
Contoh yang terbaik barangkali adalah upaya terpadu dari jaringan itu dalam
mendorong demokratisasi di Burma; aspek yang menarik dari kasus ini adalah
maraknya penggunaan Internet dalam membangun dan mempertahankan
jaringan pro-demokrasi di sana. Banyak sekali jaringan yang mendorong dan
mendukung tokoh gerakan pro-demokrasi, misalnya pemenang hadiah Nobel
Aung San Suu Kyi.

Pendanaan

� Penyediaan dukungan keuangan bagi ornop. Salah satu tugas terpenting jaringan
pro-demokrasi adalah menyediakan sumber dana bagi aktor-aktor lokal seperti
ornop yang memperjuangkan demokratisasi di negara-negara yang tengah
menjalani transisi. Aktor-aktor yang melakukan fungsi itu antara lain adalah
negara-negara donor, badan bantuan multilateral, organisasi-organisasi
internasional, dan yayasan-yayasan kemanusiaan. Banyak masalah yang
diakibatkan oleh masuknya aliran dana asing bagi ornop oposan pemerintah,
yakni isu pemerataan, intervensi ke dalam urusan internal ornop, keajekan
kucuran dana, transparansi, dan yang tidak kalah penting adalah masalah
legitimasi aktor lokal yang menerima bantuan dana dari luar.

Pendidikan dan Pelatihan

� Membangun kapasitas. Elemen-elemen jaringan pro-demokrasi seperti
organisasi yang berafiliasi partai di Amerika Serikat: NDI (National Democratic
Institute for International Affairs) dan IRI (International Republican Institute
for International Affairs) sering terlibat langsung dalam program-program
pelatihan bagi pejabat partai dan kandidat-kandidat politisi di negara-negara
transisional. Pelatihan serupa juga diberikan kepada lembaga-lembaga
pelaksana pemilu dan badan-badan yang menengahi konflik seputar masalah
pemilu.

� Pendidikan masyarakat. Ornop internasional banyak sekali terlibat dalam
berbagai kampanye pendidikan masyarakat di negara-negara transisional, mulai
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dari kampanye ajakan berpartisipasi dalam pemungutan suara, sosialisasi
“hukum jalanan” (aplikasi praktis prinsip-prinsip HAM), sampai pada ceramah-
ceramah tentang pentingnya kesadaran mengenai konsep konstitusi dan makna
serta tujuan demokrasi.

� Pelatihan untuk mereformasi atau meningkatkan kinerja pemerintah. Jaringan
pro-demokrasi telah ikut mendorong demokratisasi lewat  program-program
pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,
dan aspek-aspek pemerintahan yang efektif, misalnya tata tertib dan aturan
main di parlemen. Sebagai contoh, ornop yang bernama Parliamentarians for
Global Action banyak memberikan pelatihan di bidang prosedur pembuatan
undang-undang/produk hukum kepada anggota-anggota legislatif yang baru
dilantik.

Konsultasi dan Berbagi Informasi

� Mencari metode terbaik, mengadakan studi komparatif dan konsultasi spesifik.
Mengingat ada banyak aspek demokrasi yang sangat teknis (seperti pembuatan
rancangan konstitusi, pemilihan sistem pemilu berikut metode
penyelenggaraannya), salah satu fungsi utama dari jaringan pro-demokrasi
internasional adalah menyediakan informasi dan layanan konsultasi seputar
isu-isu kompleks yang berkaitan dengan hal itu. Pada 1995, misalnya, UNEAD
telah mensponsori Komisi Tinjauan Konstitusi Fiji yang melakukan perjalanan
keliling dunia untuk berkonsultasi dengan para pakar, ornop, dan pejabat-
pejabat di beberapa negara mengenai metode terbaik untuk merancang
konstitusi bagi negara multi-etnik.

Penyelenggaraan dan Pemantauan Pemilu.

� Memonitor pemilu. Salah satu fungsi jaringan pro-demokrasi yang sangat
dihargai adalah kegigihannya dalam memonitor pemilu di negara-negara
transisional. Proses pemantauan itu meliputi semua tahap dan aspek, mulai
dari penempatan pengamat jajak pendapat internasional di tempat-tempat
pemungutan suara, melakukan penilaian terhadap peliputan media,
mengevaluasi penghitungan suara serta hasil akhirnya, mencatat pendapat
publik, dan yang kerap menimbulkan kontroversi adalah mengadakan
penghitungan suara “tandingan” tanpa melibatkan pejabat (pemerintah) resmi.
Pemantauan pemilu telah menjadi instrumen reguler di negara-negara pasca
perang. Pemantauan pemilu seperti itu pertama kali dilakukan di Namibia
pada 1989, dan sekarang sudah menjadi pemandangan umum di hampir setiap
peristiwa pemilu pascaperang.
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� Penyelenggaraan pemilu. Kadang-kadang, meski jarang, jaringan pro-demokrasi
internasional diundang untuk menyelenggarakan pemungutan suara di dalam
wilayah negara yang berdaulat. Contoh terkini adalah referendum yang
diselenggarakan oleh PBB di Timor Timur, atau pemilu yang digelar oleh
OSCE di Bosnia, atau pemilu tahun 1993 di Kamboja di bawah administrasi
PBB (UNTAC).

Hasil awal kinerja jaringan pro-demokrasi untuk tugas-tugas di atas memang sulit
diukur. Keberhasilan menciptakan dan menegakkan demokrasi bisa dilihat dengan
berbagai cara; setiap aktor memiliki kriteria tersendiri dalam mengevaluasi
perkembangan demokrasi; pengkajian terhadap program pendidikan dan pelatihan,
misalnya, harus disertai dengan pencatatan/mendokumentasikan secara seksama
sikap dan perilaku para peserta dalam waktu yang cukup lama. Keberhasilan
jaringan pro-demokrasi bisa (cukup mudah) dilihat dari terselenggaranya pemilu
yang relatif jujur dan adil tanpa banyak letupan kekerasan, atau sangat sulit
diketahui, seperti terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan dengan
sukses, namun tidak diketahui bagaimana dampaknya terhadap dinamika politik
di masa mendatang. Pendek kata, ada tolok ukur jangka pendek untuk mengetahui
tingkat keberhasilan program dan upaya-upaya penegakan demokrasi, namun
untuk mengevaluasi apakah di masa mendatang demokrasi benar-benar mengakar
dan mendarah daging di dalam kehidupan masyarakat, diperlukan metode evaluasi
yang lebih canggih.

Setidak-tidaknya ada satu pelajaran penting yang bisa dipetik: bahwa pemilu
nasional itu penting dan baik, namun jangan mengira bahwa satu atau dua kali
pemilu akan dapat menciptakan demokrasi yang sejati. Jaringan pro-demokrasi
sering dianggap “rabun” karena sering mendesak dilaksanakannya pemilu di suatu
wilayah, sedangkan kondisi-kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pemilu
yang demokratis boleh dikatakan tidak ada. Pemilu nasional yang tidak terkonsep
dengan baik dan terselenggara dengan kacau di negara-negara transisional oleh
para kritikus demokrasi sering disebut “penegakan demokrasi yang salah kaprah”.
Pemilu nasional untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan sah jelas
sangat penting. Namun, demokrasi bukan melulu perkara pemilu; demokrasi
memerlukan dinamika arus bawah yang kerap tidak ada atau diabaikan di negara-
negara transisional.

Gaya pendekatan dari atas ke bawah (top-down) jelas gagal dan tidak efisien
untuk mendorong demokrasi; pendekatan itu bukan hanya bersifat komplementer,
bahkan dalam jangka panjang pendekatan itu akan terbukti lebih berhasil dalam
membangun demokrasi. Banyak orang menyebut Bosnia sebagai contoh kegagalan
masyarakat internasional dalam membangun demokrasi. Organisasi-organisasi
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internasional banyak mencurahkan waktu dan dana untuk menyelenggarakan dua
putaran pemilu pasca perang, sementara hasilnya tidak lebih dari sekedar “sensus
etnis”. Namun, ada juga keberhasilan di balik itu: setidak-tidaknya, langkah itu
berhasil menciptakan sedikit akomodasi/toleransi masyarakat di tengah-tengah
kondisi Bosnia yang habis dilanda perang saudara.

�����������	���	�
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��������	������	�

� Organisasi-organisasi pro-demokrasi sekarang memiliki
prioritas baru dalam upaya mendukung demokrasi lokal,
agar dapat terus memberikan dukungan mereka pada
negara-negara transisional.

Akhir-akhir ini jaringan pro-demokrasi internasional semakin banyak memberikan
perhatian pada desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan lokal sebagai langkah
pendukung bagi upaya mereka untuk membangun demokrasi pada tingkat
nasional. Organisasi-organisasi internasional, badan-badan bantuan bilateral,
lembaga-lembaga keuangan internasional, dan ornop pro-demokrasi kini semakin
memprioritaskan pengembangan pemerintahan lokal yang demokratis. Ini didasari
oleh kegagalan mereka selama ini yang terlalu memusatkan perhatian atau bantuan
kepada pemerintah tingkat nasional/pusat. Hal ini pun didorong oleh fakta bahwa
pemerintahan lokal yang demokratis dapat berperan dalam memerangi dampak
buruk globalisasi. Dengan orientasi baru itulah jaringan pro-demokrasi
internasional juga giat membangun jaringan kebijakan publik global yang dalam
kiprahnya sangat tergantung pada keberhasilannya mendukung aktivitas organisasi-
organisasi lokal yang langsung menangani kebutuhan dan kepentingan publik.

Salah satu aspek menarik dari maraknya jaringan demokrasi lokal ini adalah
kian meluasnya jalinan kerjasama antar pejabat pemerintah dan administratur
lokal di kancah internasional. Asosiasi-asosiasi pemerintah kotapraja/daerah dari
negara-negara transisional sangat vital perannya dalam memasyarakatkan
pemerintahan lokal yang mandiri. Jalinan kerjasama internasional yang mereka
bina sangat penting artinya, sebab merupakan kekuatan kolektif yang efektif dalam
memperjuangkan desentralisasi kekuasaan yang lebih luas. Pada tingkat
internasional, organisasi IULA yang berdiri pada 1913 di kota Den Haag (Belanda),
telah berperan sebagai lembaga koordinator yang penting. Misi IULA adalah
mewakili aspirasi pemerintah-pemerintah lokal di forum internasional seperti PBB,
mensosialisasikan norma-norma demokrasi global di tingkat lokal, meningkatkan
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partisipasi perempuan, dan mengadakan pertukaran informasi dan pengalaman
berharga untuk misi-misi pelatihan dan pendidikan.

Jaringan organisasi pendukung pemerintah lokal merupakan sub-jaringan dari
sebuah gerakan yang lebih besar untuk mempromosikan demokrasi ke seluruh
dunia. Organisasi-organisasi internasional, terutama Program Manajemen dan
Pemerintahan UNDP, banyak melakukan upaya global dalam mendorong
desentralisasi dan demokrasi lokal sebagai kunci utama terwujudnya pemerintahan
yang baik, pembangunan perekonomian, dan peningkatan kualitas hidup, lewat
wacana “pembangunan manusia yang berkesinambungan”. Secara khusus, program
LIFE (Local Initiative Facility for Urban Environment) di bawah payung UNDP
sangat menekankan pentingnya pengambilan keputusan partisipatoris dalam
pembangunan. Lembaga ini memiliki situs bernama MagNet
(www.magnet.undp.org) yang menyebarkan informasi tentang praktik-praktik
demokratis lokal lewat Internet. Demikian pula Komisi Permukiman Manusia
(Commission on Human Settlement) yang disponsori PBB memainkan peranan
sangat penting dalam menetapkan agenda prioritas pemerintahan lokal.

Usaha keras organisasi-organisasi regional dalam mengembangkan
pemerintahan lokal juga cukup signifikan. Lembaga-lembaga di bawah payung
OSCE maupun yang bernaung di bawah OAS sangat besar andilnya dalam
berbagai program pengembangan demokrasi. Badan-badan bantuan bilateral juga
memainkan peranan yang tidak kalah penting; sebagai contoh, Kementerian
Luar Negeri Norwegia telah memberikan bantuan keuangan sejumlah lebih dari
35 juta dollar Amerika untuk mereformasi pemerintah lokal dan daerah di Afrika.
USAID juga telah bekerja secara ekstensif untuk mengembangkan pemerintahan
lokal yang demokratis di negara-negara bekas Uni Soviet.

Ornop pro-demokrasi yang memiliki jangkauan global, organisasi-organisasi
partai politik dari Amerika Serikat seperti NDI dan IRI, serta organisasi Stiftungen
yang bermarkas di Jerman telah banyak menyumbangkan dukungan maupun
petunjuk praktis untuk mengembangkan partai-partai lokal, memberikan pelatihan
kepada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, serta mendukung berbagai
program administrasi negara yang demokratis. Tidak sedikit pula universitas yang
terlibat dalam program-program pelatihan seperti di atas, antara lain Institut Studi
Pemerintahan Lokal di Universitas Birmingham (Kerajaan Inggris), yang
melakukan penelitian untuk mengevaluasi dan mengkaji kinerja pemerintahan
lokal di Rusia dan kawasan Baltik. Contoh lainnya adalah Mega Cities Project
yang berbasis di City University, New York, yang mengadakan program di 22
kota dunia yang total populasinya lebih dari 10 juta jiwa. Pusat-pusat penelitian
universitas di dunia kini mulai memusatkan perhatian pada pentingnya
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desentralisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan lokal dalam membangun,
mengembangkan, dan mengatasi konflik di dalam masyarakat pluralistik.

6.2.1 Metode-Metode Pengembangan Demokrasi Lokal
Dalam usaha membangun demokrasi lokal, para aktor eksternal menggunakan
berbagai macam metode. UNDP membentuk jaringan kerja tripartit yang
melibatkan pejabat publik, otoritas dan administrator lokal, dan sektor swasta
dalam proyek pembangunan partisipatoris di tingkat lokal. Jaringan tripartit ini
banyak memanfaatkan jalur diplomasi dalam menyusun agenda pengembangan
pemerintahan lokal yang mandiri untuk menghadapi tantangan-tantangan
urbanisasi dan globalisasi, seperti pada Konferensi-konferensi Habitat I dan II
(yang membahas masalah permukiman manusia) dan Agenda 2000 yang disponsori
oleh PBB.

Peranan ornop dalam jaringan itu sangat penting, dan banyak sekali kasus di
wilayah-wilayah pasca perang yang membuktikan pentingnya peranan ornop itu
di samping organisasi-organisasi regional dan internasional. Para spesialis
penyelesaian konflik memandang perlunya dikembangkan SDM lokal yang
memiliki keterampilan membangun konsensus, yang di dalamnya mencakup
keahlian bernegosiasi, melerai atau menengahi sengketa, serta kemampuan
membentuk koalisi untuk menyelesaikan suatu masalah. Orang-orang dengan
keahlian seperti itulah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pascaperang.

6.2.2 Beberapa Pelajaran yang Dapat Dipetik
Dari upaya-upaya pengembangan demokrasi lokal yang inovatif itu dapat
disimpulkan beberapa pelajaran penting:
� Jangan terlalu banyak berharap dari proses pemecahan masalah secara kolaboratif.

Proses-proses seperti itu tidak akan menghilangkan konflik. Ini sudah terbukti
bukan hanya di wilayah konflik pasca perang, tetapi juga di kota-kota modern
di berbagai negara maju di mana wilayah kota mulai terkotak-kotak oleh
berbagai kelompok etnis. Pada umumnya, orang tidak akan mau
mengorbankan kepentingan-kepentingan mereka yang berkaitan dengan
prinsip hidup, kepercayaan agama, wilayah teritorial, properti, hak untuk
berbicara dan berserikat, serta kebutuhan-kebutuhan seperti permukiman, air
bersih, sanitasi, hanya untuk sebuah solusi akomodatif. Pendekatan-pendekatan
yang berorientasi konsensus juga memiliki keterbatasan, dikarenakan adanya
tantangan keras dan sejumlah posisi yang sudah mengakar dari dua (atau lebih)
kelompok yang bertikai. Namun, jika orang dapat diarahkan untuk
mengalihkan perhatian dari rasa permusuhannya, barangkali akan dapat
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dicarikan solusi-solusi konsensus yang praktis dalam hubungan kemasyarakatan
pascaperang yang penuh dendam kesumat.

� Pendekatan-pendekatan berlapis dalam pengembangan demokrasi harus
menekankan pentingnya pendekatan dari atas ke bawah dan sepenuhnya
mengintegrasikan ornop dan pejabat-pejabat lokal ke dalam jaringan kebijakan
publik global. Pendekatan berlapis (multi-layered approach) memiliki beberapa
keunggulan yang nyata: pendekatan itu memungkinkan aktor-aktor di dalam
jaringan memperoleh atau mengembangkan keunggulan komparatif;
pendekatan berlapis memungkinkan terbentuknya ornop lokal yang mampu
mempertahankan kelestariannya; dan interaksi kooperatif antara para aktor
global dan lokal dapat menciptakan suasana yang saling meneguhkan dan
mendukung, karena kedua belah pihak saling meminjamkan legitimasi dalam
bidang pekerjaannya masing-masing. Maksudnya, ornop pro-demokrasi global
yang memasuki wilayah lokal akan memperoleh legitimasi yang kuat apabila
mereka bisa membuktikan adanya kebutuhan demokrasi di wilayah itu.
Demikian pula, para aktor lokal (dengan dukungan dan kehadiran aktor-aktor
asing itu) dapat membuka mata masyarakat maupun pejabat lokal akan
maraknya gerakan demokratisasi yang berskala global, sehingga misi dan
aktivitas mereka pun menjadi sah.

� Sudah banyak pelajaran dan pengalaman yang dipetik, namun semua temuan
itu perlu diintegrasikan ke dalam tindakan nyata. Maraknya upaya membangun
demokrasi merupakan ciri utama percaturan masyarakat internasional dewasa
ini, dan dari situlah banyak pelajaran dan hikmah yang bisa diperoleh tentang
cara meningkatkan mutu pemilihan umum dan partisipasi langsung. Sebagai
contoh, kita perlu sangat berhati-hati dalam memilih sistem pemilu; menyadari
bahwa kompetisi politik multi-partai berpotensi memecah-belah masyarakat,
terutama di dalam masyarakat majemuk.

� Koordinasi sangat penting bagi jaringan pro-demokrasi.  Jika sebuah organisasi
tidak mampu melakukan tugas besar sendirian, misalnya dalam melakukan
aktivitas pemantauan pemilu, atau jika sebuah gerakan masyarakat tingkat
akar rumput ingin memperoleh perhatian dari masyarakat dan pemerintah
lokal, diperlukan koordinasi di antara aktor-aktornya. Organisasi-organisasi
internasional terbukti sangat efektif dalam melakukan fungsi koordinasi
semacam ini, sebab mereka memiliki apa yang disebut sebagai convening power
(kemampuan untuk mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan untuk
berembug atau menjalin kerjasama), di samping karena mereka biasanya dalam
posisi netral dan tidak bias.
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� Kesinambungan (sustainability) aktor tingkat lokal di dalam jaringan pro-
demokrasi merupakan masalah serius, dan perlu perhatian lebih seksama untuk
mengupayakan agar ornop lokal dapat lebih mandiri. Pada beberapa kasus, seperti
yang terjadi di Mozambique, sebuah misi bantuan pemilu telah berhasil
membantu pelaksanaan pemilu pertama pada 1994. Lebih dari 80 juta dolar
Amerika dana bantuan telah dikucurkan, yang kebanyakan digunakan untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam upayanya membangun
dan mendorong demokrasi di negara yang rapuh dan terkoyak oleh perang
itu. Namun, pada peristiwa-peristiwa pemilu lokal, bantuan masyarakat
internasional sangat sedikit, dan minimnya kehadiran aktor asing (lembaga
bantuan dan tim pemantau pemilu) merupakan salah satu penyebab gagalnya
pemilu lokal di sana pada 1999 (lihat kembali 4.3). Pada pemilu lokal 1999,
negara-negara donor secara drastis mengurangi bantuannya, bahkan sekarang
eksistensi dan aktivitas ornop pro-demokrasi di Mozambique pun
dikhawatirkan terancam kelangsungannya karena tidak adanya bantuan luar.
Membangun dan mendorong demokrasi merupakan proyek jangka panjang,
dan karenanya, komitmen yang kuat dari donor untuk selalu mendukung
aktor lokal di dalam jaringan internasional merupakan salah satu tugas penting
di tahun-tahun mendatang.

6.2.3 Wawasan ke Depan
Salah satu tahapan penting dari evolusi jaringan pro-demokrasi internasional adalah
semakin diserapnya norma-norma internasional tentang demokrasi lokal. Perlu
dicatat bahwa (bahkan) di negara-negara yang mengekang kompetisi demokrasi
nasional seperti Cina dan Republik Iran, mulai tumbuh kader-kader demokrasi
lokal yang gigih. Artinya, di negara-negara seperti itu nyaris tidak ada kendala
ideologis yang akan menghalangi masyarakat untuk mengakui pentingnya
pemerintahan lokal yang mandiri dan prinsip-prinsip dasar dari demokrasi lokal.
Selain itu, masyarakat internasional pun semakin menerima berbagai alasan yang
mendukung pengembangan demokrasi lokal. Disahkannya rancangan Piagam
Dunia tentang Pemerintah Lokal yang oleh Sidang Umum PBB tentu akan kian
memperkuat perkembangan jaringan pro-demokrasi lokal. Norma dunia baru itu
akan semakin tegas mendukung hak demokrasi dan akan merangsang berbagai
perubahan institusional di semua negara di dunia.

Cara lain yang dapat ditempuh untuk mengembangkan jaringan pro-demokrasi
adalah meningkatkan pertukaran informasi dan pengalaman tentang opsi-opsi
yang dapat diambil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan
memperdalam pemahaman tentang berbagai masalah yang menyertai praktik-
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praktik partisipatoris. Jika pengambilan kebijakan kolaboratif hendak dijadikan
ciri khas pengembangan demokrasi di masa depan dan dijadikan agenda utama
jaringan itu, perlu dipahami kondisi-kondisi apa saja yang relevan dan
memungkinkan terciptanya demokrasi partisipatoris di tingkat lokal. Pentingnya
transfer keterampilan dan pengalaman – misalnya tentang berbagai isu masalah
pemerintahan di kota-kota berpenduduk kaum migran – merupakan satu tantangan
berat yang dihadapi jaringan pro-demokrasi di masa-masa mendatang.

Pengembangan demokrasi perlu dititikberatkan pada aspek pemerintahan lokal
karena arus perubahan yang menimpa miliaran penduduk kota-kota di seluruh
dunia itu semakin dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan besar yang berada jauh di
luar batas negara atau regional. Menjelang abad ke-21, arus urbanisasi tetap deras
melanda negara-negara berkembang, sementara itu tumbuhnya kota-kota raksasa
(megacity) di benua Asia dan Afrika merupakan kenyataan demografis yang niscaya.
Pemerintahan yang efektif bagi kota-kota lama atau baru di era urbanisasi ini
sangat penting bagi upaya meningkatkan HAM, keamanan internasional, dan
pembangunan yang berkesinambungan. Inovasi demokrasi perkotaan adalah
sebuah tantangan global. Untuk itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut
terhadap jaringan pro-demokrasi, dengan melibatkan semua ornop lokal dan
pejabat-pejabat lokal yang bekerja dalam sistem pemerintahan berlapis.



281

�
��	�	
Bhatnagar, Bhuvan dan Aubrey C. Williams. 1992. Participatory Development and the
World Bank. Washington, DC: The World Bank.

Boutros-Ghali, Boutros. 1996. An Agenda for Democratization. New York: United Nations.

Carnegie Commission on Preventing Deadly Violence. 1997. Preventing Deadly Violence:
Final Report. Washington, DC: The Carnegie Commission.

Carothers, Thomas. 1999. Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve. Washington,
DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Demichelis, Julia. 1998. NGOs and Peacebuilding in Bosnia’s Ethnically Divided Cities.
Special Report. Washington, DC: United States Institute of Peace.

Diamond, Larry. 1996. Promoting Democracy in the 1990s: Actors and Instruments, Issues
and Imperatives. Washington, DC: Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict.

Freedom House. 1999. Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights and
Civil Liberties. New York: Freedom House.

International City/County Management Association. Local Government in Transition
Countries: A Perspective for the Year 2000. Washington, DC: International City/County
Management Association.

Kumar, Krishna, red. 1997. Rebuilding Societies After Civil War. Boulder: Lynne Rienner.

Kumar, Krishna, red. 1998. Postconflict Elections, Democratization, and International
Assistance. Boulder: Lynne Rienner.

Kumar, Krishna dan Marina Ottaway. 1997. From Bullets to Ballots: Electoral Assistance to
Post-Conflict Societies. Washington, DC: U.S. Agency for International Development,
Center for Development Information and Evaluation.

Lederach, John Paul. 1997. Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies.
Washington, DC: United States Institute of Peace.

McCoy, Jennifer, Larry Garber dan Robert A. Pastor. 1991. “Making Peace by Observing
and Mediating Elections”. Journal of Democracy. 2 (4). Hal. 102-114.

Quigley, Kevin F. 1997. For Democracy’s Sake: Foundations and Democracy Assistance in
Central Europe. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.

Rietbergen-McCracken, Jennifer. 1996. Participation in Practice: The Experience of the
World Bank and Other Stakeholders. World Bank Discussion Paper No. 333. Washington,
DC: The World Bank.

World Bank. 1994. Governance: The World Bank’s Experience. Washington, DC: The World
Bank.

World Bank. 1992. Governance and Development. Washington, DC: The World Bank.



282

MENGEMBANGKAN DEMOKRASI LOKAL

MENUJU ABAD KE-21

��
��	�����	���������������	�
������������������
������
�������
����
����	�
�	��
���
������	�
������
���������	������
�������������������
������
�����������������	������������	����������������������������
���
������
��	
����	�	������
��
���	���
����������������������������	�
�
��	���������������������������	�
�
��	��������
���
��	�
��
��	�������
���
	���	������
���������	������������
��	����������������������
��
�������
�����	���	�������������
�����������������	���	���������
	�����
���
����	��	����������	��
��	������������������������������������������
�������������
���������
���	�����������

���������	
��������������������������������������������������������
��
���	��������������� ���������	����������!��������
	����������������	�
��
����������
������������������	���
����� ��������
��
��������	��
��
���������������������	!����	�	��������������������	�������

���������	�������������������������������������������	�
�����������
�
�������������������������������������������������
�	�"��
��
���
	���������������	�
��
���	����������
��������������	�����	���������
�����
�����#�	�	��������������
������	�������$��	����������
	��������	�
���

������	������
���������
���������������������
����	������	������
�������	�
���������
���
���	���������
��%������
� 	������
�����
�����
��	��
!����������	
	�����	���������������	���������
	����������������
�����������	����
	��������������������	��
���
�	����������
�����
������
�����������	���
�����
������	����	���
������
�����
�������������������	�
�����������������
	���
�������������������������������������
�	�����	������
�������
��
�������
�����������
�	������
����	������	�����������������	��
�������
�����
�����	��
���������������	�
�����	���
�����������	����	�����
���
��
������

������	����
� 	!	�	"�#���
�����	��������$�����������
������
�	
�����
����	������	��������	�
������	����������	����������������	��������
��������������������&�
����������
�����	���������	����
����������

����	�������	
����� ����	��������
������!�

DAFTAR KOSA KATA

��%��&�'()��'���



283

������	������!	���	�����
�������	�������������	��
���������	����	�
����	���������	�����������	����������
��
��������������	������������
�������������������	���
�����

������	����	 	�#�������	��������$���'���	��������
�
�	������(�
����
�����
������	�	����������	�
�������	����������
����������
�����	�����������
����������������(�
����
���
�	�������������������������
������������	��
����������������
���������
�������������������������
������������������
��
���	���������	�������������������������
$�����������������������)����	
�����������
�����	����"�
�������������������
����������������������
���
������������������������������������
���������
�������	���	��������������	���������� ����
��	�
�������
��������������

���!�	������
��	�
�
��	�
�������
������������������	�
����������	��
�����
���������
��	���������
�	���
���������	���)����	�	���
��������������

��������
��	�
���	���������������	������������������	���	��������������
������
�������
�

�������	���	�����
	��	�������������������������������������	����
��
�����������������	������������
�������	���

*+	�
	���������	��&�
������
������
�	������	������	���
������
�����
�������	�
��������������
�������������
�����
�������

,����	��-�!	��	��	� 	�	�	���*������������	�
���
�	��������
��������������
�
��������	���	���
��
��
������������������	���
����
�������
������
�	
��	�����������������������
��
���	�����
�����
������������	���
����
�������	�
��������������������
�����$��������
�
���!	��	�#������	����$��������������������	���
������
���������	���
����������	���������������������	�
������
�����
��	�������	�	��
�����	
����������������	���
������
���������
���	�������������������
���
��
��
��

'	�	���	�����������������	�	��������
������������	���
������
�����	�������
�����������
�
����������	�����������������	���
�����������������������
	���	����������	�
��������	���
������������	��	����������	��
��	
��������
��	���������
������
�	�
���������������	����������������������
�
�����������	���
����������
��������������	�
��+	����	��
�������	������
������
����	���������
����������
����	���	���������	����
�����
�	
�����
������
����������

'�������	�	���	� 	�	�	���&������	�
�������
�	��������������
�����
��	
$
����������������������������������
���	������������	�������
��



284

MENGEMBANGKAN DEMOKRASI LOKAL

MENUJU ABAD KE-21

�������	�
��������		���������	������	�	������	�	����
�����
����

����������������	�����������������������������������������	��%
�����������	���	����
���������	���+	���������	�
��	
$�������	������	�
	������	������
�
����	���
������������������������������������	��������

������������	����

'�!	��	���	�		���(�
�����������������������
�����	���������	�������
�����
����	���	�����������
������������������	����	��������������
������������������	��
���
��	���������������
���	������
������������������
	����
������
	������
����������	�����	�������������������
����
 	�����������������������
�
�����	��!��&�	�������������������	�
�����
��
�	
$�����	�
��
��������	������������������������
����������
������
������	���	��
���������	���������������	�
�
'����������	�	�	���)�������������
��	�
���	���������
�	��
��	��
���
��
�����	������	���	������������������������������
��������������
	���
��
����������	������	��������	�
����������������������������	����������
�
������������������
��������	�����	�����	�	��������
�	�������������
�����
�

'������
���������������������	���
�������������������	�������������
����������
��������	�
���������������������������������

	� 	�	�	���&������	�
��
���	����
����������������
�,������-���������
���
����	����
���
����
������������������������	�
���	������	��������������

�����
�����
�����������

��������������
������������������	��
��
������������������������	������	��(�
�����������	�
��
���	����
�������
���������������	������	������������������������������	���������������
	����
���

	� 	�	�	���	�	����&������	�
������� ������	����
�!���������������������	�

���������������������������������
�	�������
�	�	������	�	������	
�������	�
�����������$��	������������
������
����������������������������
�������������	��
��	.�� ����
����������������	����������./���
������

(��������0
�����������������������������������	�
����
����������
���	
��
�	����������	���
�������������������������������������������	�

	������������	���0
���������������	���������������������	������	
����
�����
�	������	�����	���	��������������	����������������	��
�����	����������������	�����������
���

(��	���	�������	�����	� 	�	�	���)���������������
�������������
��	�

��	�����
�����	���	�����������������
�	���
�	�������	�������������	�����

DAFTAR KOSA KATA



285

�������	�
��0����������������������� 	��������������	�
���	!�����	�	�
������	�
�������

�	������	�����	������	���&������	�
�����	�	������
�����
���������������
�������������	��������
�	����
������
�������	��������	�������������	�����

��������
���
�����
��	
$������������������������	������
��	�����	�
�	�	�
�	
������
�	������	��� 	����������	��	���)��
�	����
�������
�����
�������������
��	����������������������������������������� �������	������!���������������
�"�������
������������	����	�����	������$��������������$������

������	"	��!�!��	����&������	�������������
���	�	�������	��
��	�

������
����������
�����������	������������������	��� ��������������	!�
�
����������������
�������������
���������	����������	�	�����������
��������	��� ������
��������	!�

����	����	�������	�	�����	���	��-��)��	�������������������	���
��������
���
���������������	������	����
�	������������������������������	�������
$
���������������
	���	������	�	������	�	����
����������������������
��������������������������������������������������
�	�����
��������������
�����������	������������	�

���	�
�	������	����	�����
�
�	����
�������������������
�	���������
	�������
��	�
�	�����	�
��������������	�����
�	�����
��	������
�
	�����	�
������������$�
�����	�
����������������	�
�
���!	���	������������	�����������������������������	���������������
�������������������������$��	�	���	���������������	�������������
��
���������

��
�	���	�������������������������������
�������	� ������
��
�������
�����
��!��	��������������	����

&�-�����
������������
�����������
������������������
�������
�����	�����
���������	����
����������������������������
���������
�������	�
������
���
��	����������������������$����������������������
�������������������������1/����������������	��������
�	�����������

�����������0����������������	����
����������������������������������
�����
���������������
�����������
����������
��	�
��������������
����	��
������	
��������������������	��������������������2�������
������	�
���
���	������������������������	�������������������
��������������	
���������
���������



286

MENGEMBANGKAN DEMOKRASI LOKAL

MENUJU ABAD KE-21

)
�����	���	����������������������������	���
���������	�����������������

��	�
��������������	�
����������	��
���������
������
����	�	�������
��	
�������	���	�����������������
������������'���������	������������������

�������������	�
���	�����������	�����
�	����������	���
�����������
������
��������
��������������	�������������������������	������������������
���	�����������	����
�������������������������������
�����������

��	���	�	��������������� �������	�
!���
�	������
����������
�������������
������
��������������
����������������������������������	���
��������
�����������������
���������������
��	������������	���������������������������
���������	�
���
���������+�������������������
��������������	���������������������
�������	�����������������
�
�������������������������
��������������������
��������������	���

���	���	�����������	����������������������	��	�
������������
����������������
������������	��������	�����������
������	���������	������
����������������
����	������������
��������	�
��
����������	��

DAFTAR KOSA KATA



287

����	����	�	���� 
��	��

�
�����	�������� �����������������(�
����
�����('3��������
����
��
�����������0$$���������
�����4///
����������������������������������������
������������������������	�������3���
����
(��

�
���$����
������$���������������	����
+�������������&��
������
�����������

	����	���������������	�
�������������������
�������
����������	���������	���	�����
���

��
������������������������	��
�	���$�	�
����
����'���������
	���������&�����������
���
	�����*�"���
���$�5
��
���������������
��	�������������������������	����������
��	
������

).�������������� ����������$�����������������������������	�
���
���������������*�"���
���$����$�����(�"��
 ��!��'��
�����������������������	���
������	
��	��������������������������������������
��	�
�����	
����� ������	����� )������6�5��
"��
�������.778!�����!��"������#�������������������
����$������
���� ���	��������������	
� (
����6
�
�
��*�"���
���$�9���:��	��������4///!�

��	��/"���	 ����������$�����
���������
���$��������
;����������9���'�����(�����&��
������
�����
���������������������������������
	���(����
����	��������
�	������������
�����������
�����	���	������������	���	��
�������������
����	������������������'�����������	����
��������������3�
�����
�	����������
�
�
�	�����������

������9���'�����'��	
��
;���	������������<�����
����$��������
��
3�
���)��
��������(����;���������	����������
�����������������
�������#����



288

MENGEMBANGKAN DEMOKRASI LOKAL

MENUJU ABAD KE-21

�
��	�����."���� �������������������������������	�
��������
���$�	��	�����	��������������������������
����������
	���	�	�����������������
�������	������������
���������
��	
���
�
��	
���	����	������������������	���
����
����������������'�����������	���������������
���������	���������	�
�����������
�������
��
������������
���=("���������������������2�����
��
�	����$���
�������������������
������������������������
�����
������������
�����������������������������������
��
�����
�����������������������
�����	�
������
������	��$�	��'���������������������
������
����"��������������
�����.777���
�	
	�
����������������������������������������
������&���������������������������	�
�������
*�"���
���$�0������

/	�����*���
	��0 ����������$��������������������
	����
	������
����	�������������
����
�����������
>�������$��*�"���
���
����
����������	��
���	������������������
	�	������
$����
���
	��
������������������������
��
�
���������������	�����	���������������
����������������	��������
	�	������
$
��
�	������������������	������������������
���������'�����*�"���
���$����$�����2��
������������$�����+����?��������������������


���������
���$���*��&�@����;���
�����
*�"���
���$����$���������'����

������������� ����������	
����(*2��0$$���$���;�����������
#�������(��

�
��$��������������
��
���
��������$�*������$$��������������������
*�"���
���$�'�������� ��!��'�����������������

����������
����������������������	�������
��
�	����������������������	�

TENTANG PARA PENYUMBANG



289

�."	����
�� ��������������������������
�	���������
������������������
������������������	��
����
5�����
���'���'�����������������������������
�������	��$�	��
���
������
�	�����������
��
���������������	�
��������������������
���"��
$��2������������
����
�$���������*���
(��

�
��$��������������������������������'���
�������������
	�����*�"���
���$��������
��������
����	��	������������������������
���
%�����
�$������
���
��
����	�����������
���
���������� *����(��

�
���$��������.77A!�

����������1���	�	��������
 ���������������
�����	
�����������	����	��
�������
��������������������3�������
�$��
(�
����
������������5�����
����'���'�
����	�����	��������
�������������������
����������������������������	����	��
����������������������3���������
���	
$��
�������������������������������������
�������'����������������������&�
�������
�������$��������
��
����������
��
�����������
�������������	�
�������������
��������
���
����
�$�0��3�����'����
�����#�����������
����	�����	�
��)�	��
������������������
&������
���� ������'������
���(	�&��������������
 ����(	�)�
���� ��	���������������������
>���
��!��
���
	����������������3�������

$���(�
����
����������� 4///!�

��2������ ���������������������������
�����������
3�������
�$���(�
����
������������
5�����
����'���;��
���������
��������
�����	6����
	��������$�������	���������
	
����#�������������������������������������
����#�������������	��
�������������������
���	��������'�����������	���������������$����
�������
	��������
���*�"���
������
��������������������'���������������
	����
>��"����*�"���
��



290

MENGEMBANGKAN DEMOKRASI LOKAL

MENUJU ABAD KE-21

�����" ����)��� ����������$������������������������������
��
�
����������������������������������	��$�	��
*�"���
���$�'��"��� ��!������
������
���
�$�	��	������������������������
��������	���
�����������������������������	�
�����

���������������'�����������������
�$��������
����	�
��������
���
�	�*����(��

�
���$�������
���������������������������������
�
�����������������
	����������������	�
���	�
��������.1�
������'�������������
���	�
���������������
	����
������	����
������
�������
�*�
����������
��+������ �����
����.771!
����������������������'�
����
������,����
������
-
�����$������	� �������������������
���"��
���'���������$��
��.771!�

��"��)��!	�� ����������$�����������������������
�������	��
��(��

�
���$�2�����B�"������
��
������������
�$���������������*�"���
���$�)�������
 (�����!��'������	�
��������������
���

�


������
������
�����.77A���
�	���������	��
	��������������������������
�������

������
����	�����������	�
�����������	
��
�����
�����.7CA�������.77/��&����
�����.77/
������.774�����������	��������������$������
����������������������

�
���������������
����������������������������	
�������	���	��
��������������������������

1��� �)����� �������	�������9���2�����B�"������
�9�
���	
 (�����!��'�������������������$������������
	
��*�"���
���$��
��
�����������
�����.77.
������4///���������
����	�����������$����
�������
	���*�"���
���$�&������
�����
�	��
����������������������
����������������
���	���
������������������
�����	�����������	��
������
�������������
�	�����������
�������	�
�������
�����	����)����
����������������������������������	����

TENTANG PARA PENYUMBANG



291

���
���������	��������
�����	���	������
$�
����������
�������	���

�	+���)���� ���������	���������������	��$�	����	���������
�$�	������
����������������������������
������������
�����
��������������
���������������������	��$�	���������	�
��
�������	�	����������
	������������������

��	�
���	����
�������
����
��������$�����
	�����������������������������	���������
�������
��������'��	
���3	��	�
$�;����"�
B������������������������	�����
����
+������������������������	��������������
�����������
��	
��������
�	����������	�
���
�$�	������
���

���������	����������	�	��� ����������$�����(���������
��������	��
*�"���
���$�����������������	
���2����
B�"������
����
����9�
��������������$������
�����
��
�������B�"���������'���������
������)��������&����������*�"���
���$�
��
�����������������������'������9��
�����(�����
*�"���
��

��"���"������ �������	�����������+����#��������D����
�����
������������������������������	�������
������������
�
��	�
��������������	�
������
���
�	��'��
���������
����������
�	�	
������������	�������
$�������������
�������	�
����������
	���������������������
�������������������������#����������$�5����=
(��

�
���$�����
��
�������������
��*����
E�������<��������������	���	���
�����
������
�������������	���1/�	�
������������	�����
(����������3������
������	�)��$��
��)������#����
&������������������)���
�

������3
��4�������� ��������������������
���(�������(��

�
�����
��������������B�����
���������$���������D
'�"�������
�&��������
� *�"���
���$
5
��
����������$�	������
��!�



292

MENGEMBANGKAN DEMOKRASI LOKAL

MENUJU ABAD KE-21




